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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang
Pemerintahan Daerah yang dikemas dalam UU Nomor 22 Tahun 1999,
Kebijakan tersebut dinilai sangat bertolak belakang dengan kebijakan
sebelumnya yang mengatur hal yang sama yaitu UU Nomor 5 Tahun
1974, Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Daerah diberikan kewenangan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sangat luas.
Implikasi dari kebijakan tersebut, berbagai tatanan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Daerah pun mengalami perubahan.

Seiring dengan perkembangan paradigma penyelenggaraan
pemerintahan yang menuju kepada iklim yang lebih demokratis, serta
karena berbagai kelemahan yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 1999
tersebut, maka pada Tahun 2004, Pemerintah mengganti UU tersebut
dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dinatara kelemahan yang ada dalam
UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah pemberian kewenangan yang dinilai*/
terlalu luas kepada Daerah Kabupaten/Kota, schingga peran Pusat dan
Propinsi di Kabupaten/Kota menjadi sangat minim. Scmentara itu, UU
Nomor 32 Tahun 2004 mencoba mengakomodasi iklim demokratisasi
yang lebih luas dan mengurangi kelemahan hubungan hirarkikal antara

berbagai tingkatan pemerintahan tersebut.

Baik UU Nomor 22 Tahun 1999 ataupun UU Nomor 32 Tahun
2004, dimaksudkan agar dapat mendorong pemerintah dacrah untuk

mengembangkan potensi dacrahnya, meningkatkan pemberdayaan dan




partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah
daerah berusaha meningkatkan kapasitasnya dengan memperkuat fungsi
dan peranannya serta meningkatkan aparatur pemerintah yang bersih,
profesional, dan bertanggungjawab (good governance). Usaha tersebut
diharapkan pula dapat mendorong proses demokratisasi dan kemandirian

daerah, sehingga terwujud cita-cita masyarakat madani (civil society).

Penerapan kebijakan Otonomi Daerah tersebut memberikan
peluang pada daerah kabupaten dan kota untuk mengadakan perubahan-
perubahan dalam manajemen pemerintahannya. Salah satu Perubahan
yang diusung oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah perubahan status
atau kedudukan Kecamatan, Kecamatan bukan lagi sebagai instansi
vertikal dan pemerintahan wilayah yang melaksanakan tugas-tugas
dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat. Tetapi Kecamatan menjadi Aparat
Daerah vyang menjalankan kewenangan-kewenangan dari Daerah
Kabupaten / Kota sebagai Daerah otonom seperti yang tertera dalam
Pasal 66 ayat 1 bahwa “Kecamatan merupakan perangkat Daerah
Kabupaten dan Daerah Kota, yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan™.
Namun demikian Kecamatan akan tetap menyandang titel sebagai
Instansi v ertikal namun bukan instansi v ertikal Pemerintah Pusat tetap

instansi vertikal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kecamatan diposisikan sebagai aparat dari Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas yang
merupakan tugas sebagai Daerah Otonom Kabupaten/Kota. Konsekuensi
logisnya sebagai Aparat Daerah sehingga Pemerintah Kecamatan juga
harus melaksanakan tugas-tugas yang telah didelegasikan Bupat atau pun
Walikota, hal ini dinyatakan dalam Pasal 66 Avat 4 : “Camat menerima
pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari BupatiiWalikota™.

Konsepsinya Pemerintah Kecamatan adalah melaksanakan tugas-tugas



dan fungsi dekonsentrasi atau menerima delegasi sebagian kewenangan

dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adanya perubahan kedudukan Kecamatan tersebut, sehingga
diposisikan sebagai ujung tombak pemerintah kabupaten atau kota dalam
memberikan  pelayanan kepada masyarakat dan mengadakan
pembangunan di daerah. Dimilikinya status baru ini merubah peran dan
fungsi pemerintah kecamatan sebelumnya. Peran dan  fungsi
Pemerintahan mengalami reposisi ulang lebih menekankan pada aspek-
aspek strategis pemerintahan yang adaptif dengan tingkat perkembangan

dan peradaban dari suatu masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi, peran dan tugas baru yang harus
diemban oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kecamatan perlu
mengadakan perubahan-perubahan dalam berbagai sektor atau bidang.
Perubahan-perubahan yang harus dilakukan d engan mempertimbangkan
berbagai faktor baik internal maupun eksternal, untuk itu pemerintah
kecamatan perlu di reform untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya.
Perubahan yang perlu dilakukan dalam Pemerintahan Kecamatan

meliputi:

1. Kewenangan vyang dilimpahkan ke Kecamatan didasarkan pada
karakteristik dan potensi yang ada.

2. Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan vang dapat menjalankan
fungsi, tugas dan kewenangan yang dinuliki kecamatan.

3. Jenis layanan yang sebaiknya digeser ke Pemerintah Kecamatan

supaya lebih efektif dan efisien.

Reformasi yang menyangkut pemerintahan kecamatan dibutuhkan
mengingat masih adanya beberapa k endala atau fenomena-fenomena di

daerah sebagai berikut:



a. Kewenangan dan Kelembagaan Pemerintah Kecamatan masih bersifat
homogen atau seragam sedangkan potensi dan karakteristik
Kecamatan satu dengan yang lain beragam.

b. Masih adanya keraguan dan keengganan untuk mendelegasikan
kewenangan ke Pemerintahan Kecamatan karena akan mengurangi
kewenangan Perangkat Daerah yang lain (Dinas, Lembaga teknis
daerah dan Sekretariat Daerah).

c. Masih minimnya jenis pelayanan yang didelegasikan ke Kecamatan
padahal Kecamatan dengan Pemerintahan Kelurahan merupakan ujung

tombak terdepan dalam berhadapan dengan masyarakat.

Pasal 126 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah
menetapkan bahwa:

1. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat
yvang dalam p elaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian
wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah.

3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi;

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum,;

¢. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;



e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

f.  Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan:

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa atau kelurahan.

4, Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh
Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kanupaten/kota dari
pegawal negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis
pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

5. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah
kabupaten/kota.

6. Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bertanggung jawab kepada camat.

7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
ayat (4), avat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau

walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah discbutkan bahwa Kecamatan
terdiri dari satu Sckretariat, scbanyak-banyaknya lima Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelaksana teknis Dinas Daerah
Kabupaten/Kota secara operasional dikoordinasikan oleh Camat,
mengingat camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota tertinggi di
wilayah kecamatan serta untuk menghindari terjadinya duplikasi

pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa:



a. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang
mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh camat yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban camat
kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah  adalah
pertanggungkawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti
camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara
struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

b. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat sesuai dengan

pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 12 PP No. 8 Tahun 2003
tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158
Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Dalam pasal 2 ayat
(2) Kepmendagri tersebut disebutkan bahwa camat berkedudukan sebagal
koordinator penyelenggaaan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 Tahun
2004 tersebut, ditetapkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan olch
Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dacrah dan tugas
pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pelimpahan kewenangan pemerintah dimaksud berpedoman pada
lampiran 1 tentang Pedoman Rincian Sebagian Kewenangan
Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada camat,
vaitu Inéliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan,
Bidang Pendidikan dan Keschatan, Bidang Sosial dan Kesejahteraan

Rakyat dan Bidang Pertanahan.



B. Identifikasi masalah

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut,
kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administrasi pemerintahan
melainkan sebagai lingkungan kerja, sehingga camat bukan lagi sebagai
kepala w.i.layah administrasi, melainkan sebagai pgmngkat daerah.
Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003 terdiri dari Unsur
Pembantu Pimpinan (Setda), Unsur Pelaksana (Dinas Daerah) dan Unsur
Auxiliary (Lemtekda), kecamatan tidak disebutkan secara eksplisit.
Tetapi dilihat dari karakteristiknya memberikan pelayanan langsung di
suatu wilayah kerja tertentu. Dengan demikian kecamatan merupakan

unsur lini kewilayahan,

Adanya perubahan kewenangan camat yang tadinya bersifat
atributif (berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974) menjadi bersifat delegatif
yaitu menerima p elimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota
dalam pelaksanaanya masith menghadapi kendala antara lain belum
adanya kesamaan persepsi dalam pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dan bkebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan
penataan  kecamatan, khususnya mengenai  pelimpahan sebagian
kewenangan Bupat/Walikota kepada Camat, sebagai akibat belum
adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi kecamatan selain itu dalam pelaksanaannya belum didukung
dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan
personil, pembiayaan dan perlengkapan (3P) dalam pelaksanaan sebagian

kewenangan Bupati/Walikota yang telah dilimpahkan kepada kecamatan.



C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan pengolahan dan analisis dimaksud adalah  untuk
mengidentifikasi kinerja pelaksanaan pembangunan di kecamatan dalam
aspek  administratif (Kelembagaan, Kewenangan, Perlengkapan,
Pembiayaan, Personil dan Dokumentasi), outputs (pelayanan) dan
outcomes (beberapa indikator makro pembangunan) sebagai upaya
Pemerintah Propinsi dalam melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan
pembangunan yang dilakukan di daerah kabupaten/kota khususnya di

kawasan kecaatan.

Adapun tujuan yang diharapkan tercapai, yaitu:

¢ Tersedianya bahan dalam mengukur dan menilai keberhasilan
pembangunan di kecamatan dan memberikan gambaran nyata tentang
kondisi dan permasalahan serta dapat mengetahui dengan jelas tentang
kapasitas vang dimiliki oleh masing-masing kecamatan untuk
mengembangkan potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

¢ Tersedianya bahan fasilitasi dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan sebagai instrumen dalam mendorong kompetisi dalam
meningkatkan kinerja pembangunan antar kecamatan  dan antar

kabupaten/kota.
D. Qutput Kegiatan

Output dari kegiatan ini adalah indeks kinerja kecamatan yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di kecamatan di lihat dari dimensi administratif, pelayanan

dan kinerja indikator makro pembangunan,



Disamping itu output kegiatan ini juga dilengkapi dengan analisis
deskriptif indeks kinerja kecamatan dan kategorisasi kecamatan

berdasarkan indeks tersebut.
E. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Pengolahan dan Analisis hasil penilaian Evaluasi Kinerja

Kecamatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Data Umum, meliputi:

. Jumlah penduduk kecamatan 3 tahun terakhir, luas wilayah
Kecamatan, Jumlah Desa, Kelurahan, RT,RW.

2, Mata pencaharian penduduk (dalam %).

2. Aspek Administratif, meliputi:

a. Kewenangan, yaitu mengenai jumlah, jenis dan hal-hal yang
berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan
kepada kecamatan dan cara pelaksanaannya serta pembiayaannya
dll.

b. Kelembagaan, yaitu berkaitan dengan jabatan struktural dan
kelembagaan lain yang ada di kecamatan.

c. Kepegawaian, vaitu anggaran jumlah pegawai kecamatan dan
pendidikannya,  jumlah  PNS  yang dibutubkan dan upaya
kesejahteraannyva,

d. Pendanaan, vaitu anggaran yang dikelolla langsung oleh
kecamatan (Belanja Publik dan Belanja Aparatur) dan dana-dana
lain baik swadayva masyarakat maupun dana lainnya (program
pembantuan).

e. Perlengkapan, vyaitu sarana dan prasarana yang dimiliki
kecamatan dan instansi teknis lainnya yang ada di kecamatan,

Sistem Administrasi, Kearsipan, tata naskah dan dokumentasi



termasuk  pemanfaatan teknologi ~ komputer  dan
publikasi/sosialisasi kebijakan dan program di Kecamatan.

3. Aspek Pelayanan, yaitu pelayanan yang dilakukan Kecamatan,
meliputi  jumlah dan jenis layanan langsung yang diberikan
Kecamatan, pelayanan pembuatan KTP per Tahun, produk
hukum/keputusan Camat yang bersifat mengatur masyarakat dan
layanan instansi teknis lain yang ada di Kecamatan serta bentuk-
bentuk fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Kecamatan kepada
instansi/organisasi/perusahaan  dan  Desa/Kelurahan  termasuk
pelaksanaan rapat koordinasi.

4. Pelayanan Dasar, meliputi;

a. Bidang pendidikan (jumlah SD/SLTP/SLTA, anak usia SD, Guru
SD/SLTP/SLTA)

b. Bidang kesehatan (jumlah Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit,
Dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta penduduk yang
memiliki Kartu Sehat)

¢. Sarana dan prasarana umum (telepon, listrik, jalan aspal, kantor
pos)

d. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) vang diberikan
Kabupaten/Kota

e. Sistem pengelolaan kebersihan lingkungan

f.  Pengelolaan sumber daya produktif

5. Aspek Indikator Makro Pembangunan, meliputi:

a. Bidang FEkonomi, yaitu total pendapatan masvarakat di
Kecamatan per tahun, nilai pendapatan rata-rata masyarakat per
tahun, jumlah penduduk miskin, desa tertinggal, jumlah usia
kerja, jumlah pengangguran.

b. Bidang Pendidikan (jumlah usia sekolah dasar, murid dan jumlah

yang lulus SD/SLTP/SLTA tahun terakhir dll).
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c. Bidang Keschatan (jumlah bayi yang lahir/meninggal dan rata-
rata usia penduduk).

d. Bidang Politik (jumlah hak pilih, yang ikut memilih dan jumlah
Dewan Pimpinan Parpol yang ada di Kecamatan).

e. Bidang Pemerintahan (Partisipasi Pembangunan), meliputi nilai,
jenis dan potensi pajak daerah dan PBB.

f.  Bidang Budaya dan lainnya (jumlah lembaga kemasyarakatan,

kesenian dan budaya daerah dll).

Pekerjaan Pengolahan dan Analisis Hasil Penilaian Kinerja

Kecamatan dimaksud yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

6.

Penyusunan dan perumusan - konsepsi model pemberdayaan

Kecamatan di Jawa Barat;

. Pengelompokkan dan pengklasifikasian Kecamatan;

Pengolahan hasil penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan se Jawa
Barat;

Analisis Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Jawa Barat.
Penyajian/presentasi hasil Pengolahan dan Analisis Hasil Penilaian
Evaluasi Kinerja Kecamatan,

Penyempurnaan hasil Pengolahan dan Analisis Hasil Penilaian
Evaluasi Kinerja Kecamatan sesuai masukan dan tanggapan yang
disampaikan;

Penyusunan Laporan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang

berlaku.



BAB i
PENETAPAN STANDAR KINERJA DAN EVALUASI
KINERJA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
KAPASITAS ORGANISASI KECAMATAN

A. Peningkatan Peran Kecamatan

Penerapan kebijakan desentralisasi yang didasari oleh UU Nomor
32 Tahun 2003 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999,
memberikan peluang pada daerah kﬂﬁupaten dan kota untuk mengadakan
perubahan-perubahan dalam manajemen pemerintahannya. Salah satu
Perubahan yang diusung oleh UU im adalah perubahan Status atau
kedudukan Kecamatan, Kecamatan bukan lagi scbagai instansi vertikal
dan pemerintahan wilayah yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi
dari Pemerintah Pusat, sebagaimana dalam UU Nomor 5 Tahun 1974,
tetapi Kecamatan menjadi Aparat Daerah yang menjalankan kewenangan-

kewenangan dari Daerah Kabupaten / Kota.

Perubahan kedudukan kecamatan sebagaimana disebutkan, tidak
terlepas dari amanat UU 32 Tahun 2003 dan kecenderungan paradigma
pemerintahan yang berpandangan bahwa pemerintahan yang baik adalah
pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat. Karena itu, Tugas
dan fungsi kecamatan menurut paradigma ini, dan pada masa yang akan
datang akan lebih berperan d alam melaksanakan p emerintahan maupun

pembangunan daerah.

Pemerintah Kecamatan diposisikan sebagai aparat Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota untuk melaksanakan scbagian tugas-tugas
Daerah Otonom Kabupaten/Kota. Konsekuensi logisnya, sebagai Aparat

Daerah maka Pemerintah Kecamatan juga harus melaksanakan tugas-



tugas yang telah didelegasikan Bupati atau pun Walikota pada tingkat
yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian,
kedudukan Kecamatan adalah sebagai ujung tombak pemerintah
kabupaten atau kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
dan mengadakan pembangunan di daerah. Dimilikinya status baru ini

merubah peran dan fungsi pemerintah kecamatan sebelumnya.

Dengan adanya perubahan ini, maka tugas kecamatan di masa yang
akan datang akan mengalami perluasan, yaitu tidak hanya pada tugas-
tugas administratif yaitu pemerintahan umum dan pembinaan masyarakat,
tapi juga temasuk tugas-tugas substantif, yang menyangkut pelayanan

umum dan pembangunan daerah.

Dalam menjalankan fungsi, peran dan tugas baru yang harus
diemban, Pemerintah Kecamatan perlu mengadakan perubahan-
perubahan dalam berbagai sektor atau bidang. Perubahan-perubahan
tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik
internal maupun eksternal. Perubahan yang perlu dilakukan dalam
Pemerintahan Kecamatan antara laiﬁ berkaitan dengan: (1) Kewenangan
vang dilimpahkan ke Kecamatan harus didasarkan pada karakteristik dan
potensi vang ada; (2) Kelembagaan Pemerintahan Kecamatan harus
dapat menjalankan  fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki
kecamatan; (3) Beberapa jenis layanan yang selama ini dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas, Badan, Lembaga) sebaiknya digeser

ke Pemerintah Kecamatan supaya lebih efekuf dan efisien.

Upaya-upaya pembenahan tersebut dilakukan dalam rangka
meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di
kecamatan, karena kecamatan dinilai sebagai ujung tombak

penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan di Daerah.
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penilaian dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu evaluasi.
Oleh karena itu, intervensi baru -- yang dapat berupa kebijakan, strategi,
dan lain-lain-- seyogyanva diﬁilai dan  dievaluasi  setelah
diimplementasikan serta menjadi subyek atau acuan untuk dilanjutkan

atau dimodifikasinya suatu aksi.

Dalam konteks ini, pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan
diperlukan agar kinerja pelayanan terhadap masyarakat makin meningkat
dan kualitas kehidupan masyarakat yang dicerminkan oleh indikator-
indikator makro pembangunan sebagai outcome makin membaik. Dengan
kata lain, jika evaluasi tidak dilakukan, atau evaluasi dilakukan dengan
cara vang tidak objektif maka mustahi terjadi perbaikan kinerja

kecamatan di masa yang akan datang.

Salah satu faktor penentu keberhasilan evaluasi kinerja adalah
adanya standar kinerja yang memadai. Standar kinerja merupakan
patokan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja suatu
organisasi. Sedangkan pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan suatu
bagian dari proses manajemen yang ditujukan untuk melihat sampai
sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dan
dimana letak kekurangan vang terjadi. Tanpa standar kinerja, tidak
mungkin suatu pengukuran dan evaluasi dapat dilakukan dengan objektif.
Sebagaimana dikatakan olch Berry, Zeithaml dan Parasuraman
(Lovelock, 1992; 225) bahwa vang menjadi potensi terjadinya kegagalan
peningkatan pelayanan publik antara lain: No service standard; Too
Many service Standard, General Service standard; Poorly communicated
service standard; Service Standard unconnected to the performance

measnurement.



tersebut nampak bahwa standar merupakan faktor kunci untuk
menentukan keberhasilan peningkatan kinerja suatu organisasi. Dengan
demikian, evaluasi kinerja kecamatan merupakan langkah yang dilakukan
setelah terlebih dahulu dilaksanakan  pengukuran terhadap kinerja
pembangunan di Kecamatan. Pengukuran (proses mengukur) adalah
membandingkan kondisi riil dengan alat ukur. Alat ukur tidak lain dari
standar kinerja. Dengan demikian, sebelum dilakukan penilaian, maka
perlu terlebih dahulu dilakukan pengukuran, dan sebelum dilakukan

pengukuran perlu terlebih dahulu dibuat standar.

Unit analisis dari evaluasi ini adalah Kecamatan. Dengan demikian,
evaluasi kinerja kecamatan berarti mengukur kinerja pembangunan yang
dilakukan oleh berbagai pihak di kecamatanh, bukan pembangunan yang
dilakukan oleh kecamatan saja. Implikasi dari hal ini, peran Daerah
Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat tetap menjadi objek evaluasi. Hal ini
perlu dilakukan atas dasar pertimbangan, bahwa kecamatan bukan
merupakan daerah otonom melainkan perangkat daerah yang
kewenangannya tergantung kepada pendelegasian dari Pemerintah
Kabupaten/Kota, bahkan untuk saat ini, di daerah-daerah tertentu
kewenangan Kecamatan hanya bersifat  fasilitatif dan  koordinatif,

sedangkan yang melaksanakannya adalah instansi teknis daerah.

Dalam kaitan ini, penetapan standar kinerja kecamatan bermanfaat

dalam rangka:

1. Mengidentifikasi kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan
dalam aspek administratif (Kelembagaan, Kewenangan,
Perlengkapan, Pembiayaan, Personil dan Dokumentasi), outputs

(pelayanan), dan outcomes (bcbérapa indicator makro pembangunan).



. Upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan
terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Daerahnya
(dalam hal ini yang menjadi 1 okus pembangunan sebenarmya adalah

Kecamatan).

. Scbagai bahan referensi bagi . Kabupaten/Kota dalam melakukan
pembinaan yang berkelanjutan dan terstruktur terhadap Kecamatan,
sehingga Daerah Kabupaten maupun Kota mampu mengaktualisasikan
secara cermatl aturan-aturan yang d iimplementasikan s ecara simultan

dan berkelanjutan di Kecamatan.

. Secara konsisten Pemerintah - Dacrah Kabupaten/Kota dapat
memperbaiki kinetja pembangunan di kecamatan yang didasarkan
kepada kinerja administrative (input), pelayanan (output), dan kinerja

indicator makro pembangunan (outcomes).

. Sebagai bahan bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam mengukur dan

menilai keberhasilan pembangunannya di Kecamatan

. Untuk memberikan gambaran nyata tentang kondisi dan

permasalahan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan

. Untuk mengetahui dengan jelas tentang kapasitas yang dimiliki oleh
masing-masing kecamatan untuk mengembangkan potensinya dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

. Untuk dijadikan pendorong dalam meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

. Sebagai instrument dalam mendorong kompetisi dalam meningkatkan

kinerja pembangunan antar kecamatan.



Hubungan Evaluasi Kinerja Dengan Peningkatan Kapasitas

Organisasi Kecamatan

Kapasitas Organisasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Kecamatan - K ecamatan » Kecamatan
k4
Peningkatan Rekomendasi Untuk Gap antara harapan
Kapasitas organisasi [* Perbaikan Kinerja |« dan kenyataan
kinerja

C. Penetapan Indikator, Kriteria Penilaian, dan Instrumen
Pengukuran, Sebagai Langkah Awal Penyusunan Standar

dan Evaluasi

Penetapan standar tidak mungkin dapat dilakukan tanpa terlebih
dahulu ditetapkan indikator kinerja Kecamatan. Indikator adalah hal-hal
yang menjadi objek pengukuran dan evaluasi dari setiap aspek kinreja
kecamatan yang meliputi aspek administratif atau input (kewenangan,
kelembagaan, personil, pembiayaan, perlengkapan, serta dokumentasi dan
kearsipan), aspek outputs (pelayanan), dan aspek outcomes (indikator
makro pembangunan). Dalam hal ini, setiap aspek kinerja pembangunan

kecamatan harus ditetapkan indikatornya.

Setelah indikator ditemukan, perlu ditetapkan kriteria penilaian
(evaluasi). Kriteria menunjukkan kualifikasi yang dimiliki oleh suatu
indicator untuk dimasukkan ke dalam suatu kategori atau klasifikasi

tertentu. Dengan demikian, kriteria bersifat gradasi, ketika semakin jauh




dari standar yang ditentukan. Dengan demikian, tanpa adanya standar,
maka penetapan kriteria pun menjadi tidak jelas. Disinilah sekali lagi

letak pentingnya standar kinerja Kecamatan.

Setelah indikator dan standar ditetapkan, langka selanjutnya yang
harus dilakukan sebelum evaluasi adalah penggalian data dan informasi.
Data dan informasi hanya dapat digali dengan instrumen yang dapat
dipercaya. Dengan kata lain, instrumen adalah alat yang digunakan untuk
menggali data dan informasi berkaitan dengan setiap indicator kinerja
Kecamatan. Data untuk setiap indicator sangat mungkin diterjemahkan ke
dalam lebih dari satu instrumen. Baru setelah instrumen dibuat,
penggalian data dilakukan, lalu pengukuran dilakukan, dan pada akhimya

dilaksanakan evaluasi kinerja.

Pengukuran dan penilaian kinerja terhadap aspek administratif
diorientasikan kepada pencapaian “efisiensi, karena pada hakekatnya
pengukuran dan penilaian terhadap aspek administratif tidak lain dari
pengukuran dan penilaian terhadap inputs. Dengan demikian, makin
efisien penggunaan input (dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan)

maka makin baik kinerja kecamatan yang dicapai.

Pengukuran dan penilaian terhadap aspek pelayanan diorientasikan
kepada optimalisasi kinerja pelayan, karena pada hakekatnya pengukuran
terhadap aspek pelavanan tidak lain dari pengukuran dan penilaian
terhadap owipurs. Dengan demikian, makin besar outputs atau potensi

outputs, maka dianggap makin baik kinerja kecamatan.

Pengukuran dan penilaian terhadap indikator makro pembangunan,
juga diorientasikan kepada optimalisasi kinerja, karena pada hakckatnya
pengukuran terhadap indikator makro pembangunan tidak lain dari

pengukuran dan penilaian terhadap outcomes. Dengan demikian, makin
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tinggi atau makin optimal outcomes atau potensi outcomes, maka

dianggap makin baik kinerja kecamatan.

D. Keterkaitan Berbagai Unsur dalam Proses Evaluasi Kinerja
Kecamatan

Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat berbagai hal yang terkait
dengan proses evaluasi kinerja kecamatan dalam upaya peningkatan
kapasitas organisasi Kecamatan. Berikut ini, digambarkan keterkaitan
berbagai unsur yang terkait dengan proses evaluasi kinerja kecamatan,
serta melihat posisi penting standar kinerja dalam rangkaian proses

evaluasi tersebut.

Gambar 2.2: i
Keterkaitan Berbagai Unsur Dalam Proses Evaluasi Kinerja
Kecamatan
feedback
[ ¥ .
v E |
Aspek Adminstratif Pelayanan sebagai Indikator makro
sebagai Inputs outputs pembangunan
(kewenangan, {administrative, sebagai outcomes
kelembagaan, SDM, fasilitatif, (IPM, 1P, AMH, dll)
dana, perlengkapan, > koordinatif, -
dokumentasi) substantif)

| |

T
| | |

Instrumen

* Evaluasi
o Kinerja.

Penggalian Data

v . Pengukuran

F 1

Fandisi Riil

feedback 21



Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses evaluasi

kinerja kecamatan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai beriku:

1.

Evaluasi dilakukan terhadap 3 aspek penting, yang meliputi aspek
inputs (sumber daya), aspek outputs (kinerja pelayanan), dan aspek

outcomes (indikator makro pembangunan).

Penetapan indikator yang akan diukur dan dievaluasi untuk setiap
aspek. Aspek inputs meliputi kelompok indikator kewenangan,
kelembagaan, SDM, pendanaan, perlengkapan, dan dokumentasi.
Aspek owtputs meliputi pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan
dan oleh instansi teknis yang ada di Kecamatan berupa pelayanan
administratif, fasilitatif, koordinatif, dan substantif Sedangkan
penilaian terhadap aspek outcomes meliputi antara lain indikator

bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan indikator lainnya.

. Menetapkan standar kinerja. Karena sasaran evaluasi ditujukan

kepada 3 aspek dengan berbagai indikatornya, maka standar kinerja
kecamatan perlu ditetapkan berkaitan dengan ketiga aspek dengan

indikator-indikatornya tersebut.

. Pembuatan instrumen penggali data dan informasi. Instrumen ini

diperlukan untuk menjaring data dan informasi berkaitan dengan
semua indikator yang ada pada ketiga aspek yang telah ditetapkan

tersebut;

. Jika instrumen telah dibuat, baru dapat dikaukan proses penggalian

data dan informasi.

Dan setelah data dan informasi berkaitan dengan kondisi riil dari

ketiga aspek beserta indikatornya tersebut terkumpul, baru dapat
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dilakukan pengukuran kinerja, yaitu dengan cara membandingkan

antara kondisi riil dengan standar yang telah ditetapkan.

. Terakhir baru berdasarkan hasil pengukuran tersebut dilakukan
evaluasi untuk melihat apakah kinerja kecamatan sudah baik atau
masih kurang. Hasil evaluasi merupakan feedback bagi perbaikan
kinerja kecamatan di masa yang akan datang. Dari sini nampak
bagaimana letak pentingnya evaluasi kinerja sebagai upaya

peningkatan kapasitas organisasi kecamatan.
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BAB lil
KRITERIA PENILAIAN KINERJA KECAMATAN

A. Pengertian Kriteria Penilaian

Evaluasi kinerja kecamatan merupakan langkah yang dilakukan
setelah terlebih dahulu dilaksanakan  pengukuran terhadap kinerja
pembangunan di Kecamatan. Pengukuran (proses mengukur) adalah
membandingkan kondisi riil dengan alat ukur. Alat ukur tidak lain dari
standar pengukuran. Dengan demikian, sebelum dilakukan penilaian,
maka perlu terlebih dahulu dilakukan pengukuran, dan sebelum dilakukan
pengukuran perlu terlebih dahulu dibuat standar pengukuran. Dan
sebelum dilakukan pengukuran perlu dibuat instrument untuk melakukan

pengukuran,

Unit analisis dari evaluasi ini adalah Kecamatan, Dengan demikian,
evaluasi kinerja kecamatan berarti mengukur kinerja pembangunan yang
dilakukan oleh berbagai pihak di kecamatanh, bukan pembangunan yang
dialkukan oleh kecamatan saja. Implikasi dari hal ini, peran Daerah
Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat tetap menjadi objek evaluasi, namun
tdak  dimunculkan  secara eksplisit. Hal ini dilakukan atas dasar
pertimbangan, bahwa kecamatan bukan merupakan daerah otonom
melamkan perangkat daerah yang kewenangannya relative terbatas,
bahkan untuk daerah-daerah tertentu hanya bersifat fasilitatif dan
koordinatif, sedangkan yang melaksanakannya adalah instansi teknis

daerah.

Indikator adalah hal-hal yang menjadi objek pengukuran dari setiap

aspek kinrgja kecamatan yang meliputi aspek administratif atau input



(kewenangan, kelembagaan, personil, pembiayaan, perlengkapan, serta
dokumentasi dan kearsipan), aspek outputs (pelayanan), dan aspek
outcomes (indikator makro pembangunan). Dalam hal ini, setiap aspek
kinerja pembangunan kecamatan mempunyai beberapa indicator secara
bervariasi, yang dianggap mewakili untuk mengukur aspek tersebut.
Indikator operasional merupakan turunan dari indicator yang dapat diukur
secara operasional dalam bentuk kuantitatif dalam skala rasio, interval,

atau ordinal (tidak ada yang bersif_at nominal).

Hasil evaluasi terhadap “kinerja kecamatan” merupakan suatu
predikat vyang diberikan kepada masing-masing kecamatan atas
kinerjanya. Untuk memberikan predikat kepada masing-masing
kecamatan tersebut, maka diperlukan “suatu nilai” yang diberikan kepada
masing-masing kecamatan, sebagai patokan pemberian predikat tersebut.
Penilaian baru bisa dilakukan apabila v ariasi nilai menunjukkan variasi
kualitas. Atas dasar variasi nilai inilah ditetapkan kriteria penilaian. Jadi,
kriteria penilaian menunjukkan kualifikasi yang dimiliki oleh suatu
indicator operasional untuk dimasukkan ke dalam suatu kategor atau
klasifikasi nilai tertentu. Misalnya, makin tinggi nilai suatu indikator,
makin tinggi kualitas kinerja kecamatan, atau makin rendah nilai suatu

indikator makin rendah kualitas kinerja kecamatan tersebut.

Selanjutnya, pengukuran dan penilaian terhadap aspek
administratif diorientasikan kepada pencapaian efisiensi, karena pada
hakekatnva pengukuran dan penilaian terhadap aspek administratif tidak
lain dari pengukuran dan penilaian terhadap inputs. Dengan demikian,
makin efisien penggunaan input (dengan tidak mengurangi kualitas

pelayanan) maka makin baik kinerja kecamatan yang dicapai.
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Pengukuran dan penilaian terhadap aspek pelayanan diorientasikan
kepada optimalisasi kinerja pelayan, karena pada hakekatnya pengukuran
terhadap aspek pelayanan tidak lain dari pengukuran dan penilaian
terhadap owtputs.Dengan demikian, makin besar outputs atau potensi

outputs, maka dianggap makin baik kinerja kecamatan.

Pengukuran dan penilaian terhadap indikator makro pembangunan,
juga diorientasikan kepada optimalisasi kinerja, karena pada hakekatnya
pengukuran terhadap indikator makro pembangunan tidak lain dari
pengukuran dan penilaian terhadap outcomes. D engan demikian, makin
tinggi atau makin optimal outcomes atau potensi outcomes, maka

dianggap makin baik kinerja kecamatan.

B. Kriteria Penilaian Per Indikator Operasional
1. Aspek Administratif

Aspek administratif merupakan aspek pertama yang diukur dan
dinilai. Ada 6 (enam) indikator yang dinilai dalam aspek ini, yaitu
indikator  kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, pendanaan,
perlengakapan, dan dokumentasi. Berdasarkan indikator-indikator

terscbut maka ditetapkan kriteria penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.1

Krieteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Administratif

|

INDIKATOR INDIKATOR L KRITERIA PENILAIAN
OPERASIONAL
I. Kewenangan | Jumlah kewenangan | e Makin banyak jumlah kewenangan
total yang dilimpahkan yang diterima, makin berat beban
dari kabupaten’kota | kerja kecamatan, yang berarti makin

tinggi kinerja kecamatan tersebut

Jumlah kewenangan | « Makin banyak jumlah kewenangan
yang dapat : yang dupat dilaksanakan oleh
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INDIKATOR INDIKATOR KRITERIA PENILAIAN
OPERASIONAL RNy
dilaksanakan kecamatan, makin baik
Rasio jumlah * Rasio ini mengindikasikan beban

kewenangan terhadap
jumlah pegawai

pekerjaan yang harus ditanggung
oleh setiap pegawai kecamatan

o Makin tinggi rasio jumlah
kewenangan terhadap pegawai,
makin tinggi kinerja kecamatan yang
bersanghutan

Rasio jumlah
kewenangan terhadap
anggaran

e Angegaran tahunan menunjukkan
modal kerja yang dimiliki oleh
kecamatan

e Rasio ini mengindikasikan jumlah
kewenangan yang harus dibiayai oleh |
setiap rupiah anggaran

o Makin tinggi rasio ini berarti makin
efisiensi pelaksanaan kewenangan,
sehingga makin baik kinerja
kecamatan

Rasio jumlah
kewenangan terhadap
sarpras (asset) yang
dimiliki

e Asset dinilai dengan Rupiah dan
menunjukkan modal tetap yang
dimiliki kecamatan

« Rasio ini menunjukkan jumlah
kewenangan yang dapat dilaksanakan
setiap satu rupiah asset yang dimiliki

o Makin tinggi rasio ini makin efisisen
penggunaan asset oleh kecamatan,
sehingga makin baik kinerja
kecamatan tersebut

Rasio jumlah
kewenagan yang tidak
berduplikasi terhadap
total kewenangan yang

dimiliki kecamatan

o [ndikator ini menunjukkan
ketidakjelasan dalam pelimpahan
kewenangan. Meskipun merupakan
kinerja Daerah Kabupaten/Kota,
namun dampaknya dirasakan oleh
kecamatan, sehingga relevan untuk
divkur sebagai bagian dari kinerja
kecamatan (bukan kinerja camal)

o Makin banyak kewenangan yang
duplikasi dengan instansi teknis,
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INDIKATOR INDIKATOR KRITERIA PENILAIAN
OPERASIONAL g 2 e
makin tidak baik kinerja kecamatan.
Atau makin tinggi rasio ini makin
baik kinerja kecamatan
Rasio jumlah s Meskipun factor penyebab

kewenangan yang
dilimpahkan kepada
Camat dan mampu
untuk dilaksanakan
terhadap total
kewenangan

ketidakmampuan kecamatan dalam
melaksanakan kewenangan
ditentukan oleh berbagai factor yang
diantaranya political will Bupati
dalam melimpahkan sumber daya,
namun bagaimanapun akan
berdampak terhadap kinerja
kecamatan (bukan camat).,

Makin tinggi rasio ini makin baik
kinerja kecamatan.

Jumlah kewenangan
yang dilaksanakan
dengan swadaya murni
masyarakal

Indikator ini menunjukkan
kemampuan camat dalam
menggerakkan partisipasi
masyarakat, yang diukur secara
absolut

Semakin banyak jumlah kewenangan
yang dilaksanakan secara swadaya,
semakin baik kinerja kecamatan

Jumlah kewenangan
yang dilaksanakan
secara bekeasama
dengan swasta
selempat

Indikator int menunjukkan
kemampuan Camat dalam menggali
potensi yang ada di “wilayahnya”.

Utk herd ini misalnya dalam
perbaikan jalan lingkungan (gang),
il

Makin banyak kerjasama dengan
swasta, makin baik kinerja kecamatan

Jumlah kewenangan
vang dilaksanakan
secara bekerjasama
dengan masyarakat

Indikator ini juga menunjukkan
kemampuan Camat dalam menggali
potensi yang ada di “wilayahnya".

Contoh untuk hal ini juga perbaikan
jalan lingkungan (gang), dll.

Makin banyak kerjasama dengan
masyarakat (tokoh masyarakat),
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- INDIKATOR

INDIKATOR
OPERASIONAL

KRITERIA PENILATIAN

makin baik kinerja kecamatan

Jumlah kewenangan
yang dalam
pelaksanaan
pembiayaannya
bekerasama antara
instansi teknis dengan
masyarakat,

Meskipun yang melaksanakan
kegiatan bukan Camat (kecamatan),
tetapi indikator ini menunjukkan
kemampuan camat dalam
menggerakkan partisipasi masyakata
sehingga dapat bekerjasama dengan
instansi teknis dalam melaksanakan
pembangunan di kecamatannya

Makin banyak jumlah kewenangan
ini, makin baik kinerja kecamatan.

2. Kelembagaan

Rasio jumlah jabatan
structural terhadap
kewenangan kecamatan

L ]

Pola maksimal kelembagaan
kecamatan telah ditentukan oleh
Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004
yaitu terdiri dari Camat, Sekretaris,
dan 5 seksi ditambah jaobatan
fungsional. Nnamun demikian, tidak
ada pola minimum, sehingga jumlah
seksi boleh 3 atau 4.

Apabila jumlah kewenangan sama,
maka makin sedikit jabatan struktural
yang ada berarti makin efisien, dan
makin baik kinerja kecamatan

Rasio jumlah jabatan
structural terhadap
jumlah penduduk

Rasio ini menunjukkan kemampuan
pejabat striktural dalam melayani
masyarakat

Makin rendah rasio ini berarti makin
banyak jumlah penduduk yang dapat
dilayani oleh setiap pejabat struktural
di kecamatan, sehingga makin baik
kinerja kecamatan

Rasio jumlah jabatan
structural terhadap
jumlah desa/kelurahan

Rasio ini menunjukkan kemampuan
pejabat struktural dalam melayani
desa'kelurahan

Malkin rendah rasio ini berarti makin
banyak jumlah desa yang dapat
dilayani oleh setiap pejabat struktural
di kecamatan, sehingga makin baik
kinerja kecamatan
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INDIKATOR

INDIKATOR
OPERASIONAL

~ KRITERIA PENILAIAN

Rasio jumlah jabatan
structural terhadap luas
wilayah

Rasio ini menunjukkan kemampuan
pefabat struktural dalam menjangkan
pelosok-pelosok desafkelurahan

- dalam rangka memberikan pelayanan

kepada masyarakat.

o Makin rendah rasio ini berarti makin

luas wilayah yang dapat dijanghkau
oleh setiap pejabat struktural i
kecamatan, sehingga makin baik
kinerja kecamatan

Rasio jumlah jabatan
structural terhadap
Jumlah dana yang
bersumber dari
swadaya masyarakat

Rasio ini menunjukkan tingkat
efisiensi SOM dalam memanfaathan
dana

Makin tinggi rasio ini berarti makin
sedikit dana rata-rata yang
digunakan oleh pejabat struktural,
sehingga makin efisien dan makin
baik kinerja kecamatan

Jumlah kelembagaan
kecamatan lainnya

Rasio ini menunjukkan kreativitas
kecamatan dalam mengembangkan
potensi yang dimilikinya.

Makin banyak kelembagaan
kecamatan atau desa/kelurahan yang
dimiliki dan dibiayai secara swadaya,
maka makin baik kinerja kecamatan
tersebut,

3. SDM

Keterlibatan camat
dalam penyusunan
kelembagaan
kecamatan

o Jika camat dilibatkan dalom

penyusunan kelembagaan kecamatan,

maka kinerja kecamatan baik.
Sebaliknye jika tidak dilibatkan

Rasio Jumlah Jabatan
Fungsional terhadap
jumlah pegawai

Indikator ini menunjukkan komitment
kecamatan dan kabupaten/kota untuk
meningkatkan profesionalisme
pegawai

Makin banyak jumlah jabatan
SJungsional, makin baik kinerja
kecamatan.

Rasio jumlah pegawai

o Indikator ini menunjuldean
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INDIKATOR INDIKATOR KRITERIA PENILATAN
OPERASIONAL '
terhadap jumlah kemampuan pegawai dalam
penduduk memberikan layanan terhadap

masyarakal

Makin rendah rasio ini, makin tinggi
Jjangkavan dan kemampuan pegawai

dalam memberikan layanan terhadap
masyarakat.

Rasio jumlah pegawai
terhadap luas wilayah

Indikator ini menunjukkan

- kemampuan pegawai dalam

menjangkau pelosok-pelosok wilayah
kecamatan

Makin rendah rasio ini, makin tinggi
kemampuan pegawai dalam
menjanghkau pelosok-pelosok
kecamatan.

Rasio pegawai terhadap
Jumlah kelurahan dan

| desa

Indikator ini menunjukkan
kemampuan pegawai dalam
memberikan layanan, sosialisasi, dsb
terhadap desa/kelurahan

Makin rendah rasio ini, makin tinggi
kemampuan pegawai dalam
memberikan layanan dan sosialisasi
terhadap desa/kelurahan.

Rasio jumlah pegawai
terhadap anggaran
anggaran

Indikator ini menunjukkan tingkat
efisiensi pemanfaatan dana per
pegawal.

Muakin tingei rasio ini, makin efisien
pemanfaatan dana yang dimiliki

Rasio jumlah PNS yang
ada di kecamatan
(bukan hanya pegawal
kecamatan) terhadap
jumlah PNS yang
diperlukan

Rasio ini menunjukkan tingkat
keterpennhan kebutihan pegawai di
kecamatan

Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari
100% berarti masih kekurangan
pegawai. Sedangkan lebih dari 100%
herarti kelebihan pegawai

Makin jauh dari 100% (kurang atau
lebih) makin tidak baik kinerja
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INDIKATOR

INDIKATOR
OPERASIONAL

KRITERIA PENILAIAN

kecamatan

Rasio jumlah pegawai
riil Golongan |
terhadap jumlah
pegawai golongan I
yang dibutuhkan

Rasio ini menunjulkan tingkat
keterpenuhan kebutuhan pegawai
golongan I di kecamatan

Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari
100% berarti masih kekurangan
pegawai. Sedangkan lebih dari [00%
berarti kelebihan pegawai

Makin jauh dari 100% (kurang atau
lebih) makin tidak baik kinerja

kecantalan

Rasio jumlah pegawai
riil Golengan 1

Rasio ini menunjukkan tingkat
keterpenuhan kebutuhan pegawai

terhadap jumlah golongan II di kecamatan

pegawal golongan [1

yang dibutuhkan e Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari
100% berarti masih kekurangan
pegawai. Sedangkan lebih dari 100%
berarti kelebihan pegawai

o Makin jauh dari 100% (kurang atau

lebil) makin tidak baik kinerja
kecamatan

Rasio jumlah pegawai | o Rasio ini menunjukkan tingkat

ritl Golongan [11 | keterpenuhan kebutuhan pegawat

terhadap jumlah t golongan I di kecamatan

pegawiai golongan 11 : .

yang dibutuhkan Ve Nilatideal adalah 100%. Kurang dari’)

| Ho0 s berarti masih kekurangan '
pewawal, Sedangkan lebih dari 1002
herarnt kelehihan pegawai
Lo Makin jauh dari 100% (kurang atav

febilt) makin tidak baik kinerja
kecamtian

Rasio jumlah pegawai | » Rasie ini menunjukkan tingkat

riil Golongan IV reterpenuhan kebutwhan pegawai

terhadap jumlah wolongan [V di kecamatan

pegawai golongan IV

vang dibutuhkan « Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari

100% berarti masih kekurangan
pegawai. Sedangkan lebih dari 100%
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INDIKATOR

INDIKATOR -
OPERASIONAL

KRITERIA PENILAIAN

berarti kelebihan pegawai

Malkin jauh dari 100% (kurang atau
lebih) makin tidak baik kinerja
kecamatan

Rasio jumlah pegawai
riil berpendidikan S1

ke atas terhadap jumlah
pegawail berpendidikan
S| ke atas yang
dibutuhkan

Rasio ini menunjulkan tingkat
keterpenuhan kebutuhan pegawai S1
ke atas di kecamatan

Nilai ideal adalah 100%. Kurang dari
100% berarti masih kekurangan
pegawai. Sedangkan lebih dari 100%
berarti kelebihan pegawai

Makin jawh dari 100% (kurang atau
lebih) makin tidak baik kinerja
kecamatan

Rasio jumlah pegawai
riil berpendidikan
Diploma terhadap
Jjumlah pegawai
berpendidikan Diploma
yang dibutuhkan

Rasio ini menunjukkan tingkat
keterpenuhan kebutihan pegawai
Diploma i kecamatan

Nilai ideal adalah 100%. Kuwrang dari
100% berarti masih kekurangan
pegawai. Sedangkan lebih dari 100%
berarti kelebihan pegawai

Makin jauh dari 100% (kurang ata |
lebil) makin tidak baik kinerja |
kecamatan i

Rasio jumlah pegawai
riil berpendidikan
SLTA ke bawah
terhadap jumlah
pegawai berpendidikan
SLTA ke bawah yang
dibutuhkan

Rasio ini memungukkan tingkar
keterpenuhan kebutwhan pegawn
SLTA ke bawal di kecameaiun

Nilai ideal adalah 100%, Kurang dar
[00% berarti masih kekurangan

pegawai, Sedangkan lebilt dari 100 |
berarti kelebihan pegevai |

Makin jauh dari 100% (kurang atau
lebil) makin tidak baik kinerja
kecamatan

| Rasio jumlah pegawai
Kecamatan yang sudah
mengikuti Diklat

Makin tingei rasio ini makin baik
kinerja kecamatan
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INDIKATOR

INDIKATOR
OPERASIONAL

KRITERIA PENILAIAN

Struktural (Diklat Pim)
terhadap seluruh
pegawal kecamatan

Rasio jumlah pegawai
kecamatan yang telah
mengikuti diklat teknis
dan fungsional
terhadap seluruh
pegawai kecamatan

Makin tinggi rasio ini makin baik
kineria kecamatan

Rasio jumlah pegawai | « Makin tinggi rasio ini makin baik

PEMDA yang ada di kinerja kecamatan

Kecamatan yang sudah

mengikuti Diklat

Struktural (Diklat Pim)

terhadap seluruh

pegawai PEMDA di

kecamatan

Rasio jumlah pegawai | o Muakin tinggi rasio ini makin baik

PEMDA yang ada di kinerja kecamatan

kecamatan yang telah

mengikuti diklat teknis

dan fungsional

terhadap seluruh

pegawai PEMDA di

kecamatan

Lamanya pengalaman | o Makin lama makin baik kinerja

camat menduduki | kecamatan

-l Jithatan camat ;

Banvaknya wilayvah Cw AMakin banyak makin baik kinerjua

yang camat pernah kecamatan

melaksanakan wgas di

wlayah tersebut

Rata-rata wakiu yang | Rasio ini menunjutkkan komitmen

diperiukan untuk PEMDA dalam melakukan

kenaikan pangkat pengembangan karier pegawai di
kecamatan. Selain itu, menunfukkan
komitment Camat juga dalam
mengusulkan bawahannya uniuk
Dromosi.

* Makin sedikit waktu yang dibutuhkan

untuk kenaikkan pangkat, makin baik
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INDIKATOR

INDIKATOR
OPERASIONAL

KRITERIA PENILAIAN

kinerja kecamatan

Rata-rata waktu yang
diperlukan untuk
kenaikan pangkat
pejabat fungsional

Rasio ini menunjuukkan komitmen
PEMDA dalam melakukan
pengembangan karier pegawai di
kecamatan. Selain itu, menunjukkan
komitment Camat juga dalam
melakukan pembinaan karier
terhadap bawahanya.

Makin sedikit waktu yang dibutuhkan
untuk kenagikkan pangkat, makin baik
kinerja kecamatan

Rasio jumlah pegawai
yang tidak melakukan
pelanggaran disiplin
terhadap jumlah
keseluruhan pegawai di
kecamatan

Rasio ini menunjukkan komitment
Camat dalam melakukan pembinaan
disiplin terhadap bawahanya.

Makin tinggi rasio ini, makin baik
kinerja kecamatan

Rasio jumlah pegawai
terhadap jumlah
koperasi PNS di
kecamatan

Rasio ini menunjuldkan komitment
PEMDA dan Camat dalam melakukan
pembinaan kesejahteraan terhadap
bawahanya dan pegawai lain yang
ada di kecamatan

Makin rendal rasio ini, makin baik
kinerja kecamatan

Jumlah penerimaan lain
yang legal yang
dipergunakan untuk
kesejahteraan pegawal

Makin besar, makin baik kinerja |
Eecoamtan.

Sumber penerimaan i besa dar
kubupatendota, tnternal kecamatan,
upal pungut sebagai mediator, atuw
lainnya. :

4, Pendanaan

Rasio jumlah belanja
aparatur terhadap
jumlah pegawai

Rusio ini menunjukkan ringkat i
efisiensi pemanfaatan dana per kapita
pegawai.

Makin kecil rasio ini (dengan asumsi
pelayanan tetap), maka makin efisien
pemanfaatan dana dan makin baik

kinerju kecamatan |
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INDIKATOR

INDIKATOR
OPERASIONAL

KRITERIA PENILAIAN

Rasio jumlah belanja
publik terhadap jumlah
penduduk

o Rasio ini menunjukkan komitment
PEMDA untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat.

o Makin tinggi rasio ini berarti makin

besar alokasi belanja publik
perkapita, yang berarti makin tinggi
komitment PEMDA terhadap
peningkatan kesejahteraan
masyarckat. Dengan demikian,
kinerja kecamatan dianggap makin
baik.

Rasio jumlah anggaran
terhadap jumlah desa

e Rasio ini menunjukkan komitment

PEMDA untuk memberikan
pelayanan yang terbaik kepada
masyarakal desalkelurahan,

o Makin tinggi rasio inf berarti makin

besar alokasi belanja publik perv
desafelurahan, yang berarti makin
tinggi komitment PEMDA terhadap
peningkatan kesejahteraan
inasyarakat. Dengan demikian,
kinerja kecamatan dianggap makin
bailk.

Rasio jumlah anggaran
terhadap luas wilayah

o Rasio ini menunjukkan komitment

PEMDA untuk pengembangan
wilayah

o Mukin tinggi rasio ini berarti makin
besar alokasi belanja publik per luas
wilayah Dengan demikian, ﬁf.!'rre.l'jﬂ
kecamaian dianggap makin baik.

Rasio Anggaran
terhadap jumlah
kewenangan

 Rasio ini menunjukkan tingkat
efisiensi penggunian anggaran

s Makin rendah rasio ini, berarti makin
sedikit anggaran yang digunakan
untuk membiayai setiap jenis
kewenangan yang dimiliki atau makin
efisien penyelenggaraan kewenangan,
sehingga makin baik kinerjua
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INDIKATOR

INDIKATOR -
OPERASIONAL

KRITERIA PENILAIAN

kecamalan,

Kontribusi dana yang
bersumber dari
swadaya terhadap
keseluruhan dana
pembangunan yang
diterima kecamatan

Rasio ini menunjuukkan kemampuan
Camat dan perangkatnya dalam
menggerakkan partisipasi
masyarakat, sekaligus juga
menunjukkan tingkat pariisipasi
masyarakat di kecamatan yang
bersanglutan.

Makin tinggi rasio ini makin finggi
kemampuan camat dalam
menggerakkan partisipasi, makin
tinggi partisipasi masyarakat, dan
malkin baik kinerja kecamatan.

Alokasi sektoral dana
APBD di kecamatan

Angla ini untuk melihat pemerataan
pembangunan antar sekior dan
kesesuaian dengan prioritas
pembangunan kecamatan

Malkin merata dan makin yesuai
dengan prioritas kecarmatan, makin
baik kinerja kecamatan.

Perlengkapan
{Asset)
Kecamatan

Jumlah dana yang
bersumber dari
program pembantuan
yang ada di kecamatan

Makin tingei juminh dana
pembantuan, makin baik kinerja
kecamalan,

Jumlah Asset Daerah
dalam Rupiah

Perlenghapan yang dimiliki
kecamatan diamggap sebaval Assel
Tetap.

Makin tinged nilai rupuals
perlenghapan yany dimdike, berarn
makin potensial kecamatan tersebut
tnink berkembang, dan mokin Dok
kinerja kecamatan.

Rasio Asset Daerah
yang dimiliki terhadap
assel daerah yang
diperlukan

Rasio ini menunjukkan komitment
PEMDA dalam memenuhi kebutuhan
perlengkapan di kecamatan.

Rasio ideal adalah 100%, artinya
kondisi yang ada telah sesuai dengan
kebutwhan, Makin jauh dari 100%
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INDIKATOR

INDIKATOR
OPERASIONAL

KRITERIA PENILAIAN

fhurang atau lebih) makin baik
kinerja kecamatan.

Rasio luas kantor
kecamatan terhadap
jumlah masyarakat
yang harus dilayani
setiap hari.

Rasio ini menunjukkan kemampuan
atau kapasitas kantor kecamatan
dalam menampung masyarakat yang
akan dilayani

Makin tinggi rasio ini makin nyaman
layanan yang diterima masyarakat,
sehingga makin baik kinerja
kecamatan

Rasio luas kantor
kecamatan terhadap
jumnlah pegawai
kecamatan,

Rasio ini menunjukkan kemampuan
atau kapasitas kantor kecamatan
dalam mewadahi pegawai yang akan
memberikan pelayanan,

Makin tingei rasio ini makin nyaman
pcfn}?{:f{:'nggurﬂfm PL’;II__WIHHH,
sehingga makin baik kinerja

.ﬁ.’f{.‘{fﬂ!{{l‘ﬂﬂ

Rasio luas kantor
pemerintah lainnya
yang ada di kecamatan
terhadap jumlah
masyarakat yang harus
dilayani sctiap han

Rasio ini menunjukkan kemampuan
atau kapasitas kantor PEMDA yang
ada di kecamatan dalam menampung
masyarakat yang akan dilayani

Makin tinggi rasio ini makin nyaman
fayanan yang diterima masyarakat,
sehingga makin baik Linerja
kecamatan

Rasio luas kantor
pemenntah lainnya
ving ada di kecamalan
terhadap jumlah
pegawi,

Rasio ini menunjukkan kemampuan
eatiry kapasitas kamtor PEMDA yang
aela di kecamatan dalam mewadahi
pegawai yang akan memberikan
pelayanan,

Makin tinget rasio ini makin nyaman
penyelenggaraan pelayanan,
sehingga makin baik kinerja
kecamatan

6. Dokumentasi

Tingkat kelengkapan
kebijakan Pengaturan
Administrasi Kearsipan

Angha ini mfmmjufckim komitment
PEMDA dalam menata dokumentasi
vangh ada di daerah termasuk di
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dokumentasi tersimpan

" INDIKATOR | ' INDIKATOR KRITERIA PENILAIAN
- OPERASIONAL
dan Tata Naskah yang kecamatan.
dikeluarkan Pemerintah
Daerah o Makin tinggi angha ini, makin baik
kinerja kecamatan.
Tingkat keamanan o Indikator ini menunfukkan komitment

dan keseriusan Camat dalam
mengamankan berbagai dokumen
penting dari kerusakan fisik

Makin tingei tingkat keamanan,
makin baik kinerja kecamatan

Tingkat Kemudahan
dan Kecepatan

penelusuran kembali
dokumen tersimpan

Indikator ini menunjukkan komitment
Camat dalam menata kearsipan dan
dokumentasi agar mudah dan cepat
dalam proses pengambilan kepuiusan

Makin tinggi tingkat kemudahan dan
kecepatan penelusuran kembali
dokumen, makin baik kinerja i
kecamalan

Tingkar keterjaminan
kerahasiaan dokumen
penting

Indikator inf menunjukkan komitment
Camat dalam menjaga kerahasiaan
dokumen penting

Makin tinggi tingkat keterjaninan
kerahasiaan dokumen yang
semestinga divahasiakan, makin baik
kinerfa kecoamntan

Tingkat pemanfaatan
teknologi komputer
untuk kearsipan dan
dokumentasi

frclikaror ini menungukkon Komitment
Comunt dedum mefabukan modernisasi
dokumentasi dun kearsipan agar
proses perencanaan dan pengambilan
kepatusan dapar dilakukan febili
cepat dun akurat

Makin tingei tingkat pemanfaatan
teknologi kompuater, makin baik
kinerja kecamatan,

Rasio jumlah komputer
terhadap jumlah
pegawai

Rasio ini menunjukkan tingkat
pemanfaatan komputer sebagai media
untuk pendokumentasian dan
pemberian layanan kepada
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INDIKATOR INDIKATOR

OPERASIONAL

KRITERIA PENILAIAN

masyarakat

s Makin tinggi rasio ini, makin besar
potensi pendokumentasian dan |
pelayan dengan baik, sehingga |
kinerja kecamatan makin baik.

Jumlah dan jenis media
publikasi yang dimiliki
oleh kecamatan

s Makin banyak media yang digunakan
makin bail kinerja kecamatan

2. Aspek Pelayanan

Aspek pelayanan merupakan aspek kedua yang diukur dan dinilai.

Pelayanan dibagi ke dalam 2 kategori yaitu: Pertama, pelayanan yang

diberikan oleh Camat (Kantor Kecamatan) yang bersifat pelayanan

administratif, koordinatif, dan fasilitatif. Kedua, pelayanan dasar yang

ada di Kecamatan. Berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan

sebelumnya, maka ditetapkan kriteria penilaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.2

Krieteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Palayanan Ketegori

Pelayanan Yang Dilakukan Kecamatan

—

INDIKATOR i INDIKATOR
i OPFERASIONAL

KRITERIA PENILAIAN

1. Pelaksanaan . Jumlah pelayanan

— e

o Indikator ini menunjukkan

layanan | langsung kepada kemampuan kecamatan dalam
langsung | masyvarakatl yang meberikan pelayanan kepadu
kepada diberikan kecamatan muasyarakal
masyariakal
o Makin banyak jumlah layanan
langsung yang diberikan, makin baik
kinerja kecamatan
Rasio jumlah lavanan o Indikator ini menunjukkan
langsung kecamatan produktivitas pegawai kecamatan
| terhadap jumlah dalam memberikan layanan kepada
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INDIKATOR

INDIKATOR
OPERASIONAL

KRITERIA PENILATAN

pegawai kecamatan

masyaraket

» Makin tinggi rasio ini, makin baik
kinerja kecamatan

EETeS

Jumlah layana KTP per
tahun (pembuatan baru,
mutasi, dll)

» Angka ini hanya digunakan untuk

analisis kualitatif, sebagai alat
kontrol pengendalian pendudulk

Rata-rata lamanya
pembuatan KTP

s Makin cepat pembuatan KTFP, makin
baik kinerja kecamatan

Keberadaan Keputusan
Camat yang bersifat
mengatur masyarakat

e Jika ada, maka kinerja kecamatan
baik. Sebaliknya jika tidak ada

Rasio jumlah layanan
langsung kecamatan
terhadap belanja
aparatur

o [ndiketor ini menunfjukkan

produktivitas modal kerja yang
dimiliki kecamatan dalam
menghasilkan lavanan masyarakat

o Makin tinggi rasio ini, makin baik
kinerja kecamatan

Rasio jumlah layanan
langsung kecamatan
terhadap asset
kecamatan

o Indikator ini menunjukkan

produktivitas modal tetap yang
dimiliki kecamatan

o Makin tingei rosio ini, mokin baik
kinerja keeamatan

Rasio jumlah layvanan
langsung PEMDA yang
ada di kecamatan
terhadap jumlah
pegawai PEMDA di
kecamatan

o [ndikator ini menunfukkan
produktivitas pegawai PEMDA yang
aedu ot kecamaran dolam memberikan
fayvanan kepurda masyarakat

o Makin tinged rasio ini, makin baik
kincrja kecematon

Rasio jumlah layanan
langsung FEMDA di
kecamatan terhadap
belanja aparatur
PEMDA di kecamatan
yang bersangkutan

o [fniketor ini menmenjukkan
produktivitas modal kerja yang
dimifiki PEMDA yang ada di
Kecamatan dalam menghasilkan
layanan masyarakat

o Makin tinggi rasio ini, makin baik
kinerja kecamatan
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INDIKATOR

INDIKATOR
OPERASIONAL

KRITERIA PENILAIAN

Rasio jumlah layanan
langsung PEMDA di
kecamatan terhadap
asset PEMDA di
kecamatan

o Indikator ini menunjukkan

produktivitas modal tetap yang
dimiliki PEMDA di Kecamatan
kecamatan dalam menghasilkan
layanan kepada masyarakat

Malkin tinggi rasio ini, makin baik
kinerfa kecamatan

Jumlah lavanan

kecamatan vang
bersifat
menghubungkan
masyarakat dengan
layanan instansi teknis
(Camat bertindak
sebagal mediator),
misalnya pengumpulan
PBB, pengumpulan
pajak daerah tertentu,
dll.

Makin banyak jumlah layanan ini,
makin kreatif kecamatan, dan makin
baik kinerja kecamatan

2. Fasilitasi

Frekuensi pembenan
fasilitasi terhadap
pelaksanaan kegiatan
vang dilakukan oleh
instansi teknis dalam -
setahun

Angka ini menunjukkan komitment
camat dalam memberikan fasilitasi
kepada instansi teknis.

Makin tinggi angka ini, makin baik
kinerja kecamatan

A ——-

Frekuensi pembenan
fasilitasi kepada
organisasi alau

| perusahaan swasta

dalam setahun

Angka ini menunjukkan komitment
camat dalam memberikan fasilitasi
kepada organisasi atau perusahaan
Fwarsida.

Makin tingei angka ini, makin baik
kinerja kecamatan

Frekuensi pembenian
fasilitasi kepada
desa/kelurahan dalam
scliahun

Angka ini menunjukkan komitment
camat dalam memberikan fusilitasi
kepada desakelurahan.

Makin tinggi angka ini, makin baik
kinerja kecamatan

Frekuensi pemberian
fasilitas1 kepada
kelembagaan

Angka ini menunjukkan komitment
camai dalam memberikan fasilitasi
kepada kelembagaan ekstrastruktural,




-

INDIKATOR “ INDIKATOR KRITERIA PENILAIAN
OPERASIONAL
ekstrastruktural i &g ' :
(RT/RW/PKK. dll) Makin tingei angka ini, makin baik

dalam setahun

kinerja kecamatan

Frekuensi pemberian
fastlitasi kepada
kecamatan lain dalam
setahun

Angka ini menunjukkan komitment
camal dalam memberikan fasilitasi
kepada kecamatan lain.

Makin tinggi angha int, makin baik
kinerja kecamatan

3. Koordinasi

Frekuensi rapat dan
pertemuan keordinasi
dengan instansi teknis
dalam setahun

Indikator ini menunjukkan komitment
camat dalam upaya menyerasikan
dan menyelaraskan penyelenggaraan
pembanguan yang dilakukan instansi
teknis di kecamatan.

Makin tinggi angka imi, maka makin
baik kinerfa kecamaftan.

Frekuensi rapat atau
pertemuan koordinasi
dengan desa‘kelurahan
dalam setahun

Indikator ini menunjukkan komitment
camat dalam upaya menyerasikan
dan menyelaraskan berbagai kegiatan
vang dilakukan desafkelurahan.

Muakin tingei angka ini, maka makin
baik kinerja kecamatan,

Frekuensi konsullasi
Camat dengan instansi
teknis di Daemh dalam
setahun

[nelikaror ini menunjukkan komitment
camat dalam upaya menyerasikan
dan menvelaraskan penyelenggaraan
pembanygean yang dilakukan instansi
rokniy o kecamadan,

Makin tingei aneka ini, make makin
Pk Kinerfo kecametan,

4, Pembinaan

Frekuensi pembinaan
kecamatan terhadap
instansi tcknis yang ada
di kecamatan

[ndikator ini menunjukkan komimen
Cumat dalam melakukan pembinaan
terhadap instansi teknis di kecamatan

Makin tinggi frekuensi pembinaan,
makin baik kinerja kecamatan

Frekuensi pembinaan
kecamatan terhadap
desa dan kelurahan

Indikator ini menunjukkan komimen
Camat dalam melakukan pembinaan
terhadap desa dan kelurahan
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INDIKATOR -

INDIKATOR
OPERASIONAL

KRITERIA PENILAIAN

Frekuensi pembinaan
kecamatan terhadap
organisasi
ekstrastruktural di
kecamatan

» Makin tinggi frekuensi pembinaan,
makin baik kinerja kecamatan

s Indikator ini menunjukkan komimen
Camat dalam melakukan pembinaan
terhadap organisasi ekstrastruktural

o Makin tinggi frekuensi pembinaan,
makin baik kinerja kecamatan

Frekuensi pembinaan
kecamatan terhadap
organisasi lain (LSM
dan swasta) yang ada di
kecamatan

o Indikator ini menunjukkan komimen
Camat dalam melakukan pembinaan
terhadap organisasi lain i
kecamatan

o Makin tinggi frekuensi pembinaan,
makin baik kinerja kecamatan

5. Pengawasan

Frekuenst pengawasan
kecamatan terhadap
instansi teknis yang ada
di kecamatan

o Indikator ini menunjukkan komimen
Camat dalam melakukan pengawasan
terhadap instansi teknis di kecamatan

o Makin tinggi frekuensi pengawasan,
makin baik kinerja kecamatan

Frekuensi pengawasan
kecamatan terhadap
desa dan kelurahan

o [ndikator ini menunjukkan komimen
Camat dalam melakukan pengawasan
terhadap desa dan kelurahan

o Muakin tinggi frekuensi pengawasan,
makin baik kinerja kecamatan

Frekuensi pengawasan
kecamatan terhadap
organisasi
ekstrastruktural di
kecamatan

o [ndikator ini menunjukkan komimen
Camat dalam melakukan pengawasan
terhadap vrganisasi ekstrastruktiral

o Makin tinggi frekuensi pengawasan,
makin baik kinerja kecamatan

Frekuensi pengawasan
kecamatan terhadap
organisasi lain (LSM
dan swasta) yang ada di
kecamatan

* Indikator ini menunjukkan komimen
Camat dalam melakukan pengawasan
terhadap organisasi lain di
kecamatan

o Makin tinggi frekuensi pengawasan,
makin baik kinerja kecamatan
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Tabel 3.3

Krieteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Palayanan Ketegori

Pelayanan Dasar di Kecamatan

jumlah sekolah dasar

INDIKATOR INDIKATOR KRITERIA PENILAIAN
OPERASIONAL
1. Bidang Rasio jumlah usia Makin rendah rasio ini, makin baik
pendidikan sckolah dasar terhadap kinerja kecamatan

Fasio jumlah usia
sckolah dasar terhadap
Jumlah guru sckolah
dasar

Rasio jumlah usia
SLTP terhadap jumlah
SLTP

Makin rendah rasio ini, makin baik
kinerja kecamatan

Makin rendah rasio ini, makin baik
kinerfa kecamatan

Rasio jumlah usia
SLTP terhadap jumlah
guru SLTP

Makin rendah rasio ini, makin baik
kinerja kecamatan

Rasio jumlah usia
SLTA terhadap jumlah
SLTA

Makin tinggi rendah ini, makin baik
kinerja kecamaltan

Rasio jumlah usia
SLTA terhadap jumlah
guru SLTA

Makin rendah rasio ini, makin baik
kinerja kecamatan

2. Bidang
Keschatan

PV W FTFENCTRETery. |1

Rasio jumlah siswa
penerima beasiswa dan |
terhadap keseluruhan

jumlah siswa

Rasio jumlah penduduk
terhadap jumlah
PUSKESMAS,
Poliklinik, dan RS.

Muakin ringei rasio ini makin batk
kincrjo kecamatan

Asumsi, keberadaan beasiswa
menunfkkan adanva jaminan
pendidikan bagi pendudik vang
kurang/tidak mampu.

R ———————————— —

Mukin rendah rasio ini, makin batk
kinerja kecamatan

terhadap jumlah Dokter

Rasio jumlah penduduk

]

Makin rendah rasio ini, makin baik
kinerja kecamatan

Rasio jumlah penduduk ! o Makin rendah rasio ini, makin baik
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INDIKATOR INDIKATOR KRITERIA PENILATAN
OPERASIONAL

terhadap jumlah kinerja kecamatan
Tenaga Kesehatan
Lainnya

Rasio penduduk yang | « Makin tinggi rasio ini makin baik
mempunyal Kartu kinerja kecamatan

Sehat terhadap
keseluruhan penduduk -

3. Bidang Rasio jumlah o Makin tinggi rasio ini makin baik
Keamanan pelanggan telepon - kinerja kecamatan.
dan lainnya | terhadap penduduk
jumlah
Rasio jumlah o Makin tinggi rasio ini makin baik
pelanggan listrik kinerja kecamaian
terhadap jumlah
penduduk
Rasio panjang jalan o Makin tinggi rasio ini makin baik
terhadap luas wilayah kinerja kecamaltan
Rasio jumlah palisi o Makin tinggi rasio ini makin baik
terhadap jumlah kinerja kecamatan
penduduk

Keberadaan Kantor Pos | o Jika ada, berarti kinerja kecamatan
baik, sebaliknya jika tidak ada

Keberadaan RDTR o Jika ada, berarti kinerja kecamatan

(Rencana Detil Tata baik, sebaliknya jika tidak ada
[ | Ruang)

Keberadaan sistem | Jika ada, berarti kinerja kecamatan

pengelolaan kebersihan | baik, sebaliknya jika tidak uda

lingkungan (sampah,
limbah, penghijauan,

| dll)

| Pengelolaan sumber s Jika dikelola dengan baik, maku
daya produktif yang kinerja kecamatan baik. Sebaliknya
ada di kecamatan Jika tidak dikelola

3. Aspek Outcomes (Indikator Makro Pembangunan)

Aspek outcomes atau indikator makro pembangunan merupakan

aspek ketiga yang diukur dan dinilai. Ada 6 (enam) bidang indikator yang
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ditetapkan untuk aspek ini, yaitu indicator bidang ekonomi, indicator

bidang social, indicator bidang budaya, indicator bidang politik, indicator

bidang pemerintahan, dan indicator gabungan,

indikator yang telah ditetapkan tersebut,

penilaiannya sebagai berikut:

Berdasarkan indikator-

maka ditetapkan kriteria

Tabel 3.4

Krieteria Penilaian Per Indikator pada Aspek Outcomes (Indikator

Makro Pembangunan)

INDIKATOR

INDIKATOR
OPERASIONAL

KRITERIA PENILAIAN

1. Indikator
Bidang

Ekonomi

Laju Pertumbuhan
Ekonomi Kecamatan

Makin tinggi laju pertumbuhan
ekonomi, makin baik kinerja
kecamatan

Pendapatan perkapita
masyarakat

Makin tinggi pendapatan perkapitan
masyarakat, makin baik kinerja
kecamatan

Jumlah Penduduk
Miskin

Makin sedikit jumlah penduduk
miskin, makin baik kinerja kecamatan

Jumlah desa miskin

Makin sedikit jumlah desa miskin,
makin baik kinerja kecamatan

2. Indikator
Bidang
Sosial

Tingkat pengangguran

Makin kecil tingkat pengangguran,
makin baik kinerja kecamatan

Laju I‘Lﬂumbuhm

Pertumbuban Penduduk |

Makin kecil tingkat pertumbuhan
pendudik, makin batk kinerja
kecamatan,

Jumlah Lembaga Sosial
Kemasyarakatan Profues
i atau Lembaga
Swadaya Masyarakat
vang aktif dan
terdaftar.

Makin banyak jumlah Lembaga
Sosial Kemasyarakatan/Profesi atau
lLembaga Swadava Masyarakat yang
aktif dan terdaftar, makin baik kinerja
kecamatan

i Angka Pantisipasi
| Pendidikan (APP)
I Sekolah Dasar

Makin tinggi APP Dasar, makin baik
kinerja kecamatan
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INDIKATOR

INDIKATOR
OPERASIONAL

KRITERIA PENILAIAN

APP Sekolah Lanjutan
Pertama :

Makin tinggi APP Lanjutan Tinghat
Pertama, makin baik kinerja
kecamatan

APP Sckolah Lanjutan
Atas

Makin tinggi APP Lanjutan Tingkat
Atas, makin baik kinerja kecamatan

Angka Kematian Bayi
saat dilahirkan,

Makin rendah Angka Kematian Bayi,
makin batk kinerja kecamatan

Angka Melek Huruf

Makin tingei Angha Melek Huruf,
makin baik kinerja kecamatan

Angka Harapan Hidup

Makin tingei Angka Harapan Hidup,
makin baik kinerja kecamatan

3. Indikator
Bidang
Budaya

Jumlah lembaga
kemasyarakatan yang
bergerak dalam bidang
kebudayaan

Makin banyak jumlah Lembaga
kemasyarakatan vang bergerak dalam
bidang budaya, makin baik kinerja
kecamatan

Jumlah atraksi sent dan
budaya

Makin banyak jumlah atraksi seni dan
budaya, makin baik kinerja
kecamalan

Frekuensi atraksi seni
dan budaya

|

Makin banyak frekuensi atraksi seni
dan budaya, makin baik kinerja
kecamatan

Jumlah sanggar seni
dan budaya

Makin banyak sanggar seni dan
budaya, makin baik kinerja
kecamatan

Jumlah budayawan dan
seniman

Makin banyak budayawan dan
seniman, makin baik kinerja
kecamatan

4. Indikator
Bidang
Politik

Rasio penduduk
memilih terhadap
keseluruhan penduduk
yang punya hak pilih

pada PEMILU

Makin tinggi rasio penduduk yang
ikut memilih terhadap keseluruhan
penduduk yang punya hak pilih,
makin baik kinerja kecamatan

Jumlah Dewan
Pimpinan Kecamatan
Partai Politik

Malkin banyak jumlah DP Kecamatan
Parpol, makin tinggi tingkat
demokratisasi, dan makin baik kinerja
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INDIKATOR INDIKATOR KRITERIA PENILAIAN
OPERASIONAL
kecamatan.

5. Indikator Nilai pajak daerah yang | » Makin tinggi nilai pajak daerah yang
Bidang diperoleh dan diperoleh dari kecamatan yang
Pemerintahan | kecamatan yang bersangkutan, makin baik kinerja
(Kontribusi | bersangkutan kecamatan.

Kecamatan

Terhadap

Penyelenggar

4an

Pemerintahan

dan

Pembanguna

1)
Rasio antara realisasi - | o Makin tinggi rasio antara realisasi
pajak daerah terhadap pajak daerah terhadap potens: yang
potensi yang dimiliki di dimiliki di kecamatan yang
kecamatan yang bersangkutan, makin baik kinerja
bersangkutan kecamatan
Nilai PBB yang » Makin tinggi Nilai PBB yang
diperoleh dani diperoleh dari kecamatan yang
kecamatan yang bersangkutan, makin baik kinerja
bersangkutan kecamatan
Rasio antara realisasi = Makin tinggi rasio antara realisasi
PBB terhadap potensi PBB terhadap potensi yang dimiliki di
vange dimiliki di kecamalan yang bersangkutan, makin

I kecamatan yang baik kinerja kecamatan.

B _bersangkutan

6. Indikator . Indeks Pembangunan o Makin tinggi IPM, makin baik kinerfa
Gabungan hanusia (1PM) kecamatan,
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BAB IV
METODE EVALUASI

A. Konstruksi Indeks Kinerja Kecamatan

Kinerja kecamatan merupakan totalitas kinerja kecamatan dan
kinerja seluruh tingkatan pemerintahan (Kabupaten/Kota, Propinsi, Pusat)
yang berlokasi di kecamatan tertentu. Dengan demikian, baik buruknya
kinerja kecamatan bukan hanya ditentukan oleh kinerja Pemerintah
Kecamatan saja, melainkan kinerja seluruh tingkatan Pemerintahan.
Berikut ini konstruksi kinerja kecamatan yang dibangun atas indikator-

indikatornya:

Gambar 4.1

Konstruksi Penetapan Capaian Kinerja Kecamatan

Kinerja indicator inputs
(administratif) yang meliputi
kewenangan, kelembagaan,
SDM, dana, perlengkapan,
dan dokumentasi atau
kcarsipan.

Kinerja Aspek
Adminstratif

Kinerja Aspek

Kinerja indicator outpuls
J P Pelayanan

(pelavanan) vang meliputi
pelayanan adminstratif,
koordinatif, dan fasilitatif i

Kinera
Kecamatan

Kinerja indicator outcomes

(indikator makro e ﬁiﬂﬁgja Makro
pembangunan) embangunan

A0



Sebagaimana nampak pada Gambar 4.1, bahwa kinerja Kecamatan
dikonstruksi oleh tiga aspek penting yaitu aspek administratif, aspek
pelayanan, dan kinerja makro pembangunan. Kinerja Aspek Adminsitraif
dikonstruksi oleh 6 kelompok indikator utama }?ﬁitu kewenangan,
kelembagaan, SDM, pendanaan, perlengkapan, dan dokumentasi atau
kearsipan. Kinerja Aspek Pelayanan dikonstruksi oleh pelayanan yang
diberikan oleh Pemerintah Kecamatan dan berbagai instansi yang ada di
Kecamatan berupa pelayanan administratif, fasilitatif, koordinatif, dan
substansif. Sementara itu kinerja Makro Pembangunan dikonstruksi oleh
berbagai indikator makro pada bidang e konomi, k esehatan, pendidikan,

dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara
konseptual, peningkatan kapasitas organisasi tidak akan berhasil jika
hanya menyentuh sumber daya manajemen yang meliputi personil,
kelembagaan, kewenangan, SDM, dana, dan lain-lain. Keberhasilan
peningkatan kapasitas organisasi juga ditentukan oleh perbaikan dalam
proses manajemen. Dalam kaitan ini, evaluasi merupakan bagian dan
rangkana proses manajemen yang sering terabaikan objektivitasnya, yang
disebabakan oleh tidak adanya standar penilaian yang dapat dijadikan

acuaf,

Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kapasitas organisasi
kecamatan perlu menyentuh berbagai aspek tenmasuk proses manajemen.,
Bagian dart proses manajemen yang kurang mendapat perhatian pada
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan adalah
fungsi evaluasi. Oleh karena itu, jika Pemerintah Daerah Kota Bandung
berkeinginan untuk meningkatkan kapasitas organisasi kecamatan, dan
memang merupakan suatu niatan yang sangat baik, maka fungsi evaluasi

perlu dioptimalkan degan objektif. Salah satu langkah yang perlu
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dilakukan adalah menetapkan standar kinerja beserta berbagai faktor yang

terkait.
B. Formula Penilaian

Sebagaimana nampak pada Gambar 4.1 ada 4 nilai yang akan
muncul untuk setiap kecamatan, yaitu Indeks Kinerja Administratif
(IKA), Indeks Kinerja Pelayanan (IKP), Indeks Kinerja Makro
Pembangunan (IKMP), dan Indeks Kinerja Kecamatan secara total (IKK).

Formula untuk setiap indeks tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Indeks Kinerja Administratif (IKA) adalah suatu angka yang
menunjukkan nilai kinerja kecamatan dalam aspek administratif
(kewenangan, kelembagaan, SDM. Dana, perlengkapan dan
dokumentasi atau kearsipan). Indeks ini lebih menggambarkan
kemampuan dan kemauan daerah  kabupaten/kota  dalam

mengoptimalkan fungsi kecamatan.

IKA = Xai—Xamin x 100
Xa,max — Xa,min

Keteraneair:

e

Xa.i = Nilai standar total suatu kecamatan untuk aspek administratif

X min = Nilai standar minimal (paling kecil) yang dicapai oleh
kecamatan untuk aspek administratif

Xa, max = Nilai standar maksimal (paling besar) yang dicapai oleh
kecamatan untuk aspek administratif

Ceatartenn:

e Perhitungan indeks dilakukan per wilayah (Bakorwil)
¢ Dengan demikian, penentuan Xe,min dan Xamax dilakukan per wilayah,
bukan per kabupaten/kota atau per propinsi.

2. Indeks Kinerja Pelavanan (IKP)  adalah suatu angka yang

menunjukkan nilai kinreja pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan
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yang meliputi pelyanan administratif, fasilitatif, dan koordinatif.
Indeks ini lebih menggambarkan kemampuan dan kemauan

kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

IKP = Xpi—Xp.min_x 100
Xp,max — Xp,min

Keterangan:

Xp,i = Nilai standar total suatu kecamatan untuk aspek pelayanan

Xp, min = Nilai standar minimal (paling kecil) yang dicapai oleh
kecamatan untuk aspek pelayanan

Xp, max = Nilai standar maksimal (paling besar) yang dicapai oleh

kecamatan untuk aspek pelayanan

Cataian:

e Penghitungan indeks dilakukan per wilayah (Bakorwil)

« Dengan demikian, penilaian Xp,min dan Xp,max dilakukan per wilayah, bukan
per kabupaten/kota atau per propinsi.

3. Indeks Kinerja Makro Pembangunan (IKMP) adalah suatu angka
yang menunjukkan nilai kinreja indikator makro pembangunan yang
meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup,
Angka partisipai Sekolah, Income Percapita, dan lain-lain. Indeks ini
lebih menggambarkan interaksi antara kemampuan dan kemauan
Kecamatan dengan kemampuan dan kemauan Kabupaten, Propinsi,

dan Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kecamatan.




4,

IKMP = Xm,i—Xm.min x 100
Xm,max — Xm,min

Keterangan:

Xm,i = Nilai standar total suatu kecamatan untuk aspek indicator
Makro pembangunan

Xm, min = Nilai standar minimal (paling kecil) yang dicapai oleh
kecamatan untuk aspek indicator makro pembangunan

Xm, max = Nilai standar maksimal (paling besar) vang dicapai oleh

kecamatan untuk aspek indicator makro pembangunan

Caratan:

+ Penghitungan indeks dilakukan per wilayah (Bakorwil)

* Dengan demikian, penilaian X min dan Xm, max dilakukan per wilayah,
bukan per kabupaten/kota atau per propinsi.

Indeks Kinreja Kecamatan (IKK) adalah suatu angka yang
menunjukkan nilai kinerja Kecamatan baik dalam aspek administratif,
pelyanan, maupun indiukator makro pembangunan. Indeks ini
menunjukkan kinerja semua tingkatan pemerintahan
(Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat) termasuk Kecamatan Sendiri
sebagai SKPD yang mempunyal batasan wilayah kerja, dalam
melakukan pembangunan di kecamatan. Untuk menentukan besarnya
IKK ini ada dua cara. Pertama, dengan menganggap bahwa setiap
aspek (administratif, pelayanan, dan indikator makro pembangunan)
mempunyai bobot yang berbeda-beda dalam memberikan kontribusi
terhadap kinerja kecamatan. Formula yang dibangun untuk

pendekatan ini adalah sebagai berikut:
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IKK =(IKA x bl) + (IKP x b2) + (IKMP x b3)

Keterangan: bl, b2, dan b3 adalah bobot kepentingkan masing masing aspek
{(administrative, pelayanan, dan indikator makro pembangunan) dalam
mengkonstruksi IKK. Besarnya bobot masing-masing aspek ini ditentukan
berdasarkan pertimbangan para ahli di bidangnya (expert judgement).

Pendekatan kedua, menggap bahwa semua indikator yang ada pada
semua aspek mempunyai bobot yang sama dalam memberikan
kontribusi terhadap kinerja kecamatan, maka formulanya sebagai

berikut:

KA = Xi—Xmin_ x 100
Xmax = Xmin

Keterangan:

Xi = Nilai standar total suatu kecamatan untuk semua aspek

Xmin = Nilai standar minimal (paling kecil) yang dicapai olch
kecamatan untuk semua aspek

Xmax = Nilai standar maksimal {paling besar) yang dicapai oleh

kecamatan untuk semua aspek

Cutertan:

« PPenghitungan indeks dilakukan per wilayah (Bakorwil)

« Dengan demikian, penilaian Xmin dan Xmax dilakukan per wilayah, bukan per
kabupaten/kota atau per propinsi.

Atas dasar formulaformula sebagaimana di atas, maka nilai
indeks suatu kecamatan, baik indeks parsial (per aspek) ataupun indeks

total (keseluruhan) akan terletak pada interval 0 sampai dengan 100.
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Indeks 0 tidak berarti bahwa kinerja kecamatan sama dengan 0, tetapi

kinerja kecamatan yang bersangkutan paling rendah diantara

kecamatan-kecamatan yang ada di wilayahnya (Bakorwil). Demikian

Juga indeks 100, bukan berarti kecamatan tersebut telah mempunyai

kinerja optimal, melainkan kinerja tertinggi diantara kecamatan-

kecamatan lainnya dalam wilayah (Bakorwil) yang bersangkutan.

C. Tahapan Penentuan Indeks Kinerja

Untuk mendapatkan nilai capaian kinerja kecamatan yang

dinyatakan dalam indcks sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan

tahapan penilaian sebagai berikut:

Setelah data mentah yang digali dengan instrumen direkap,
selanjutnya dilakukan standarisasi nilai. Maksud dari standarisasi nilai
adalah agar nilai-nilai dari semua indikator yang mempunyai satuan
berbeda-beda dapat dijumlahkan. Misalnya indikator jumlah
kewenangan dengan satuan jenis, indikator jumlah pegawai dengan
satuan orang, dan indikator anggaran dengan satuan rupiah, jika tidak
dilakukan standarisasi maka tidak dapat dilakukan penjumlahan.
Deangan dlakukan standarisasi maka dapat ddijumlahkan. Formula

untuk melakukan standarisasi adalah sebagai berikut:

Xis=Xi—-X%

- Keterangan:

S Xi = Data mentah (yang belum
distandarisasi

Xis = Nilai standar ke i

2 = Nilaia rata-rata

S5 = Standar deviasi

2. Setelah dilakukan standarisasi nilai, selanjutnya dijumlahkan per

aspek untuk setiap setiap kecamatan.
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3. Setelah dijumlahkan, selanjutnya dihitung indeks untuk setiap daerah
per aspek. '

4, Langkah terakhir adalah pemeringkatan (perankingan) kecamatan

berdasarkan angka indeksnya.
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BAB YV

HASIL PENILAIAN KINERJA KECAMATAN

A. Indeks Kinerja Administratif (IKA)
1. Wilayah Bogor

No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
1. Kabupaten Bogor Kec. Dramaga 0663644816
2 Kabupaten Hngu_r | Kec. Kemang 0,494886099
3. | Kabupaten Bogor Kee. Ciawi 0470478847 |
4. Kabupaten Bogor Kec. Cibungbulang 0,445141795
5. Kabupaten Bogor Kee. Jonggol 0,434100418
6. - Kabupaten Bogor Kec. Caringin 0,426662018 o
7. | Kabupaten Bogor Kec. Babakan Madang 0,414807066
8. | Kahupﬂten.BogGr Kec. Megamendung 0,413179916
9. Kabupaten Bogor Kec. Cibinong 0,40213854
10. Kabupaten Bogor Kec. Tamansari 0,39958159
_i l. Kabupaten Bogor Kec. Kalapanunggal 0,382845 II-SE-
[ 12. | Kabupaten Bogor Kec. Citeureup 0,380869363
13. | Kabupaten Bogor Kec. Jasinga 0,368433287
. 14. Kabupaten Bogor Kec. Nanggung 0,3647140806
|15, | Kabupaten Bogor Kec. Cijeruk 0363668061
16. i{.zubuputun Bogor Kec. Téﬁjn ﬂ,352354436
17. | Kabupaten Bogor Kec. Rancabungur 0,359135286
18, - | Kabupaten Bogor Kec. Ciseeng 0,356927011
[ 19, Kabupaten Bogor Kec. Tanjungsan 0,332635983
20. | Kabupaten Bogor Kec. Leuwiliang 0,326243608
21 Kabupaten Bogor Kec. Bojonggede 0,308926081
22. Kabupaten Bogor Kec. Sukaraja 0,307298931
23. _Kabupatcn Bogor Kec. Sukamakmur 0,305206881 &
24. Kabupaten Bogor Kec. Leuwisadeng 0,293933054
25. | Kabupaten Bogor Kec. Cogombong 0,280218503
-26. Kabupaten Bogor Kec. Cigudeg 0,277312878
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No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan - Indeks
27. Kabupaten Bogor Kee, Tanjurhalang 0,275685728
23. | Kabupaten Bogor Kec. Rumpin 0,266387727
29, Kabupaten Bogor Kec. Gunungsindur 0,177708043
30. Kabupaten Cianjur Kecamatan Pacet 0,757787076
31, | Kabupaten Cianjur E;ﬁ;’:ﬁm badate. - 0,30241748
32, Kabupaten Cianjur Kecamatan Cibinong 0,288354254
33. Kabupaten Cianjur Kecamatan Cilaku 0,247094375

_34_ f Ka_hl,l_pate_n Cianjur Kecamatan Cipanas 0,244072524
35, Kabupaten Cianjur Kecamatan Cugenang 0,15423059
36. Kabupaten Cianjur Kecamatan Cidaun 0,012087401
a7, Kabupaten Sukabumi Kec. Kadudampit (,534983728
38. | Kabupaten Sukabumi | Kec. Kebonpedes 0,435030219
39, Kabupaten SuLabuml Kec. Nagrak 0,410506741

'40. | Kabupaten Sukabumi | Kec. Sukaraja 0,404811715
41. Kabupaten Sukabumi Kee. Cibadak 0,40027894
42, Kabupaten Sukabumi Kec. Caningin (0,396508415
43, Kabupaten Sukabumi Kec. Cidahu 0,391562064
44, | Kabupaten Sukabumi | Kec. Pabuaran 0,377498838
45. Kabupaten Sukabumi Kee. Cicurug | h,SﬁS?E’ESﬁE
46. | Kabupaten Sukabumi | Kee. Cidolog 0,357856811
47. Kabupaten Sukabumi Kec. Parakansalak 0,354951185

L 48 Kabupaten Sukabumi Kee. Tegalbuleud | 0,346815435

; 49. Kabupaten Sukabumi Kec. Ciracap 0,337168759

{50, Kabupaten Sukabumi Kee. Jampangkulon 0,334728033

"SI, | Kabupaten Sukabumi | Kec. Cikakak 0,332984658

52 Kabupaten Sukabumi Kee, Kalibunder (0,331589958

I 533, Kabupaten Sukabumi Kee. Kalapanunggal 0,330543933
54, Kabupaten Sukabumi Kee, Cidadap 0,315783357
35. Kabupaten Sukabumi Kec. Nyalindung 0,315086007
56. Kabupaten Sukabumi Kec. Cisaat 0,30450953
57. | Kabupaten Sukabumi | Kec. Waluran 0,303231055
58. ; Kabupaten Sukabumi Kec. Cikembar _ 0,302766155
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No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
59. Kabupaten Sukabumi Kec. Surade 0,29776848 i
60. Kabupaten Sukabumi Kec. Lengkong 0,29637378
61. Kabupaten Sukabumi Kec. Cibitung 0,294049279
62. | Kabupaten Sukabumi | Kec. Simpenan 0293119479 |
63. Kabupaten Sukabumi Kec. Purabaya 0,291143654
64. Kabupaten Sukabumi Kec. Sukalarang 0,2 8?42.4454
635. Kabupaten Sukabumi Kec. Parungkuda 0,284635053
66, Kabupaten Sukabumi Kec. Palabuhanratu 0,278475 1-23
67. | Kabupaten Sukabumi | Kec. Cikidang 0,267782427
68. Kﬂhl:p-ﬂtﬂn Sukabumi Kec. Ciarﬁas 0,263830776
69. | Kabupaten Sukabumi | Kec. Warungkiara 0,256624826
70. Kabupaten Sukﬁbumi Kec. Jampangte-ﬁgah 0,2535927476 .._
71. | Kabupaten Sukabumi | Kee. Sukabumi 0,253138075
T2 Kabupaten Sukabumi Kec. Gegerbitung 0,251743375
73. | Kabupaten Sukabumi Kec. Curugkembar 0,249186425
74. | Kabupaten Sukabumi | Kee. Kabandungan 0240469549 |
75. Kabupaten Sukabumi Kec. Cisolok 0,240120874
76. | Kabupaten Sukabumi Kec. Cica.u;ta}ran {],2-2‘?6 84798
"77. | Kabupaten Sukabumi | Kec. Gunungguruh 0,227568573
78. Kabupaten Sukabumi Kec. Sagaranten 0,225941423
79. .Kﬂbupawn Sukabumi Kece. Bantargadung 0,222919572 e
80. Kabupaten Sukai::umi Kec. Bojonggenteng 0,179567643
_S 1 -i{nbupal.en Sukabumi Kec. Cireunghas 0,177824268
82. Kota Bogor Kec. Bogor Selatan 0,508135751
83. Kola Bogor Kec. Bogor Barat 0,283356578
84. | Kota Bogor Kec. Bogor Tengah 0,279172478
§5. | Kot Bogor Kec. Tanah Sareal 0,256043701
86. Kota .‘-Emgor Kec. Bogor Timur 0,251046025
87. Kota Bogor Kec. Bogor Utara 0
88. | Kota Depok Kecamatan Limo 0,410158066
. EE}. Kota Depok Kecamatan Sawargan 0,35413761
90, Kota Depok Kecamatan Beji 0,324500232
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Kota Sukabumi

mas

Kee. Cikole

No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
'91. | Kota Depok K ecamatan Sukmajaya 0,261157601
92. | Kota Depok Kecamatan Cimanggis 0,2537192
93. | Kota Depok Kecamatan Fancoran 0,135867039

Q5. Kota Sukabumi Kec. Citamiang 0,373082287
96, | Kota Sukabumi Kec. Cibeureum 0,355183636
97. Kota Sukabumi Kec. Baros 0,322640632
98. | Kota Sukabumi Kec. Lembursitu 0282078103
99, | Kota Sukabumi Kec. ‘;‘;-farudﬁyung " d,zmﬂs 8577
100, Knta- S.ukabumi Kec. Gunung Puyuh 0,249418875
2. Wilayah Cirebon
No. Nama Kab/Kota Nama I{c-;:ématan Indeks
<15 . Kabupaten Cirebon Kec. Losan D,TD&DQZZ?G.
3. | Kabupaten Cirebon Kec, Ciledug 0,65383635
B 4, Kabupaten Cirebi.:-n Kee, Babakan “ 0,65.1659444
5. | Kabupaten Cirebon Kec. Palimanan 0,5041091
B, Kabupaten Circbon Kec.El:lsukan 0,558501147 o
7. Kabupaten Cirebon Kec.Pabuaran D-,4?55563 85
B. Kabupaten Cirebon Kec.Klangenan 0,412949274
L9 Kabupaten Cirebon _ Kec. Astanajapura 0,388478205
110, | Kabupaten Cirebon Kee.Gebang 0,383125159
: 11. | Kabupaten Cirebon -KCL‘.PEIbl:di['dn i __ﬂi43369483—
| .1.2_ Kﬂbupﬁ{;:n Cirebon Kec.Ciwaringin i 0,320418047
13, | Kabupaten Circbon Kec. Dukupuntang - 0,308947234
14. ! Kabupaten E‘lrcbun Kec. Kedawung " 0,292838096
15. . Kabupaten Cirecbon Kee Karangwareng ] 0,289319398
16. Kabupaten Cirebon Kec.Panguragan 0,271221004
17. Kabupaten Cire{u;n Kec. Pangenan 0,257456029
_13. Kabupaten Cirebon Keec Waled 0,254397145
19. Kabupaten Cirebon Kec.Beber - 0,250063727
20. 0,248279378

Kabupaten Cirebon

Kec. Karangsembung
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No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
21. Kabupaten Circbon Kec Weru 0,177160336
22, Kabupaten Cirebon Kee, Susukanlebak 0156512873
23, Kabupaten Cirebon Kee. Cirebon Utara 0,155748152
24, Kabupaten Circbon Kec. Kaliwedi 0,121080806
23, Kabupaten Cirebon Kec. Kapetakan 0
26. | KabupatenIndramayu | Kec. Haurgeulis | 0572775937 |
27. Kabupaten Indramayu Kec. Anjatan 0,55493245
28. - Kabupaten Indramayu Kec. Bangodua 0,531226102
29, Kabupaten Indramayu Kec. Karangampel 0,504460872
30. Kabupaten Indramayu Kec. Kandanghaur 0,467499363
31, Kabupaten Indramayu Kec. Sukra : 0,41320418
32 Kabupaten Indramayu Kec. Widasari 0,353046138
33. Kabupaten Indramayu Kec. Bongas 0,330869233
34, Kabupaten Indramayu Kec. Sukagmmiw.ang 0,126943666
35, Kabupaten Indramayu Kec. Krangkeng 0,099158807
36. Kabupaten Kuningan Kecamatan Darma 0,875605404

(37. | Kabupaten Kuningan | Kecamatan Nusaherang | 0,828702524
38. Kabupaten Kuningan Kecamatan Cigugur 0,71 32-2.95?’[
35, Kabupaten Kuningan Kecamatan Pasnw;;han' T - 0,664032628
4. Kabupaten Kuningan E{T;E?;?:;ﬂ 0,601580423
41. Kabupaten Kuningan Kecamatan Luragung“. 0,599541167
42 Kabupaten Kuningan | Kecamatan Jalaksana 0,580168239
41, |Kabupaten Kuningan | Kecamatan Garawangi 0,576344634
44, Kabupaten Kuningan Kecamatan Selajambe 0,569?1?1}53
45 Kabupaten Kuningan Kecamatan Subang 0,569462146
46. Kabupaten Kuningan Kecamatan Kadugede 0,552128473
47, Kabupaten Kuningan Ef“ammn Labak 0,494264593

angi
48. Kabupaten Kuningan Kecamatan Cilimus 0,449910783
49, Kabupaten Kuningan Kecamatan Cimahi 0,438694876
50. Kabupaten Kuningan Ef;:?;::;ﬂg 0,401223553
- Bl Kabupaten Kuningan Kecamatan Ciwaru 0,396380321
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Kabupaten Majalengka

Kee.Majalengka

No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks

52. | Kabupaten Kuningan | Kecamatan Ciniru 0,391537089 “
53. Kabupaten Kuﬁingan Kecamatan Japara i 0,375223044 _ll
54. Kabupaten Kuningan Kecamatan Pancalang 0,370889625 |
55. Kabupaten Kuningan i;?:;;i‘;?cmm 0,354065766 !
56. Kabupalen Kuningan Kecamatan Kuningan 0,347438185 '
57. Kabupaten Kuningan Kecamatan Cilebak 0,3441243095

58, Kabupaten Kuningan ll::;:'::?n:i::m 0,33443793

59. Kabupaten Kuningan Kecamatan Cibingbin 0,314045373

60. Kabupaten Kuningan gf:;f;ﬁ‘;m 0,309966862
.GI ; Kabupaten Klll}ill%ﬂﬂl izz?;;m.én Sindang 0,306143258

62, Kabupaten Kuningan Kecamatan Cidahu (,296966607

63, Kabupaten Kuningan Kecamatan Maleber 0,291358654

64, I{abupdlcn l(.umn:,;m Kecamatan Clbeureum 0,238338007

63. -I I‘Eu_bup_:ii!r.n Kuningan ijfl?'nnéit;;;__ ) 0,222278868

6. Kabupaten Kunmgan Kecamatan Hantara 0,195258731

67. | Kabupaten Kuningan Kecamatan Cipicung (,193984196

69, | Kabupaten Majalengka Kec. Banjaran ﬂ 926586?96
70. | Kabupaten Majalengka Kec. Kertajati o | G 62‘3‘365282
?I_ | Kat.:u.;;ale.r;_l"-ﬁ;j;];;ék.z.:- “ kec. Mﬂ;a.__ 0,611776702
72. | Kabupaten Majalengka | Kec. Kadipaten 0,587305633
73. - Kabupaten Majalengka Kec. Jatitujuh D,SSI%ZSB:F_
74, ' Kabupaten Majalengka Kec. Rajagaluh _ (,559265868
75. | Kabupaten Majalengka Kee. wawnundmb 0,533010451 i
76. Kabt:;EaE[;Iaﬂlea; j:_kz;m .Keu Sindangwangi (,481009432
77. | Kabupaten Majalengka Kec. Bantamjeg 0,431557482
78. | Kabupaten Majalengka Kec.Cigasong 0,421106296
79. Kabupaten Majalengka Kec. Palasah 0,388478205
a0. Kabupaten Majalengka | Kec. Talaga 0,369869997
81. Kabupaten Majalengka Kec, Dawuan 0,335457558
82, Kabupaten M*splcn gka Ker.: Argapura 0,2602 60005
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Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
83. Kabupaten Majalengka Kec. Cingambul 0,254397145
84. Kabupaten Majalengka Kec. Sukahaji 0,192199847
85. Kabupaten Majalengka | Kee, Lemahsugih 0,170277849
86. Kota Cirebon Kec. Pekalipan : 0,57583482
87. | Kota Circbon | Kec. Kesambi 0,35788937
88. | Kota Cirebon Kec. Harjamukti 0,277083864
89, Kota Cirebon Kec. Lemahwungkuk 0,252102982
3. Wilayah Purwakarta
No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
1. Kabupaten Karawang Kecamatan Telagasari 0,717206133
2, Kﬁhupalun Karawang Kecamatan Tempuran 0,709823964
A, Kabupaten Karawang Kecamatan Tirtamulya 0,684081015
4. | Kabupaten Karawang Kecamatan Pedes 0,670073822
5. Kabupaten Karawang Kecamatan Ciampel 0,65 9473784
6. | Kabupaten Karawang | Kecamatan Jayakerta 0,656823774
7. | Kabupaten Karawang g:f:t’“a‘““ Karawang 0,649252319
8. | Kabupaten Karawang | pecametanTelujambe | ¢ 699447
9. Kabupaten Karawang Kecamatan Rawameta 0,587923528 B
| 10. Kabupaten Kﬂlrawa:n I} %;.;::;natan Kamsyang 0,586219951
1. | Kabupaten Karawang Kecamatan Kutawaluya 0,582434223
12. | Kabupaten Karawang Kecamatan Kotabaru 0,575998486
13. | Rabupaten Karswing ﬁ;ﬁfa‘a“ Cilamaya 0,558962711
14. Kabupaten Karawang Eﬁ?::lman Cilamaya 0,524512588
15. Kabupaten Karawang Kecamatan Cikampek 0,50444823
16. | Kabupaten Karawang Kecamatan Majalaya 0,498391066
| 17| Kabupaten Karawang E:;“;R:;‘;g 0,498201779
18. Kabupaten Karawang K.ecamatan Pangkalan 0,469430248
19, Kabupaten Karawang Kecamatan Purwasari 0,453908764
20. | Kabupaten Karawang | Kecamatan Jatisari | 0,445580163
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Kabupaten Purwakarta

Kee. Campaka

2]. Kabupaten Karawang Kecamatan Cibuaya 0,431762256
22. Kabupaten Karawang Kecamatan Batujaya 0,430437252
23, Kabupaten Karawang Kecamatan Banyusari 0,406208594
24. | Kabupaten Karawang | & ooomaan Pelukjamibe | oaqqoerisy
25. Kabupaten Karawang Kecamatan Tegalwaru (,340715503
26. E Kabupaten Karawang Kecamatan Cilebar 0,31251183

27. | Kabupaten Karawang Kecamatan Pakisjaya 0,300018929

Kecamatan
=1 T l:r
28. Kabupaten Karawang Rengasdengklok 0,258565209

Kec. Cibogo

30. Kabupaten Purwakarta Kec. Purwakarta 0,932424759
1. Kabupaten Purwakarta Kec. Bungursan 0,584346016
32. Kabupaten Purwakarta Kec. .P"asawuhan 0,720045429
33 Kabupaten Purwakarta Kec. Jatiluhur D,?04;I"-I 3231
34. | Kabupaten Purwakarta | Kec.Sukasari 0,689191747
35. Kahﬁbﬂten Purwakarta Kec. Sukatani 0,640734431
36, | Kabupaten Purwakarta | Kec. Darangdan 0,599848571
ar. Kabupaten Purwakarta Kec. Cibatu 0,598523566
38. Kahupﬂter;Pu_nvakana Kec.Bojong 0,57789135
39, Kabupaten Purwakarta Kec. Babakancikao 0,543441227
40, | Kabupaten Purwakarta | Kec. Kiarapedes 0,522430437
41. | | Kabupaten Purwakarta Kec. Plereﬂ - 0,438576566
42, | Kabupaten l’um-'ﬂkart.z-l Kec. Maniis 0,369487034
; 43. | Kalﬁi;:ttm: Purwakarta Kec. Pondoksalam 0,354344123 ¥
4. | Kabupaten Purwakarta Kec. Tegalwaru 0,303047511
45, Kabupaten Pﬁm’akaﬂa Kec. Wanayasa 0,193450691
46, Kahupalén Subang Keﬁ. Sagalaherang 0827749385 -
47. | Kabupaten Subang Kee. Kalijati 0,804088586
48, Kabupaten Subang Kec. Cisalak 0,77872421
49, | Kabupaten Subang Kec. Cijambe 0,693356048
50. | Kabupaten Subang Kec. Cipunagara 0,671966686
51. Kabupaten Subang Kec. Pusakanagara 0,663635084
52. | Kabupaten Subang 0,663259512
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No. ~ Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
_S.Z; ¥ Kabupaten Subang Kec. Comprang 0,660041643
_ 54. Kabupaten Subang Kec. Ciasem 0,636759417

55. Kabupaten Subang Kec. Blanakan 0,634298694
56, Kabupaten Subang Kec. Pamanukan 0,617073632
57. Kabupaten Subang Kec. Purwadadi 0,588491387
| 58, | Kabupaten Subang Kec. Tanjungsiang 0,567291312

- -59. Kabupaten Subang Kec. Binong o -#-3,543{33?.]5 13

60, Kat?ﬁ;.-}_a?én Subang Kec. Cipeundeuy 0,497255347
61. | Kabupaten Subang kec. Patokbeusi 0,487791028
62. Kabupaten Subang Kec. Pagaden 0,460344501

_f;i._ Kabu[_mtcn Subang Kec. Legankelon - .G,4DID*J?EE|1
64, Kabupaten Subang Kec. Cikaum 0,372137043
65. Kabupaten Subang Kec. Pabuaran 0

4. Wilayah Priangan

No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks

Kabupaten Bandung ec. Batujajar
2. Kabupaten Bandung Kec. Cilengkrang 0,500678222
;. | Kabupaten Bandung Kec. Pangalengan G,49962_3_2--l_

7 - Kahubi-ﬂen Bandung i Kec. Margaasih 0,497814619
3. Kabupaten Bandung Kec. Baleendah 0,460135644

| 6 Kabupaten Bandung Kec. Pasirjambu D,#S]:}G}:QQ -
'I".H 1 Kabupaten Bandung Kec. Soreang 0,447626225

_?_. . l.f:ahupalt:n Bandung Kec. Ciwidey _ 0,447023361

i 9. Kabupaten Bandung Kec. Lembang 0,446872645
10. | Kabupaten Bandung Kec. Cimenyan 0,4426526
1. | Kabupaten Bandung Kec. Pélmngpﬂﬁé_“ - -II-],AE.E-?"HﬁES

) 12. | Kabupaten Bandung Kec. Cisarua (,419593067
13. | Kabupaten Bandung Kec. Dayeuh Kolot 0,407234363
14. | Kabupaten Bandung Kec. Padalarang 0,398040693
15. | Kabupaten Bandung Kec. Rancaekek 0,395478523
ITE- =4 K;Eﬁiﬁatf:!‘J Bandung Kec. Clr_na;'lg R _6:39532?8{}?

]




No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
17. Kabupaten Bandung Kec. Banjaran 0,3933685
18. Kabupaten Bandung Kec. Cipatat 0,360813866
19. Kabupaten Bandung Kec. Pameungpeuk 0,358854559
20. Kabupaten Bandung Kec. Cililin 0,349058026

_"2 1. Kabupal;rllmBandung Kec. Katapang 0,331574981
22, Kabupaten Bandung Kee. Canglkuang 0,330670686
23. Kabupaten Bandung Kec. Nagreg 0,321477016

i ﬁ4. Kabﬁpf-xt&n Bandun_g > ] Kec. Cihampelas 0,3213263
25, Kabupaten Bandung Kec. Pacet 0,320271289
26. Kabupaten Bandung Kee. Arjasan 0311981914
27. IEJLME&:HEHHd]Jﬂg Kec. Cikancung 0,303843255
28. Kabupaten Bandung Kec. Rancabali 0,303541824
29. | Kabupaten Bandung ‘I:{_;c. Margahayu 0,302034665
30. Kabupaten Bandung Kec. Paseh 0,290128109
. g Kabupaten Bandung Kec. Cileunyi 0,277618689
32 Kabupaten Bandung Kec. Ngamprah 0,27611153
33. Kabupaten Bandung Kec. Rongga 0,273549359
14, ._IE:;‘t.}l.l.p;r.-en.E-anHun.g § Kec. Cipeundeuy 0,260437076
35. | Kabupaten Bandung Kec. Kertasari 0,259834213
36. Kabupaten Bandung Kec. Cipongkor 0,248229088
7. Kabupaten Bandung mKec. Ciparay 0,237076112

i 38. Kabupaten Bandung Kec. Sindangkerta 0,217332329
39, Kabupaten Bﬂn{ErIg-- Kec. Solokanjeruk (0,209947249
4£}. Kabupaten Bandung Kec. Majalaya 0,154182366
41, | Kabupaten Garut Kee. Cisewu 0,529917106
42, Kabupaten Garut R Kece. Pamulihan 0,444310475

‘_13. Kabupaten Garut Kecamatan Cibiuk 0,427128862
44, | Kabupaten Garut Kecamatan Talegong 0,37648832
45. | Kabupaten Garut ;:‘r’::lg‘:;‘:‘“gah 0,36654107
46. Kabupaten Garut Kecamatan Pangatikan 0,362471741
47. Kabupaten Garut Kecamatan Sucinaraja 0,357950264
48. Kab:;;ntcn Garut Kecamatan Limbangan 0,354634514
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50 Kabupaten Garut Kecamatan Cihurip 0,350263753
?Im ;aﬁupatﬂn Garut Kec. Sukawening 0,337754333
52. Kabupaten Garut Kecamatan Cigeduk 0,33308214
53 Kabupaten Garut Ediﬁn;if&i 0,332629992
54. Kabupaten Garut Kec. Garut Kota 0,330369254
55. Kabupaten Garut KecTarogong Kaler 0,328259231
56. Kabupaten Garut Kec. Cisurupan 0,327505652
57. Kabupaten Garut Kecamatan Tarogong D,32?D535ﬂ:1 g
58. Kabupaten Garut Kec. Peundeuy 0,326299925
s9. Kabupaten Garut Kec Karangpawitan _ 0,316503391
60. | Kabupaten Garut Ezf:;:f;izh 0,314393369
61. Kabupaten Garut Kec. Banjarwangi 0,313338357
62. Kabupaten Garut Kec.Cibatu 0,307611153
63. Kabupaten Garut Kec. Cilawu 0,30625471
64, Kabupaten Garut Kec. Bayonghong 0,300678222
05, Kabupaten Garut _laaglamaia;_glljka:esmi 0,278975132
66. Kabupaten Garut Kec. Singajaya 0,272192916
67. Kabupaten Garut Kec. Cikajang (0,266465712
Tﬁﬂ. Kabupaten Garut Kec.Samarang 0,263903542
69. Kabupaten Garut Kecamatan Caringin 0,257121326
70. | Kabupaten Garut Kecamatan Selawi | 0,250640543
1. i Kabupaten Garut E’;j;‘i‘“m“ Pasi 0,221552374
72 Kabupaten Garut Kec.Pabedilan 0,193217784
73, Kabupaten Garut Kec.Beber 0,19155991
74. Kabupaten Garut Kec.Ciwaringin 0,182667671
73 Kabupaten Garut Kec Banyuresmi 0,173323286
76. Kabupaten Garut Kec.Pabuaran 0,168651093
77. Kabupaten Garut Kec.Cirebon Utara 0,151318764
78. Kabupaten Garut Kee.Leuwigoong 0,137905049
79. Kabupaten Garut Kec Weru 0111981914

i1




80. Kabupaten Garut Kec Wanaraja 0,098568199
8l. Kabupaten Garut Kﬂq;.Kadung{}ra 0,030746044
82. Kabupaten Garut Kec.Leles 0
83. Kﬂht_tpmen Sumedang Kecamatan Surian 0,706857573
84. | Kabupaten Sumedang ;‘;ﬁamm“ Tanpung 0,517256971
85, Kabupaten Sumedang Kecamatan Jatigede 0,474905803
] Ba. . Kabupaten Sumedang Kecamalan Cimalaka 0,410550113
87. Kabupaten Sumedang Kecamatan Pamulihan 0,401657875
88, Kabupaten Sumedang - Kecamatan Cisarua 0,390052751
89, Kabupaten Sumedang Kecamatan Buahdua 0,383873399
90. Kabupaten Sumcdané Kecamatan 7777777 0,379954785
| 91, | Kabupaten Sumedang | Kecamatan Jatinangor 0,323285607
92. | Kabupaten Sumedang ﬁfj‘;’fﬂ“"‘n Tangung 0,251243406
93, Kabupaten Sumedang Kecamatan Ujung Jaya 0,243858327
94. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Gunungtanjung 0,788093444
95. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cisayong 0,740768651
96. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cikalong 0,709721176
97, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Manonjaya ..16;6669 1786
98. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cikatomas 0,63014318
" 99. | Kabupaten Tasikmalaya | Kee. Ciawi 0,618839488
100. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cineam 0,606179352
101. Eab upaten Tasikmalaya | Kec. Pancatengah 0,601507159
102. . Kabupaten 'I'zlsikm;la}fu Kec. Sariwangi -_ D,ﬁﬂﬂiﬁ:’?;lﬂ
103. KHEIU];:;[;E-::I—'.] Tasikmalaya | Kec. Pagerageung 0,596834966
104, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Mangunreja 0,592614921
105. i .I-'E;i];\upﬂl(:n Tasikmalaya | Kec. Karangjaya 0,590203466
106. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Tanjung jaya 0,584476262
107. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Bojonggambir 0,529464959
108. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Taraju 0,489826677
109, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Karangnunggal 0,48786737
110. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cipatujah (,44596835
111. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Culamega 0,444762622

09




No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
112. Kabupaten Tasikmalaya | Kee. Salopa 0,441597589
113. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukaraja 0,423210249
114. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Bantarkalong 0,421250942 -
115. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Jatiwaras 0,411152977
116. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Padakembang 0,405275057
117. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Mangunreja 0,395478523
118. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cibalong 0,386737001
119. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukarame 0,381461944
120. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Kadipaten 0,375433308
121. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Singaparna 0,371363979
122 Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Parungponteng 0,361868877
123. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukahening 0,361416729
124. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Leuwisari 0,359457423
125. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Salawu 0,3464958355
126. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Rajapolah 0,341070083
127. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Puspahiang 0,32027128%
128. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Jamanis 0,31876413
129, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Bojongasih 0,287716654
130. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sodong Hilir 0,286058779
131. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukaratu (0,25440844 .
132. Kabupaten Tﬂsik-méllaya Kec. Sukaresik {J,ZJ_SII;E:SQSS
133. | Kota Bandung Kec. Cibeunying Kaler 0,626224567
134, Kota Bandung Kec. Rancasari 0,511077619
135. Kota Bandung Kec. Bojongloa Kaler 0,472946496
136. Kota Bandung Kec. Cidadap 0,457121326
137. Kota Bandung. Kec. Bojongloa Kidul 0,436473248
138, Kota Bandung Kec. Regol 043270535
139, Kota Bandung Kec. Ujungberung 0,431801055
140. Kota Bandung Kec. Sukasari 0,386586285
141. Kota Bandung Kece. Cicendo 0,371816127
142. | Kota Bandung Kec. Coblong 0,350866616
143. | Kota Bandung Kec. Bandung Kulon 0323436323
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No. Nama Kab/Kota

MNama Kecamatan

Indeks

144, Kota Bandung

Kec. Batununggal

0,32057272

145, Kota Bandung

Kec, Arcamanik

0,309871891

146. Kota Bandung

Kec. Andir

0,258327054

147. Kota Bandung Kec. Bandung Kidul 0,246420497
148. Kota Bandung Kec. Babakan Ciparay 0,246269781
149, Kota Banjar Kec. Pataruman 0,434061794

150. Kota Banjar

Kec. Purwahara

0,379502638

151. Kota Banjar Kec. Banjar 0,262245667

152. Kota Banjar Kec. Langensari 0,234815373

153. | Kota Cimahi | Kec. Cimahi Tengah 0,430293896

154. | Kota Cimahi Kec. Cimahi Utara 0417332329

155. | Kota Cimahi Kec. Cimahi Selatan 0281386586
156. | Kota Tasikmalaya Kec. Ei.ﬁede-s_. 0,423662396

157. | Kota Tasikmalaya Kec. Tawang 0,404370761

158. | Kota Tasikmalaya Kec. Tamansari 0,3635789

159. | Kota Tasikmalaya Kec. Cibeureum 0,297362472

160. | Kota Tasikmalaya Kec. Kawalu ﬂ,24536§;+—§g_ .
161. Kota Tals.-ikmalagfz.l Kﬁ_l: -l-ndihiang 0,228334589

162. Kota Tasikmalaya Kec. Cihideung 0,216729465

163. | Kota Tasikmalaya

Kec. Mangkubumi

0,110776187

B. Indeks Kinerja Pelayanan (IKP)

1. Wilayah Bogor

| Kabupaten Bogor

Kec. Bojonggede

0,566925825

' Kabupaten Bogor

Kec. Jonggol

No. ; Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks

1 | Kabupaten Bogor Kec. Cibungbulang 0,847867199
2 | Kabupaten Bogor Kec. Cibbiong. 0,790502206
3 | Kabupaten Bogor Kec. Citeureup 0,770750158
4 | Kabupaten Bogor Kec. Megamendung 0,749106955
5 | Kabupaten Bogor Kec. Sukaraja 0,616516075
6 | Kabupaten Bogor Kec. Leuwisadeng 0,595083001
7

8

0,516284934
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No. Nama Kab/Kota - Nama Kecamatan “Indeks
9 Kabupaten Bogor Kec. Tamansari 0,511662114
10 | Kabupaten Bogor Kec. Tenjo 0,495482244
11 Kabupaten Bogor Kec. Jasinga 0,480563144
12 Kﬂbupat_f:-n_BDgur Kec. Leuwiliang (,45555789
13 | Kabupaten Bogor Kec. Ciseeng 0,448203404
14 | Kabupaten Bogor Kec. Nanggung 0,438117252
15 Kabupateﬂ Bogor Kec. Rancabungur 0,414793024
16 | Kabupaten Bogor Kec. Tanjurhalang 0,407018281
17 Eabupatcn Bogor Kec. Kemang 0,391258668
18 | Kabupaten Bogor Kec. Kalapanunggal 0,387266232
19 | Kabupaten Bogor Kec. Cigudeg 0,384744694
20 | Kabupaten Eugur Kec. Cogombong 0,381382643
21 Kabupaten Bogor Kec. Dramaga 0,368985081
22 | Kabupaten Bogor Kec. Babakan Madang 0,337675982
23 Kabupaten Bogor Kec. Ciawi 0,328430343
24 | Kabupaten Bogor Kec. Caringin 0,317503677
25 Kahupat;:.ﬁ Bogor Kec. Sukamakmur 0,298382013
26 | Kabupaten Bogor Kec. Tanjungsari 0,26875394
27 | Kabupaten Bogor Kec. Cijeruk 0,239546123
28 Kabupaten Bogor Kec. Gunungsindur 0,231771381
29 Kabupaten Bogor Kec. Rumpin 0,051691532 4
30 Kabupz;ie_n_Cianjur Kecamatan Pacet 6.45ﬁ313659
31 Kabupaten Cianjur Kecamatan E;genang 0,353435596
32 | Kabupaten Cianjur Kecamatan Cibinong 0,339777264 _
33 | Kabupaten Cianjur Kecamatan Cipanas 0,337675982
34 | Kabupaten Cianjur ;Ei?i?r?;" s 0,32296701
35 | Kabupaten Cianjur Kecamatan Cilaku 0,270855222
36 | Kabupaten Cianjur Kecamatan Cidaun 0
' Kabupaten Sukabumi  Kec. Kadudampit
38 | Kabupaten Sukabumi Kec. Sukabumi 0,917209498
39 Kabupaten Sukabumi Kec. Cisolok 0,887171296
B 40 Kabup.a.’.t-en Sukabumi Kec. Kabandungan D,E-.459?ﬁﬂ45
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- No. Nama Kab/Kota .| -‘.Hamal(acama?tg_ﬂ i PR ,Inqi_e_lﬁs
41 Kabupaten Sukabumj Kec. Sagaranten g “{],814[}36562
42 | Kabupaten Sukabumi Kec. Palabuhanraty 0,744063879
43 | Kabupaten Sukabumi Kec. Cikidang 0,697625552
44 | Kabupaten Sukabumi Kee. Cikakak 0,674511452
45 Kabupaten Sukabumi Kec. Simpenan 0,652447993
46 Kabupaten Sukabumi Kec. Sukalarang 0,646354276
47 | Kabupaten Sukabumi Kec. Cidolog 0,619457869
48 | Kabupaten Sukabumi Kec: Tegalbuleud 0,611683127
49 | Kabupaten Sukabumi Kec. Cidadap 0,604118512
50| Kabupaten Sukabumi Kee. Caringin 0,500735449
51 | Kabupaten Sukabumi | Kec. Circunghas 0,475940324
52 Kabupaten Sukabumi Kec. Cidahu 0,467745325
53 | Kabupaten Sukabumi | Kee. Cicurug 0,445471738
54 Kabupaten Sukabumi Kec. Lengkong 0,435805842
."55 Kabupaten Sukabumi Kec. Nyalindung 0,435385585
56 Kabupaten Sukabumi Kec. Gunungguruh 0,429291868
57 | Kabupaten Sukabumi Kec. Cibadak 0,417944946
58 Kabupaten Sukabumi Kec. Pabuaran 0,409329691
59 Kabupaten Sukabumi Kec. Ciemas 0,385585207
60 | Kabupaten Sukabumi Kee. Kalapanunggal 0,381172515
61 | Kabupaten Sukabumi | Kec. Sukaraja 0,374448414
62 | Kabupaten Sukabumi | Kec. Curugkembar 0,371926875
63 | Kabupaten Sukabumi Kec. Cikembar 0,359949569
64 | Kabupaten Sukabumi Kec. Ciracap 0,357428031
65 | Kabupaten Sukabumi Kec. Purabaya 0,353645724
66 Kabupaten Sukabumi Kec, Parakansalak 0,350283673
67 | Kabupaten Sukabumi Kec. Jampangtengah 0,33914688
68 | Kabupaten Sukabumi Kec. Waluran 0,337675982
69 Kabupaten Sukabumi Ker Kalibunder ,334734188
70 | Kabupaten Sukabumi | Kec, Cibitung 0,326118933
71 | Kabupaten Sukabumi | Kec. Kebonpedes 0,325488548
72 | Kabupaten Sukabumi Kec. Bantargadung 0,303845346




No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
73 | Kabupaten Sukabumi Kec. Cisaat 0,301113679
74 | Kabupaten Sukabumi Kec. Jampangkulon 0,298171885
73 Kabupaten Sukabumi Kec. Surade L 0,286404707
76 | Kabupaten Sukabumi Keec. Parungkuda 0,259298172
77 Kabupaten Sukabumi Kec. Warungkiara B 0,252153814
78 Kabupaten Sukabumi Kec. Gegerbitung 0,249632276
79 | Kabupaten Sukabumi Kec. Bojonggenteng 0,173776003
80 Kabupaten Sukabumi Kec. Nagrak 0,172725362
81 Kabupaten Sukabumi Kec. Cicantayan 0,150661904
82 Kota Bogor Kec. Tanah Sareal 0,978146669
E-EF Kota Bogor Kec. Bogor Tengah 0,647404917
84 | Kota Bogor Kec. Bogor Selatan 0,609371717
__E..’; _—K;;:;En_gur - Ecc. Bogor Timur 0,445891994
86 Kota Bogor Kec. Bogor Barat 0,314351755
g7 Kota Bogor Kec. Bogor Utara D,i?SDEﬁ??E
88 | Kota Depok Kecamatan Sawargan 0,798907333
3 80 Kota Depok Kecamatan Limo 0,77390208 B
20 Kota Depok Kecamatan Sui:l’;l':;ja}'a (1,399873923
91 Kota Depok Kecamatan Cimanggis 0,355957134
92 Kota Depok Kecamatan Beji 0,2981{1'385
93 | Kota Depok E}‘;’;ﬂma‘a" EER 0,152973314
94 | Kota Sukabumi Kec. Gunung Puyuh 0,768228619 i
95 Kota Sukabumi Kec. Cibeureum 0,549485186
96 Kota Sukabumi EEC, Cikale 0,501155705
97 | Kota Sukabumi Kec. Lembursitu 0,473418785
98 Kota Sukabumi Kec. Citamiang 0,376969952
99 | Kota Sukabumi Kec. Baros 0,356167262
100 | Kota Sukabumi Warudoyong 0,355326749

Kec.
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2. Wilayah Cirebon

No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
Kabupaten Cirebon Kee.Susukan
7.8 Kabupaten Cirebon Kec.Pabuaran 0,624006933
3. Kabupaten Cirehon Kee Ciwaringin 0,541094901
4. K.abupaten Cirebon Kec Waled 0,520439116
- % : Kabui}ﬂten-(j-irebun Kec. Pangenan 0,474360826
6. Kabupaten Cirebon Kec. Karangsembung 0,44388271
T Kabupaten Cirebon K;.Eaﬁr.a.a;:g-wareng - 0406760075
8. Kabups:[eu Cirebon Kec. Babakan 0,36674851 E;
9. Kabupaten Cirebon Kec.Klangenan 0,288458761
T i Kahupn[at; f‘uﬂhnn Kec.Beber : 0,226202513
11. ; Kabupaten Cirebon Kec. Dukupuntang 0,214213491 f
12, : Kabupaten Cirebon Kec. Kedawung 0,193557706
13. Kabupaten Cirebon Kec. Panguragan 0 ,Eﬁﬁﬂ 785
14, Kabupaten Cirebon Kec.Cirebon Utara 0,184024267
15. |KabupatenCirebon | Kec. Kaliwedi 0,172901921
16. Kabupaten Cirebon Kec.Pabedilan 0,169001878
17. Kabupaten Cirebon Kec. Palimanan 0141846021
18. Kabupaten Cirebon Kec. Ciledug 0,12942366
19. Kabupaten Cirebon Kec. Astanajapura {],123545313. =
20, Kabupaten Cirebon Kec. Losari o 0,113679041
21. Kabupaten Cirebon Kec. Kapetakan U,D_Ei_d:{}?}ﬂ 78|
22. 1' Kabupaten Cirebon Kec.Gebang | 0,048389427 i
23. Kabupaten Cirebon Kec Weru 0,04058934
24 Kabupaten Cirebon Kec. Susukanlebak 0,020366893
25. Kabupaten Indramayu Kec. Sukagumiwm;g- 0,383070923
—215_ Kabupaten Indramayu Kec. Haurgeulis 0,367326304
27. Kabupaten Indramayu Kec. Anjatan 0,324281381
28. Kabupaten Indramayu Kec. Bangodua 1) 0,29871443
29, Kabupaten Indramayu Kec. Sukra 0,265058501
30. Kabupaten Indramayu Kec. Karangampel 0,161924021
31. Kabupaten Indramayu Kec. Kandanghaur 0,13419038
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No. Nama Kahﬂ-r.'.nla _:.,;:ﬁ;'jﬂama"Kecamatﬁ'n Indeks i
32. Kabupaten Indramayu Kec. Krangkeng 0,118156868
33, Kabupaten Indramayu Kec. Bongas 0,109923444
34, Kabupaten Indramayu Kec. Widasan 0,098801098
15, Kabupaten Kuningan Kecamatan Cibingbin 0,554095046
36. Kabupaten Kuningan Kecamatan Subang 0,462660696
37. Kabupaten Kuningan Kecamatan Jalaksana 0,428426983
38. Kabupaten Kuningan i;aj;atan Snang 0,41643796
39. Kabupaten Kuningan Kecamatan Kuningan 0,385526506
40. | Kabupaten Kuningan E;f::;“k’:;m 0,360970677
4]. Kabupaten Kuningan Kecamatan Ciniru 0,337714863
42. Kabupaten Kuningan Kecamatan Hantara 0,321681352
43, Kabupaten Kuningan Kecamatan Mandirancan 0,319370215
44. | KabupatenKuningan | Kecamatan Japara 0,299725553
45. | Kabupaten Kuningan g;:‘g:ﬁm 0,296692185
46. Kabupaten Kuningan Kecamatan Lebak Wangi 0,262314026
47. Kabupaten Kuningan Kecamatan Ciwaru 0,252T80586
48. Kabupaten Kuningan Kecamatan Cigu;gur 0,249169435
49, Kabupaten Kuningan Kecamatan Garawangi 0,205257836
50. Kabupaten Kuningan .Kecamatan Kramatmulya 0,192979922
51. Kabupaten Kuningan Kecamatan Luragung 0,191824354
52. Kabupaten Kuningan Kecamatan Darma 0,159179546
53. Kabupaten Kuningan Kecamatan Selajambe 0,158023978
54. Kabupaten Kuningan Kecamatan Kadugede 0,157157302 =1
J3. Kabupaten Kuningan ch.i_imatan Kalimanggis 0,155712841
56. | Kabupaten Kuningan | Kecamatan Pasawahan |  0,122923588
a8z Kabupaten Kuningan Kecamatan Pancalang 0,119745775
58. Kabupaten Kuningan Kecamatan Cilimus 0,089845443
59. Kabupaten Kuningan Kecamatan Nusaherang 0,086956522
60. Kabupaten Kuningan Kecamatan Cibeureum 0,071934133
61. Kabupaten Kuningan Kecamatan Ciawigebang 0,048967211
62. Kabupaten Kuningan Kecamatan Cilebak 0,048389427
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64, Kabupaten Kuningan Kecamatan Cimahi 0,030189224
65. Kabupaten Kuningan Kecamatan Cipicung 0,012711252
66. Kabupaten Kuningan Kecamatan Maleber 0

67. Kabupaten Majalengka Kec. Cingambul 0,334970389
68. 1_['<':abupaten Majalengka | Kec. Banjaran —— 0,318070201
9. Kabupaten Majalengka Kec. Sukahaji 0,305936733
70. Kabupaten Majalengka Kec. Maja 0,303770042
T1. ? Kabupaten Majalengka Kec. Rajagaluh 0,246280514
72. j Kabupaten Majalengka | Kec.Cigasong 0,224613607
73. Kabupaten Majalengka Kec. Lemahsugih 0,222591362
74. Kabupaten Majalengka | Kec.Leuwimunding 0,205402282
75. Kabupaten Majalengka Kec.Sindangwangi 0,189513217
76. Kabupaten Majalengka | Kec. Kadipaten 0,175357504
77. Kabupaten Majalengka Kec. Talaga 0,148779431
78. Kabupaten Majalengka Kec. Dawuan 0,12393471

79. Kabupaten Majalengka Kec. Argapura 0,113101257
80. Kabupaten Majalengka Kec. Jatitujuh 0,101545573
8l. Kabupaten Majalengka Kec. Kertajati 0,101112235
82. | Kabupaten Majalengka | Kec.Majalengka | 0,086956522
83. Kabupaten Majalengka Kec.Bantarujeg E},MEMSDE&?
84, Kabupaten Majalengka Kec. Palasah 0,034811498
85. | Kota Cirebon | Kec. Lemahwungkuk 0,390148779
8. | Kota Circbon Kee. Kesambi 0,359381771
87. Kota Circbon Kec. Hanamukti 0,335114835
88. Kota Cirebon Kec. Pekalipan 0,294381049
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3. Wilayah Purwakarta

No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
g L Kahﬁpalen Karawang Kecamatan Batujaya 0,62627023
2. |KabupatenKarawang | nooomatan Telujambe 0,532367332
E 3. Kabupaten Karawang Eﬂ;;':ﬂmn Cilsniys 0,4747383591
4. Kabupaten Karawang Kecamatan Rawameta 0,372600677
5. K ahu}ratsn Karawang Kecamatan Jayakerta 0,341926985
6. - Kabupaten Karawang Kecamatan Tempuran 0,305419646
7. Kabupaten Kaf;lwang Kecamatan Tegalwaru 0,277756869
g Kabupaten Karawang Kecamatan Ciampel 0,275310501
. Kabupaten Karawang Kecamatan Cibuaya 0,27267595
10. Kabu [;;alt:n Karawang Kecamatan Kotabaru 0,2704 17764
11. Kabupaten Karawang Kecaniatan Pangkalan 0,270229582
12. Kabupaten Kara;.ran g Kecamatan Banﬁsari 0,260255928
13. Kabupaten Karawang Kecafnal.an Telagasan 0,248212269
14 Kabupaten Karawang Kecamatan Cikampek 0,242943169 3
15. Kabupaten Karawang Kecamatan Purwasari 0,211893113
16. Kabupaten Karawang ?;:;ir;mtan Karawang 0,201543094
17. Kabupaten Karawang - Kecamatan J atisa-n‘ 0,190816711
18. Kabupaten Karawang l;::;tmman RPN A 0,135491155
19. Kabupalen Karawang Kecamatan Tirtamulya 0,111403839
| 20. | Kabupaten Karawang Kecamatan Kutawaluya 0,100489274
| a1, Kabupaten Karawang EZ:::MMH Telukjambe 0,100301091
22. | Kabupaten Karawang Kecamatan Lemahabang 0,089574708
_2-3. Kabupaten Karawang Kecamatan Pakisjaya 0,084117426
24, Kabupaten Karawang Kecamatan Pedes 0,068310124
25. | Kabupaten Karawang g:ﬁ;ﬁ‘;‘gﬂak 0,058901016
26. Kabupaten Karawang Kecamatan Cilebar 0,034060971
27 Kabupaten Karawang Eﬁgﬂmatan il 0,020135491
28. Kabupaten Karawang Kecamatan Majalaya 0
29. Kabupaten Purwakarta Kee, Bungursari
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No. Nama Kab/Kota |  Nama Kecamatan Indeks
30. Kabupaten Purwakarta Kec. Plered 0,777192322
31 Kabupaten Purwakarta Kec. Pasawahan 0,59578472

?2. Kabupaten Purwakarta Kec. Pondoksalam 0,562852842
33. Kabupaten Purwakarta Kec. Campaka 0,559653745
34. Kabupaten Purwakarta Kec. Jatiluhur 0,50263455
35. Kabupaten Purwakarta Kec.Bojong 0,365073391
36. Kabupaten Purwakarta Kec. Babakancikao 0,323861498
3. Kabupaten Purwakarta Kec. P'urwakam; 0,27963869 E
38. Kabupaten Purwakarta Kec. Darangdan 0,22299586
39. Kabupaten Purwakarta Kec. Maniis 0,190628528

EJ_ Kabupaten Purwakarta Kec. Tegalwaru 0,187053067
41. Kabupaten Pun-.";karla Kec.Sukasan 0,162589387
42. Kabupaten Purwakarta Kec. Kiarapedes 0,130410237
43. Kabupaten Purwakarta Kec. Sukatani 0,125893865
44, Kabupaten Purwakarta Kec. Cibatu 0,120060218
45, Kabupaten Purwakarta Kec. Wanayasa 0,104064735
46, Kabupaten Subang Kec. Comprang 0,573014678
47. Kabupaten Subang Kec. Ciasem 0,496800903
48, Kabupaten Subang Kec. Cisalak 0,442039895
49. Kabupaten Subang Kec. Tanjungsiang 0,437523523
50. -Kabupamn Sublang Yoen, Pusak-aﬁagara 0,40854347

2_51. Kabupaten Subang Kec. Blanakan 0,30748965

E’E. Kaﬁupnlun Subang Kec. Kalijati 0,299774181
53. | Kabupaten Subang kec. Patokbeusi 0,280955965

_-54. Kabupaten Subang Kec. Pamanukan 0,259503199
55. Kabupaten Subang Kec. {‘Elkaum 0,231652239
56. Kabupaten Subang Kec. Binong 0,214339481
Ly 8 Kabupaten Subang Kec. Sagalaherang 0,199096726
38. Kabupaten Subang Kec. Cipeundeuy 0,198008543
50, | Kabupaten Subang Kec. Legankolon 0,176514866 |
60. | Kabupaten Subang Kec. Cibogo 0,175385773
61. Kabupaten Subang Kec. Purwadadi | 0,17425668
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No. Nama Kab/Kota | - Nama Kecamatan - Indeks
62. Kabupaten Subang Kee. Cijambe 0,145652992
63. Kabupaten Subang Kec. Cipunagara 0,136620248
64. Kabupaten Subang Kec. Pabuaran 0,109710199
63. Kabupaten Subang Kec. Pagaden 0,024087317
4. Wilayah Priangan
No. Nama Kab/Kota- Nama Kecamatan Indeks

1. Kabupaten Bandung cec, Margahayu |

Z. Kabupaten Bandung Kec. Cipongkor 0,664877664

3. Kabupaten Bandung Kec. Rancabali : 0,472454617

4, Kabupaten Bandung Kec. Parongpong 0,379479084

5. Kabupaten Bandung Kec. Majalaya ﬂ,?-;a’3954223

6. Kabupaten Bandung Kec. Pasigambu (,358484609

7. | Kabupaten Bandung Kee. Cililin 0,349960537

8. Kabupaten Bandung Kec. Pamcungpelﬂ; 0,337016575

Q. Kabupaten Bandung Kec. Nagreg 9,33{}?&2-447

10. Kabupaten Bandung Kec. Dayeuh Kolot .-0,327’22%?6

il. . Kabupaten Bandung Kec. Cihampelas 0,325493291

12. Kabupaten Bandung Kec. Arjasar 0,289029203

13. Kabupaten Bandung Kec. Paseh 0,26519337

il 14, Kabupaten Bandung Eec. Cisarua 0,259984215
| 15. | Kabupaten Bandung Kec. Cangluang 0,257458564

16. Kabupaten Bandung Kec. Margaasih 0,242936069

17. Kabupaten Bandung Kec. Cilengkrang 0,239305446

18. | Kabupaten Bandung Kec. Rancaekek 0,235201263

19. Kabupaten Bandung Kec. (-Jip::undeuy 0,231570639

20. | Kabupaten Bandung Kec. Pacet 0,21973165

21. | Kabupaten Bandung Kec. Padalarang 0,212943962

22. Kabupaten Bandung Kec. Ciwidey 0,206314128

23. K;bupal¢n Bandung Kec. Cimenyan 0,202841358

24, Kabupaten Bandung Kec. Cipatat 0,200631413 1

25. | Kabupaten Bandung Kec. Sindangkerta 0,20047356
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No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks

26. Kabupaten Bandung Kec. Lembang 0,197947908
27, Kabupaten Bandung Kec. Batujajar 0,19210734
28. Kabupaten Bandung Kec. Cikancung 0,189423836
29, Kabupaten Bandung Kec. Pangalenpgan 0,188792423
30. Kabupaten Bandung Kec. Cimaung 0,176637727
31, Kabupaten Bandung Kec. Ngamprah 0,16543015
32 Kabupaten Bandung Kec. Solokanjeruk 0,16101026
33, Kabupaten Bandung Kec. Cileunyi 0,156906077
34, Kabupaten Bandung Kec. Katapang 0,139857932
35. Kabupaten Bandung Kec. Baleendah 0,131649566
36. | Kabupaten Bandung Kec. Kertasari 0,121704815
37. Kabupaten Bandung Kec. Rongga 0,11207577
38 Kabupaten Bandung Kec. Ciparay 006866614

[ 39. | Kabupaten Bandung Kec. Banjaran 0,059352802
40, Kabupaten Bandung Kec. Sorcang 0
41. Kabupaten Garut Kec. Peundeuy 0,758800316
42, Kabupaten Garut Kec. Sukawening 0,583425414 |
43. | Kabupaten Garut ‘Kec. Garut Kota 0,576322021 |
44, Kabupaten Garut Kecamatan Sukaresmi 0,570165746 ]
435. Kabupaten- Garut Kec.Pabuaran 0,540805051 ‘
46. | Kabupaten Garut Kecamatan Mekarmukti |  0,521389108
47, Kabupaten Garut Kecamatan Cigeduk 0,419415943 '
48. | Kabupaten Garut E:‘:::;‘;‘;ﬂh 0418626677 |
49. Kabupaten Garut Kecamatan Cihurip 0,373954223 |
50. | Kabupaten Garut Kee. Pamulihan 0,359431728 |
51. | Kabupaten Garut Kec. Cisewu 0,303235991 |
52. | Kabupaten Garut Kecamatan Sucinaraja 0,302920284 |
33. Kabupaten Garut Kecamatan Tarogong 0,298816101 —i
54, Kabupaten Garut Kecamatan Pangatikan 0,29581689
55. Kabupaten Garut Kec. Bayongbong 0,291239148
56. | Kabupaten Garut Kecamatan Cibiuk 0,28887135
57. Kabupaten Garut Kecamatan Limbangan 0,281452249
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No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
538. | Kabupaten Garut Kec. Cikajang 0,256669298
59, Kabupaten Garut Kecamatan Caringin 0,248934491
60. | Kabupaten Garut Kec. Cisurupan 0,247513812
Bl. Kabupaten Garut Kecamatan Kersamanah 0,242304657
62. Kabupaten Garut Kec. Malangbong 0,237411208
63, Kabupaten Garut Kec Wanaraja 0,220363062
64, Kabupaten Garut KecTarogong Kaler 0,216101026
635. Kabupatan"(-i-amt_- Kec. Banjarwangi 0,209313339
66, Kabupaten Garut Kec. Leles 0,206629834
67. Kabupaten Garut Kec.Samarang 0,200789266
68. Kabupaten Garut Kec Karangpawitan 0,198105762
69. Kabupaten Garut Kecamatan Talegong 0,188003157

: ?D - K_n't_:up;ten Garut_ Kec Banyuresmi 0,166692976
71, Kabupaten Garut Kec. Singajaya 0,159431728
72. Kabupaten Garut Kec.Cibatu 0,156906077
73. | Kabupaten Garut Kec.Ciwaringin 0,146803473
74. Kabupaten Garut Kec.Pabedilan 0,143962115
75. | Kabupaten Garut Kec. Cilawu 0,135595896
76. Kabupaten Garut Kec. Kadungora 0,135438043
7. Kabupaten Garut Kecamatan Pasir Wangi 0,134964483
78. Kabupaten Gart Kec.Beber 0,123283346
79, Kabupaten Garut Kecamatan Selawi 0117442778
80. Kabupaten Garut Kec.Leuwigoong 0,109550118
8l. Kabupaten Garut Kec Weru 0,093606946
82. Kabupaten Garut Kec.Cirebon Utara 0,026835043
B3. Kabupaten Sumedang Kecamatan Surian 0,816890292
84. | Kabupaten Sumedang Kecamatan Tanjung Sari 0,453196527
85. Kabupaten Sumedang Kecamatan Jatigede 0,41136543
86. | Kabupaten Sumedang ;E:d";’;"“"““ Teoying 0,409944751
87. Kabupaten Sumedang Kecamatan Pamulihan 0,338595107
88. | Kabupaten Sumedang Kecamatan 7777777 0,325019732
80, Kecamatan Cisarua 0,286601403

Kabupaten Sumedang
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No. - Nama Kab/Kota Nama Kecamatan - Indeks -
90. | Kabupaten Sumedang Kecamatan Ujung Jaya 0,260615627
9l. Kabupaten Sumedang Kecamatan Cimalaka 0,208524073
92. | Kabupaten Sumedang Kecamatan Jatinangor 0,2074191
93. Kabupaten Sumedang Kecamatan Buahdua 0,167482242
94. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Ciawi 0,616732439
95. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukaratu 0,583267561
o8, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cineam 0,506708761
97. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Culamega 0,463299132
98. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Bojonggambir 0,445303867
99, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Karangjaya 0,385003946

100. 3 Kabupaten Tasikm.alﬂya Kec. Mangunreja 0,38121547

101. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukaresik 0,379005525

102. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cikatomas 0,315864246

103. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cipatujah 0,313812155

104, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukaraja 0,311444357

105. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Salawu 0,298342541

106. Ka huﬁatf:n Tasikmalaya | Kec. Parungponteng 0,29834254]

107. Kabupaten 'i"asikmalaya Kec. Kadipaten 0,293291239

108. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Jamanis 0,292659826

109, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukarame 0,289029203

110. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Karangnunggal 0,28097869

111, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Singapama 0,272928177

112. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Leuwisari 0,270718232

I 13-... Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Pagerageung 0,259194949

114 Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Bantarkalong 0,250986582

115. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Pancatengah 0,245619574

116. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cibalong 0,244672455

117. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Tanjung jaya 0,236464088

118. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Salopa 0,220047356 N

119. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cisayong 0,214048934

120. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cikalong 0,211207577

121. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Taraju 0,206156275
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153.

No. -Na’_ma'Kahﬂ{nta";j -+ | . Nama Kecamatan ‘Indeks
122, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sariwangi 0,204104183
123. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Bojongasih 0,194001579
124. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Rajapolah 0,173480663
125, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukahening 0,170481452
126. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Manonjaya 0,168113654
'_12?. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Puspahiang 0,16148382
128, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Jatiwaras 0,16101026
129, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Padakembang 0,152801894
130. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sodong Hilir 0,148697711
131. Kahup‘atf:n Tasikmalaya | Kec. Mangunreja 0,144751381
132, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Gunungtanjung 0,136858721
133. Kota Bandung Kec. Sukasari 0,851933702
_134. Kota Bandung Kec. Cidadap 0,639936859
135. Kota Bandung Kec. Cicendo 0,63405629
136. Kota Bandung Kec. Regol 0,571112865
137. Kota Bandung Kec. Coblong 0,477821626
138. Kota Bandung Kec. Cibeunying Kaler 0,477348066
139. Kota Bandung Kec. Rancasar 0,334964483
140. Kota Bandung Kec. Bojongloa Kaler 0,302762431
141. Kota Bandung Kec. Andir 0,285556433
142, | Kota Bandung Kec. Bojongloa Kidul 0,242778216
143. Kota Bandung Kec. Batununggal 0,229202841
144, Kota Bandung Kec. Ujungberung 0,201736385
145, Kota Bandung Kec. Bandung Kulon 0,158642463
146. Kota Bandung Kec. Babakan Ciparay 0,130544594
147. | Kota Bandung Kee. Arcamanik 0,12249408
148. | KotaBandung | Kec. Bandung Kidul 0,093291239
149, Kota Banjar Kec. Purwaharja 0,347434886
150. Kota Banjar Kec. Pataruman 0,282083662
151. Kota Banjar Kec. Banjar 0,181057616
152. Kota Banjar Kec. Langensari 0,063141279
Kota Cimahi Kec. Cimahi Tengah 0,555011839
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No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan - Indeks
154. Kota Cimahi Kec. Cimahi Utara 0,30765588
155. Kota Cimahi Kec. Cimahi Selatan 0,167008682
156. Kota Tasikmalaya Kec. Tawang 0,569218627
157. Kota Tasikmalaya Kec. Indihiang 0,338595107
158. Ku_t; Tasﬁ{ﬁ-ﬂ.alaya Kec. Kawalu 0,291397001
159. Kota Tasikmalaya Kec. Cihideung 0,278453039
160. Kota Tasikmalaya Kec. Mangkubumi 0,274664562
161 | Bom Tosikmaleye Kec. Tamansari 0,250828729
162. Kota Tasikmalaya Kec. Cipedes 0,229360695
163. Kota Tasikmalaya Kec. Cibeureum 0,15406472

C. Indeks Kinerja Indikator

1. Wilayah Bogor

Makro Pembangunan (IKMP)

No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan

1. Kabupaten Bogor Kee. Megamendung
2 Kabupaten Bogor Kec. Cibinong 0,596044499
3. | Kabupaten Bogor Kec. Nanggung 0,57354759
4. | Kabupaten Bogor Kee. Ciseeng 0,532262052
5. Kabupate-n Bogor Kec. Sukaraja 0,521137206
6. Kabupaten Bogor Kec. Tanjunésari 0,476637824
i Kabupaten Bogor Kec. Cogombong 0,430407911
8. Kabupaten Bogor Kec. Leuwiliang 0,426946848
9. | Kabupaten Bogor Kec. Kalapanunggal 0,419777503
_1{}. Kabupaten Bogor Kec. Citeureup 0,418046972
f11. Kabupaten Bogor Km:_.. Tanjurhalang 0,3826594685
12. | Kabupaten Bogor Kec. Tenjo 0,338936959
13. Kabupaten Bogor Kec. Cigudeg 0,329542645
14, Kabupaten Bogor Kec. Bojonggede 0,323856613
15. | Kabupaten Bogor Kec. Rancabungur 0,322126082
16. Kabupaten Bogor Kec. Ciawi 0,317676143
17. | Kabupaten Bogor Kee. Cibungbulang 0,305315204
18. Kabupaten Bogor Kec. Sukamakmur 0,28306 5; 13
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No. Nama Kab/Kota | - Nama Kecamatan - Indeks -
19. Kabupaten Bogor Kec. Babakan Madang 0,282076638
20. Kabupaten Bogor Kec. Kemang 0,264771323
21, Kabupaten Bogor Kec. Jonggol 0,260321384
22. Kabupaten Bogor Kec. Leuwisadeng 0,212113721
23 Kabupaten Bogor Kec. Dramaga 0,168850433
24. Kabupaten Bogor Kee. Cijeruk 0,168603214
25, Kabupaten Bogor Kec. Tamansari 0,161433869
20. Kabupaten Bogor Kec. Jasinga 0,151792336
27. Kabupaten Bogor Kec. Caringin 0,134487021
28, Kabupaten Bogor Kec. Gunungsindur 0,025216316

T’lﬁ | _I-_(ahupau:n Bogor Kec. Rumpin _ 0

30. Kabupaten Cianjur Kecamatan Cilaku 0,409888752
ar. Kabupaten Cianjur Kecamatan Pacet 0,29394314
32 Kabupaten Cianjur Kecamatan Cugenang 0,249938195
33. Kabupaten Cianjur Kecamatan Cipanas 0,2368356

F-B'_-*-I. Kabupaten Cianjur Kecamatan Cibinong 0,189122373
35. | Kabupaten Cianjur Egﬁi‘;’:;a“ g 0,156983931
36. Kabupaten Cianjur Kecamatan Cidaun 0,023980222
37 Kabupaten Sukabumi Kec. Sagaranten 0,829171817
38, Kabupaten Sukabumi Kec. Kalapanunggal 0,827935723
39, | Kabupaten Suksbumi | Kec. Surade 0,747095179
40. | Kabupaten Sukabumi | Kec. Cibadak 0,585414091
41. Kabupaten Sukabumi Kec. Cisaat 0,559950556
42. Kabupaten Sukabumi Kec. Tegalbuleud 0,549814586

| 43. Kabupaten Sukabumi Kec. Cikembar 0,524351051
44, Kabupaten Sukabumi Kec. Cidadap 0,506551298
45. [ _I;Labupatcn Sukabumi Kec. Gegerbitung 0,505315204
46. Kabupaten Sukabumi Kec. Warungkiara 0,486526576
47. Kabupaten Sukabumi Kec. Cicurug 0,474412855
48, Kabupaten Sukabumi Kec. Waluran 0,462051916
49, Kabupaten Sukabumi Kec. Cidolog 0,444499382
50. Kabupaten Sukabumi Kec. Cisolok 0,405438813
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~No._ | . NamaKab/Kota i ..Nama Kecamatan Indeks ...
51, Kabupaten Sukabumi Kec. Lengkong 0,391347342
S Kabupaten Sukabumi Kec. Parakansalak 0,38368356
53. Kabupaten Sukabumi Kec. Nyalindung 0,383436341
54, Kabupaten Sukabumi Kec, Palabuhanratu 0,383436341
p A8 Kabupaten Sukabumi Kec. Curugkembar 0,380469716
56. Kabupaten Sukabumi Kec. Sukaraja 0,37750309
57. Kabupaten Sukabumi Kec, Kadudampit 0,375772559
58. Kabupaten Sukabumi Kec, Sukabumi 0,360444994
9, Kabupaten Sukabumi Kec. Simpenan 0,343634116
60, Kabupaten Sukabumi Kec. Purabaya 0,33868974
61. Kabupaten Sukabumi Kec. Pamngkuzj_a ........ " 0,327070457
62, Kabupaten Sukabumi Kec. Sukalarang 0,309517923
63. Kabupaten Sukabumi Kec. Jampangkulon 0,29394314
64. Kabupaten Sukabumi Kec. Kebonpedes 0,288993764
65, Kabupaten Sukabumi Kec. Kabandungan 0,288009889
66, Kabupaten Sukabumi Kec. Cikidang 0,2815822
67, Kabupaten Sukabumi Kec, Pabuaran 0,272929543
68. Kabupaten Sukabumi Kec. Cicantayan 0,272682324
69. Kabupaten Sukabumi Kec. Nagrak 0,261557478
70, Kabupaten Sukabumi Kec. Cireunghas 0,242274413
71. Kabupaten Sukabumi Kec. Ciracap 0,241038319
72. Kabupaten Sukabumi Kec. Kalibunder 0,221260816
73. Kabupaten Sukabumi Kec. Jampangtengah 0,217799753
74. Kabupaten Sukabumi Kec. Bojonggenteng 0,217552534
T35, Kabupaten Sukabumi Kec. Ciemas 0,214585909
76, Kabupaten Sukabumi Kec. Cibitung 0,208652658
ir Kabupaten Sukabumi Kec. Cidahu 0,202719407
78. Kabupaten Sukabumi Kec. Caringin 0,152039555
19, Kabupaten Sukabumi Kec, Cikakak 0,14684796
80. Kabupaten Sukabumi Kec. Bantargadung 0,110754017
81. | Kabupaten Sukabumi | Kec. Gunungguruh 0,043757726
82, Kota Bogor Kec. Bogor Tengah 0,63461063
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| No. Nama Kab/Kota - Nama Kecamatan Indeks
83. Kota Bogor Kec. Tanah Sareal 0,617305315
B4, Kota Bogor Kec. Bogor Selatan (0,541656366
85. Kota Bogor Kec. Bogor Timur 0,400247219
86. Kota Bogor Kec. Bogor Barat 0,25512979
87. Kota Bogor Kec. Bogor Utara 0,065760198
88. | Kota Depok Kecamatan Sukmajaya 0,808899876
89, Kota Depok Kecamatan Beji 0,318170581
9. Kota Depok Kecamatan Limo 0,283065513
91. Kota Depok Kecamatan Cimanggis 0,234116193
92. Kota Depok Kecamatan Sawargan 0,076390606
93. | Kota Depok i;‘;ﬂma‘““ LNk 0,050432633
94. | Kota Sukabumi Kec. Warudoyong 0,547095179
95. Kota Sukabumi Kec. Cikole 0,488257108
[96. | Kota Sukabumi Kee. Lembursitu 0,483559951
97. Kota Sukabumi Kec. Gunung Puyuh 0,466996292
| 98. Kota Sukabumi Kec. Baros 0,352039555
99, Kota Sukabumi Kee. Citamiang 0,229666255
100. | Kota Sukabumi Kec. Cibeureum 0,168850433

2. Wilayah Cirebon

No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
1. Kabupaten Cirebon Kec.Susukan 0,859957776
i Kabliﬁaten Cirebon Kec.Klan gen.an (,5499648 I_d
2. Kabupaten Cirebon Kec. Kapetakan 0,501759324
3. Kabupaten Cirebon Kec.Gebang 0,490851513
_4. Kabupaten Cirebon Kec Weru 0,45531316
5. Kabupaten Cirebon Kec.Ciwaringin 0,396199859
6. Kabupaten Cirebon Kec.Cirebon Utara 0,386347643
7. Kabupaten Cirebon Kec.Beber 0,383532723
8. Kabupaten Cirebon Kec. Babakan 0,380014075
9. Kabupaten Cirebon Kec.Pabuaran 0,372273047 ¥
10. Kabupaten Cirebon Kec. Pangenan 0,346586911
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‘:No. |  NamaKab/Kota ‘.| NamaKecamatans: | @ -Indeks
_1 1. Kabupaten Cirebon Kec.Pabedilan 0,340957072
12, Kabupaten Cirebon Kec. Losari 0,337790289
13. Kabupaten Cirebon Kec. Kedawung 0,330752991
14, Kabupaten Cirebon Kec. Karangsembung 0,307529909
15. | Kabupaten Cirebon Kec. Astanajapura 0,244546094
16. Kabupaten Cirebon Kec.Karangwareng 0,227304715
17. Kabupaten Cirebon Kec. Susukanlebak 0,22695285
18. | Kabupaten Cirebon Kec.Panguragan 0,215341309
19. Kabupaten Cirebon Kec. Kaliwedi 0,211470795
20. Kabupaten Cirebon Kec. Ciledug 0,210063336
21. Kabupaten Cirebon Kec Waled 0,139690359
2. Kabupaten Cirebon Kec. Dukupuntang 0,129134412
23. Kabupaten Cirebon Kec. Palimanan 0,125615764
24, Kabupaten Indramayu Kec. Sukra 0,749472203
25. | Kabupaten Indramayu Kec. Anjatan 0,474665728
3 26. Kabupaten Indramayu Kec. Haurgeulis 0,445812808
27. Kabupaten Indramayu Kec. Bangodua 0,425052738
28. | Kabupaten Indramayu | Kec, Widasari 0,407107671
; 29, Kabupaten Indramayu Kec. Karangampel 0,39268121
30. | Kabupaten Indramayu Kec. Bongas 0,306122449
_3 1. Kabupaten Indramayu Kec. Sukagumiwang 0,277973258
32, Kabupaten Indramayu Kec. Krangkeng 0,245953554
33, | Kabupaten Indramayu Kec. Kandanghaur 0,240323716
4. | Kabupaten Kuningan | Kecamatan Japara 0,017663617
35, Kabupaten Kuningan Kecamatan Nusaherang 0,824771288
36. | Kabupaten Kuningan Kecamatan Jalaksana 0,770935961
37. Kabupaten Kuningan Kecamatan Ciniru 0,759676284
38. | Kabupaten Kuningan Kecamatan Ciwaru 0,725545391
39. Kabupaten Kuningan Kecamatan Subang 0,719211823
40. Kabupaten Kuningan Kecamatan Garawangi 0,66643209
41. .lEﬂE.uI;;ten Kuningan Kecamatan Darma 0,6052076
42, Kabupaten Kuningan Kecamatan Sclajambe 0,57635468
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Kabupaten Majalengka

cec. Sukahaji

No. -Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
43, Kabupaten Kuningan Kecamatan Cilimus 0,572132301
44, Kabupaten Kuningan Kecamatan Kramatmulya 0,555242787
43, Kabupaten Kuningan . Kecamatan Kadugede 0,522871217
46. | Kabupaten Kuningan Kecamatan Cimahi 0,516185785
47, Kabupaten Kuningan Kecamatan Cibeureum 0,47044335 ]
48. Kabupaten Kuningan E’?g;r::f:;‘zzkar 0,469387755
49, Kabupaten Kuningan i;i?:;am“ Sindhilp 0,467980296
50. Kabupaten Kuningan Kecamatan Pasawahan (0,459887403
31 Kabupaten Kuningan Kecamatan Cibingbin 0,43947924
52 Kabupaten Kuningan Kecamatan Mandirancan 0,424700915
53. Kabu_[mtf:n Kuningan _.K:f.:c_a;laian Luragung 0,416959887
54. Kabupaten Kuningan Kecamatan Maleber 0,412385644
55. Kabupaten Kuningan Kecamatan Cigugur 0,401 829697 T
56. Kabupaten Kuningan Kecamatan Cipicung 0,366643209
57. Kabupaten Kuningan Kecamatan Hantara 0,358550317
58. | Kabupaten Kuningan E;;:;Esma 0,358198452
59. | Kabupaten Kuningan Kecamatan Cilebak 0,355735398
60. | Kabupaten Kuningan Kecamatan Kuningan 0,31351 161 2
61. Kabupaten Kuningan Kecamatan Ciawigebang 0,290640394
62, | Kabupaten Kuningan | Kecamatan Lebak Wangi | 0,254750176
63. Kabupaten Kuningan Kecamatan Cidahu 0,181914145
64. | Kabupaten Kuningan ) Kecamatan Pancalang 0,163969036
i 63. Kabupaten Kuningan Kecamatan Kalimanggis 0

67. Kabupaten Majalengka Kec. Maja 0,761787474
68. | Kabupaten Majalengka | Kec. Lemahsugih 0,536945813
69. | Kabupaten ]'\:".I-a.jE-ﬂ.t::.I:lékﬂ Kec. Banjaran 0,476425053
?{} Kabupaten Majalengka | Kec. Jatitujuh 0,47114708

71 Kabupaten Majalengka Kec. Talaga 0,437368051
T2 Kabupaten Majalengka Kec.Cigasong 0,435960591
73. | Kabupaten Majalengka | Kec.Leuwimunding 0,434553132
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No. Nama Kxhﬂ{pia ~: %" Nama Kecamatan - Indeks
_'M. Kabupaten Majalengka Kec.Sindangwangi 0,415904293
75. | Kabupaten Majalengka | Kec. Rajagaluh 0,357494722
76. Kabupaten Majalengka Kec.Majalengka 0,31703026
77. Kabupaten Majalengka Kec. Palasah 0,305418719
78, Eabupulsn- Majalengka | Kec. Kadipaten 0,30401126
79. Kabupaten Majalengka Kec. Dawuan 0,293455313
80. | Kabupaten Majalengka | Kec.Bantarujeg 0,19669247
81, Kabupaten Majalengka Kee. Cingambul 0,186136524
82. Kabupaten Majalengka Kec. Argapura 0,100985222
83. | Kabupaten Majalengka | Kec. Kertajati 0,076002815
84. | Kota Cirebon Kec. Pekalipan 0,963406052
85, Kota Cirebon Kec. Lemahwungkuk 0,3029556635
86. Kota Cirebon Kec, Harjamukti 0,276565799
B7. Kaota Cirebon Kec. Kesambi 0,114707952
3. Wilayah Purwakarta
No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
1. Kabupaten Karawang Kecamatan Tirtamulya 0,876017048
2. Kabupaten Karawang Kecamatan Cikampek 0,829523441
3 Kabupaten Karawang Kecamatan Telagasari 0,815962805
4. Kabupaten Karawang Kecamatan Ciampel 0,796977916
5. R Kabupaten Karawang Kecamatan Jayakerta 0,772181325
6. Kabupaten Karawang Kecamatan Banyusan 0,765207284
¢ Kabupaten Karawang ?ﬁ;ﬁ?amn Telgjambe 0,708252615
8. Kabupaten Karawang Kecamatan Purwasan 0,698566447
9. Kabupaten Karawang Kecamatan Rawaﬁwta 0,631538164
10. Kabupaten Karawang Kecamatan Tempuran 0,628826036
11. Kabupaten Karawang Ezf::mmn LAsan 0,616427741
12. Kabupaten Karawang ?E:]ir:mtan SRS 0,598992639
13. Kabupaten Karawang g::;tmatan ekl 0,554436265
" 14. | Kabupaten Karawang | Kecamatan Pedes 0,524990314
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No. | - NamaKab/Kota "+ |} NamaKecamatan *- { - Indeks |
15. | Kabupaten Karawang Kecamatan Kotabaru 0,488957768
16. | Kabupaten Karawang Kecamatan Jatisari 0,460674157
17. Kabupaten Karawang Kecamatan Lemahabang 0,444788842
18. Kabupaten Karawang Kecamatan Pangkalan 0,368849283
19. Kabupaten Karawang Kecamatan Kutawaluya 0,342502906 R
20. Kabupaten Karawang Kecamatan Cibuaya 0,333591631
21. | Kabupaten Karawang Kecamatan Tegalwaru 0,321580783
22 Kabupaten Karawang Kecamatan Batujaya 0,311119721
23. Kabupaten Karawang ;ﬂ:;il e 0,286323131
24, Kabupaten Karawang E:cr:tmatan RAaWAng 0,255714839
. Kabupaten Karawang Kecamatan Majalaya 0,232468036
26. Kabupaten Karawang Kecamatan Pakisjaya 0,213870593
27. K.abupaten Karawang Kecamatan Cilebar 0,163502518
28. | Kabupaten Karawang g:;;::;l:r?gklok 0,087175513
29, Kabupaten Purwakarta Kec. Purwakarta 0,795815575
30. Kabupaten Purwakarta Kec. Darangdan 0,662921348
3l. Kabupaten Purwakarta Kee. Wanayasa 0,597830298
32. Kabupaten Purwakarta Kec. Pondoksalam 0,514529252
33 Kabupaten Purwakarta Kec. Tegalwaru 0,492832236
34, Kabupaten Purwakarta Kec.Sukasari 0,466485858
35, Kabupaten Purwakarta Kec. Plered 0,413?45464
36. Kabupaten Purwakarta Kec. Bungursari 0,378922898
37. Kabupaten Purwakarta Kec. Babakancikao 0,361487795
38, Kabupaten Purwakarta ‘Kex.'.. Sukatani 0,304533127
39. | Kabupaten Purwakarta | Kec. Cibatu 0,282448663
40. | Kabupaten Purwakarta | Kec. Jatiluhur 0,266175901

41. | Kabupaten Purwakarta | Kec. Maniis 0,244866331
42. Kabupaten Purwakarta Kec.Bojong 0,1658271%9
43, Kabupaten Purwakarta Kec. Kiarapedes 0,153428904
44, Kabupaten Purwakarta Kec. Campaka 0,125532739
45, Kabupaten Purwakarta Kee. Pasawahan 0118171251
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No.

Nama Kab/Kota .

Kabupaten Subang

Nama Kecamatan

Kec. Cisalak

Indeks

47. | Kabupaten Subang Kec. Kalijati 0,97985277
43. | Kabupaten Subang Kec. Pusakanagara 0,890352577
49. | Kabupaten Subang Kec. Saalaherang 0,770631538
50. Kabupaten Subang E Kec. Pagaden 3 -{],?43122821
51. Kabupaten Subang Kec. Comprang 0,736923673
__‘:'1_' Kabupaten Subang Kec. Pamanukan 0,710964742
53. Kabupaten Subang Kec. Cibogo 0,676094537
54. Kabupaten Subang Kec. Cipunagara 0,659821775
55. | Kabupaten Subang Kee. Ciasem 0,535451375
56. Kabupaten Subang Kec. Purwadadi 0,530802015
_5?_ Kabupaten E‘:uI;ing Kec. Tanjungsi-z;g 0,501356064
58. Kabupaten Subang Kec. Pabuaran 0,456024797
59 Kabupaten Subang Kec. Blanakan 0,447113522
60, Kabupaten Subang Kec. Cijambe 0,43316544
61. Kabupaten Subang Kec. Cipeundeuy 0,277799303
62. | Kabupaten Subang o Eec Einung 0,269662921
63. Kabupaten Subang Kec. Legankolon 0,267725688
64, Kabupaten Subang kec. Patokbeusi 0,196822937
63. Kabupaten Subang Kec. Cikaum 0,023246804
4. Wilayah Priangan
No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks
i Kabupaten Bandung Kec. Margahayu 0,590718105
e .k:gihupaten Bandung Kee. Cipongkor 0,451298701
3. Kabupaten Bandung Kec. Cihampelas 0,440412529
4. Kabupaten Bandung Kec. Arjasari 0,407944996
5. | I&abu;ﬂgegg:rrgdun g - Kec. Ngamprah 0,377005348
6. Kabupaten Bandung Kec. Pameungpeuk 0,365928189
7. Kabupaten Bandung Kec. Cisarua 0,36038961
E. Kabupaten Bandung Kec. Parongpong 0,334033613
9. Kabupaten Bandung Kec. Pacet 0,333651642
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No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan | Indeks

10. | Kabupaten Bandung Kec. Rancaekek 0,327540107

11. Kabupaten Bandung Kec. Rancabali 0,317226891

12. Kabupaten Bandung Kec. Katapang 0,317035905

13. Kabupaten Bandung Kec. Cilengkrang 0,315508021

14. Kabupaten Bandung Kec. Margaasih 0,310542399

15. Kabupaten Bandung Kec. Baleendah 0,286096257

Iﬁ. - Kabupaten Bandung Kec. Sindangkerta 0,28342246

17. Kabupaten Bandung Kec. Cililin 0,283040489

18. Kabupaten Bandung Kec. Padalarang 0,279220779

19. | Kabupaten Bandung Kec. Paseh 0,278074866

20. Kabupaten Eand‘ung Kec. Cipeundeuy 0,277692895

21.F Kabupaten Bandung Kec. Nagreg 0,277119939

22, Kabupaten Bandung Kec. Pasirjambu 0,260504202

23. | Kabupaten Bandung Kec. Ciwidey 0,258976318

24, Kabupaten Bandung Kec. Ciparay 0,237585943

25. Kabupaten Bandung Kec. Dayeuh Kolot 0,234530176

26. Kabupaten Bandung Kec. Pangalengan 0,232811306

27. | Kabupaten Bandung Kec. Solokanjeruk 0,215622613

28. Kabupaten Bandung Kec. Cimaung 0,20473644

29, Kabupaten Bandung Kec. Cangkuang 0,203590527

30. | Kabupaten Bandung Kec. Batijajar 0,195187166

31. | Kabupaten Bandung Kec. Banjaran 0,187547746 |
32. Kabupaten Bandung Kec. Cimenyan 0,183537051

33. Kabupaten Bandung Kec. Majalaya 0,177807487

34. Kabupaten Bandung Kec. Cipatat 0,176852559

35. Kabupaten Bandung Kec. Soreang 0,168258212 |
36. Kabupaten Bandung Kec. Rongga 0,151642475 T
37, Kabupaten Bandung Kec. Lembang 0,113445378

38. | Kabupaten Bandung Kec. Kertasari 0,102941176

39. | Kabupaten Bandung Kec. Cikancung 0,032467532

40. | Kabupaten Bandung Kee. Cileunyi 0,026928953

4]. | Kabupaten Garut Kec.Ciwaringin 0,506111536 =
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No. . Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks ' . . ...
42, Kabupaten Garut Kecamatan Cibiuk 0,441176471
43, Kabupaten Garut Kec. Sukawening 0,422077922
44, Kabupaten Garut Kecamatan Cihurip 0,383880825
_45. Kabupaten Garut Kec Weru 0,380825057

46. Kabupaten Garut Kec.Leles s 0,349503438

47, Kabupaten Garut Kec. Cisewu 0,320282659

48. Kabupaten Garut Kecamatan Talegong 0,313407181
_49. Kabupaten Garut Kecamatan Selawi 0,308632544

50. Kabupaten Garut Kecamatan Limbangan 0,299274255

5L Kabupaten Garut Kec. Banjarwangi 0,296600458

52. I{aﬁupaten Garut Kec.Pabedilan 0,292589763

53. Kabupaten Garut Kee, Garut Kota 0,285714286

54. | Kabupaten Garut E:;EEI;:.I} 0284568373 |

- % Kabupaten Garut Kec. Peundeuy 0,27711993%

56. Kabupaten Garut Kecamatan Sukaresmi 0,266233766

3. Kabupaten Garu"t- Kecamatan Tarogong 0,265278839

58. Kabupaten Garut Kecamatan Mekarmukti (0,263368984

59. Kabupaten Garut Kee. Pabuaran 0,258785332

60, Kabupaten Garut LI{ecamatan Pasir Wangi 0,254774637 o

i 6l. Kabupaten Garut Kecamatan Caringin 0,253628724
62, Kabupaten Garut KecTarogong Kaler (0,243888464
63. | Kabupaten Garut Kec.Beber | 0,241405653
64. Kabupaten Garut Kec.Cibatu 0,240068755
65. Kabupaten Garut Kec. Singajaya 0,237585943 b

i 66. Kabupaten Garut Kecamatan Pangatikan 0,235867074
67. | Kabupaten Garut Kec.Leuwigoong 0,228227655
68. | Kabupaten Garut Kec. Cikajang 0,221161192
69. | Kabupaten Garut Kec Karangpawitan 0,220970206
70. | Kabupaten Garut Kecamatan Cigeduk 0,22039725
71. Kabupaten Garut Kec. Pamulihan 0,21657754
72. | Kabupaten Garut Kec.Kadungora 0,215431627
73. Kabupaten Garut Kec. Bayongbong 0,212566845
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No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks

74. Kabupaten Garut Kec. Cilawu 0,211038961

75. Kabupaten Garut Kec. Cisurupan 0,21065699

76. Kabupaten Garut Kec. Malangbong 0,206455309

77. Kabupaten Garut Kec Wanaraja 0,204163484

._?8._ 3 I(abﬁpatﬂn Garut Kecamatan Kersamanah 0,199197861

79, Kabupaten Garut Kecamatan Sucinaraja 0,195760122

80. Kabupaten Garut Kec Banyuresmi 0,177425516

8l. Kabupaten Garut Kec.Samarang 0,176661574

82, Kabupaten Garut Kec.Cirebon Utara 0,17131398

Kabupaten Sumedang  Kecamatan Buahdua

84, Kabupaten Sumedang Kecamatan Cimalaka 0,740832697

85. | Kabupaten Sumedang P}Ef;l“m“ Lo L 0,387509549

86. | Kabupaten Sumedang Kecamatan Sunan 0,383880825

87. Kabupaten Sumedang Kecamatan 7777777 0,361726309

&8, Kabupaten Sumedang Kecamatan Tanjung Sari 0,343009931 o

89, Kabupaten Sumedang Kecamatan Ujung Jaya 0,339381207

90. | Kabupaten Sumedang Kecamatan Jatigede 0,243888464

91. Kabupaten Sumedang Kecamatan Jatinangor 0,20091 5?3

92, Kabupaten Sumedang Kecamatan (i‘i-s,z-a.rua 0,198242934

q3. Kabupaten Sumedang Kecamatan Pamulihan 0,163101604

94, _{{abupal:.n:l"dm_kmaﬂaya; - KE: Sodong Hilir 0,530939649

95, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Taraju o 0. 476890756

a4, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Karangnunggal : {_}35{:9_};3?1 i

a7. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Ciawi 0,34778456%

a8, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cipatujah 0,332887701 i

99, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukaratu 0,332887701 i
100, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cikatomas 0,331165831
101. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Jamanis D,BZSE&EE-:J"
102. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Mangunreja 0,325057296
103. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukarame 0,310542399
104, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukaresik 0,306340718
105, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Karangjaya 0,304621849




No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan | Indeks

106. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Singapama 0,3027119%4

107. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cisayong 0,302521008

108. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Bojongasih 0,296218487

109. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Padakembang 0,279984721

110. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Salopa 0,275019099 . 'r

111. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Gunungtanjung 0,271772345 |

112. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Parungponteng 0,26776165 I

113, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sariwangi 0,263368984 _;

114. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukaraja 0,262796028 .

115. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Rajapolah 0,259931245 l

116. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Bojonggambir 0,245225363

117. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cineam 0,239113827

118, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Puspahiang 0,237203972

119. h Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cibalong 0,234912147

120. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Tanjung jaya 0,23185637%

121. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Salawu 0,231665393

122. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Pancatengah 0,231474408

123, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Bi;-n-l-;ur.kallu.ng 0,227081742

124, Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Manonjaya 0,222689076

125. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Cikalong 0,219251337

126. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Leuwisari 0,216386555

127. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Pagerageung 0,209702063

128. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Mangunreja 0,19499618

129. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Kadipaten 0,18315508
thED. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Sukahening 0, 16"1:585256

131. Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Culamega 0,162146677

132. | Kabupaten Tasikmalaya | Kec. Jatiwaras 0,110198625

133. | Kota Bandung Kec. Cidadap 0,496944232

134. | Kota Bandung Kec. Ujungberung 0,464858671

139. Kota Bandung Kee. Andir 0,433537051

136. Kota Bandung Kec. Cicendo 0,424178762

137, Kota Bandung Kec. Arcamanik 0,389228419
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No. | ~ NamaKab/Kota '~ | ~NamaKecamatan = | Indeks
138. Kota Bandung Kec. Rancasan 0,366692131
139. Kota Bandung Kec. Bandung Kidul 0,361153552
140. Kota Bandung Kec. Coblong 0,317608862
141. Kota Bandung Kec. Babakan Ciparay 0,271772345
142, Kota Bandung Kec. Bojongloa Kidul 0,271772345
143. Kota Bandung Kec. Bojongloa Kaler 0,227654698
144, Kota Bandung Kec. Cibeunying Kaler 0,225553858
_1.45. Kota Bandung Kec. Batununggal 0,224025974
146. Kota Bandung Kec. Regol 0,203300542
147, Kota Bandung Kec. Sukasan 0,196524064
148. | KotaBandung | Kec. BandungKulon |  0,075821238 |
149, Kota Banjar Kec. Purwaharja 0,354278075
150. Kota Banjar Kec. Banjar (,343773873
151. Kota Banjar Kec. Pataruman 0,321237586
152. Kota Banjar Kec. Langensari 0,205500382
153. |KotaCimahi | Kec. Cimahi Tengah 0,451871658
154, Kota Cimabhi Kec. Cimahi Selatan 0,360962567
155. | Kota Cimahi Kec. Cimahi Utara 0,188502674
156. Kota Tasikmalaya Kec. Cihideung 0,569518717
157. Kota Tasikmalaya Kec. Cipedes 0,23185637%
158. | Kota Tasikmalaya Kec. Indihiang 0,182200153
159, Kota Tasikmalaya Kec. Kawalu :* 0, 171886917
160. Kota Tasikmalaya Kec, Tawang i tJ 165011459
161. Kota Tasikmalaya Kec. Cibeurcum ! U_Eﬁlﬂ-l—
162. Kota Tastkmalaya Kec. Tamansari hﬁgéﬁgj
163. Kota Tasikmalaya Kec., Mangkubumi | 0
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No. | Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks | Ranking
1 Kabupaten Bogor | Kec. Babakan Madang 48 24
2 |Ka bupaten Bogor | Kec. Rumpin 18 43
3 Kabupaten Bogor | Kec. Sukamakmur 39 33
4 Kabupaten Bogor | Kec. Dramaga 62 11
3 | Kabupaten Bogor | Kec. Rancabungur 48 24
6 | Kabupaten Bogor | Kec. Nanggung 58 15
7 | Kabupaten Bogor | Kec. Cigudeg 42 30
8 Kabupaten Bogor | Kec. Ciawi 52 20
9 Kabupaten Bogor | Kec. Jonggol 33 18
10 Kabupaten Bogor | Kec. Ciseeng 56 17
11 | Kabupaten Bogor | Kec. Citeureup 66 9
12 E:-abu;atﬁn Bogor | Kec. Tanjurhalang 44 28

13 Kabupaten Bogor _I:’::c. Leuwiliang sl 21
14 | Kabupaten Bogor | Kec. Tanjungsari 46 26
15 Kabupaten Bogor | Kec. Cijeruk 37 335
16 .I.(&bupaten Bogor | Kec. Megamendung 86 2
17 Kaﬁpaltm Bcn-gor | Kec. Caringin 43 29
18 | Kabupaten Bogor | Kec. Tenjo 52 20
19 | Kabupaten Bogor | Kee. Jasinga 46 26
20 Kabupaten Bogor | Kec. Tamansari 50 22

21 | Kabupaten Bogor | Kec. Cibungbulang 10 8

22 | Kabupaten Bogor | Kec. Cibinong SN A

23 | Kabupaten Bogor | Kec. Cogombong as o

24 Kabupaten Bogor | Kec. Kalapanunggal 52 20

25 Kabupaten Bogor | Kec. Leuwisadeng 47 25

26 Kabupaten Bogor | Kec. Bojonggede 51 21

27 Kabupaten Bogor | Kec. Kemang . 35 18

28 | Kabupaten Bogor | Kec. Sukaraja 39 14

29 | Kabupaten Bogor | Kec. Gunungsindur 20 42
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No. | Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks | Ranking
30 | Kota Bogor Bogor Selatan 73 6

31 | Kota Bogor Tanah sareal 72 7

32 | Kota Bogor Bogor utara 7 45

33 | Kota Bogor Bogor timur 45 27

34 | Kota Bogor Bogor Barat 37 35

35 | Kota Bogor Bogor Tengah 62 B
36 | Kota Sukabumi 59 14

Kota Sukabumi

Kec. Gunung Puyuh
Kee. Cikole

38 | Kota Sukabumi Kec. Citamiang 45 27
39 | Kota Sukabumi Kec. Warudoyong 47 25
40 | Kota Sukabumi Kec. Baros r 45 27
4l | Kota Sukabumi Kec. Lembursitu 50 22
42 | Kota Sukabumi .I.Cec. Cibeureum 48 24
43 | Kab. Sukabumi Izcc._ T:galbulaud q 62 1
44 | Kab. Sukabumi Kee. Simpenan 33 19
45 | Kab. Sukabumi | Kee. Cikakak 21 21
46 i{ab. Sukabumi Kec. Curugkembar 4l 31.
47 | Kab. Suk,abumi = Kec, Cidahu 49 23“
48 | Kab. Sukabumi | Kec, Cikidang 51 21
49 Kab. Sukabumi Kec. Pabuaran _45 24
50 | Kab. Sukabumi | Kee. Kadudampit I,_ 84 3
51 | Kab. Sukabumi Kec. Gegerbitung 4 31
52 | Kab. Sukabumi Kec. Kalapanunggai- | i -6l B 12
53 | Kab, Sukabumi Kec. Parungkuda - 3 38 34
54 | Kab. Sukabumi Kec. Cisolok 61 12
35 | Kab. Sukabumi Kec. Cireunghas 36 36
56 | Kab. Sukabumi Kec. Parakansalak BT 24
5T | Kab. Sukabumi_ E FE'iec. Ciemas 37 33 -
38 | Kab. Suka:trum_t_ Kec. Sukalarang 52 20
59 | Kab. Sukabumi : Kee, Bojonggenteng 24 41
60 | Kab. Sukabumi Kec, Sukabumi E'lq 12
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61 | Kab. Sukabumi | Kec. Lengkong 47 25
62 | Kab. Sukabumi Kec. Jampangkulon 4l 3l
63 | Kab. Sukabumi | Kec. Jampangtengah 35 37
64 | Kab. Sukabumi | Kec. Nyalindung 48 24
65 | Kab. Sukabumi | Kec. Palabuhanratu 57 16

66 | Kab. Sukabumi | Kec. Cicantayan 28 a0 |
67 | Kab. Sukabumi | Kec. Kebonpedes 49 23
68 | Kab. Sukabumi | Kee. Cibadak 60 13
69 | Kab. Sukabumi | Kec. Cikembar 49 23
70| Kab. Sukabumi Kec. Nagrak 41 31
71 | Kab. Sukabumi Kece. Cisaat 48 24
72 | Kab. Sukabumi | Kec. Cibitung 37 35
73 1' Kab. Sukabumi Kec. Sukaraja 32 20
74 | Kab. Sukabumi Kec. Kabandungan ; 55 18
75 | Kab. Sukabumi Kec. Gunungguruh 3l 38
76 | Kab. Sukabumi | Kec. Waluran 46 26
77 | Kab. Sukabumi | Kec. Purabaya 42 30
78 | Kab. Sukabumi | Kec. Surade 53 19
79 Kab. g]..;lhc.abumi Kec. Caringin 49 23
80 | Kab. Sukabumi | Kec. Warungkiara 4l 31
81 | Kab. Sukabumi | Kec, Cidadap 58 5
82 | Kab. Sukabumi | Kec. Bantargadung 28 30
83 [Kab. Sukabumi | Kec. Cicurug 55 I8

84 Kab. Sukabumi Kec. Ciracap 42 30 ]
85 | Kab. Sukabumi Kec. Cidolog 60 13
86 | Kab. Sukabumi Kee. Sagaranten T 8
87 | Kab. Sukabumi Kec. Kalibunder 40 32
88 | Kota Depok Kecamatan Beji 42 30
89 | Kota Depok Kecamatan Sawargan 35 18
90 | Kota Depok Kecamatan Cimanggis 36 36
91 | Kota Depok Kecamatan Limo 64 10
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No. | /Nama Kab/Kota, | . iNama Kecamatan . | Indeks | Ranking
92 Kq;'pta Depok Kecamatan Pancoran mas 15 4
93 | Kota Depok . Kecamatan Sukmajaya 57 16
94 Kabupaten Cianjur | Kecamatan Cipanas 33 37
95 | Kabupaten Cianjur | Kecamatan Cilaku 38 36
96 | Kabupaten Cianjur | Kecamatan Cibinong 37 33
97 Kabupaten Cianjur | Kecamatan Warung Kondang 36 30
98 Kabupaten Cianjur | Kecamatan Pacet 76 a
99 | Kabupaten Cianjur | Kecamatan Cugenang 30 39
100 | Kabupaten Cianjur | Kecamatan Cidaun 0 46

2. Wilayah Cirebon

No. | Kabupaten/Kota Nama Kecamatan '~ Indeks Ranking
| Kota Cirebon Kec. Lemahwunghkuk 3l 22

2 Kota Cirebon Kec. Pekalipan 55 6

3 Kota Cirebon Kec. Harjamukti 28 25

4 Kota Cirebon Kec. Kesambi 28 25

5 Kab. Cirebon Kec Weru 9 38

6 Kab. Cirebon Kec.Klangenan 37 17

& Kab. Cirebon Kec.Cirebon Utara 16 34

8 | Kab. Cirebon Kec.Pabuaran 58 4

9 | Kab. Cirebon | Kec.Beber 22 30

10 | Kab. Circbon __| ¥oe Pabodilas - i 3

11| Kab. Circbon | ch.lﬂura:;g;'a-r"c.r-:;;- 31 22

12 | Kab. Circbon Kec.Ciwaringin 47 9

13 | Kab. Circbon Kec.Panguragan 16 34
14 | Kab. Cirebon Kec.Gebang 18 33

Kab. Cirebon Kee.Susukan

16 | Kab. Cirebon Kec. Waled 35 18
17 | Kab. Cirebon Karangsembung 35 18
18 | Kab. Circbon Babakan 46 10
19 | Kab. Circbon i Kapetakan 7 39
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No. | Kabupaten/Kota Nama Kecamatan Indeks | Ranking
20 | Kab. Cirebon | Palimanan 21 31

21 | Kab. Cirebon Kedawung 20 32

22 | Kab. Cirebon Losari 31 22

23 | Kab. Cirebon Astanajapura 16 34

24 | Kab. Cirebon Ciledug 26 26

25 | Kab. Cirebon Kaliwedi 9 38

26 | Kab. Cirebon Pangenan 38 16

27 | Kab. Cirebon Dukupuntang 16 34

28 | Kab. Cirebon Susukanlebak 0 42

29 | Kab. Kuningan -K.cca matan Kuningan 33 18

30 | Kab. Kuningan Kecamatan Kadugede 33 20

31 | Kab. Kuningan Kecamatan Karangkancana 35 18

32 | Kab. Kuningan Kecamatan Luragung 34 19

E 33 | Kab. Kuningan Kecamatan Subang 60 2

34 | Kab. Kuningan Kecamatan Cilimus 26 26

35 | Kab. Kuningan Kecamatan Cimahi 20 32

36 | Kab. Kuningan Kecamatan Mandirancan 43 L1

37 | Kab. Kuningan Kecamatan Pancalang 13 36

38 | Kab. Kuningan Kecamatan Cigugur 42 12

39 | Kab. Kuningan Kecamatan Selajambe 35 I8

40 | Kab. Kuningan T o T 48 8 !
41 | Kab. Kuningan Kecamatan Cibingbin 48 B __”_ _j
42 | Kab. Kuningan Kecamatan Cidahu 6 40 I
43 | Kab. Kuningan Kecamatan Nusaherang - K 9
44 | Kab. Kuningan Kecamatan Cibeureum 13 36

45 KabF_KL'mmgan Kecamatan Ciawigcban-!-g ..... 13 36

46 | Kab. Kuningan Kecamatan Cipicung 5 41

47 | Kab. Kuningan ¥ ecamaton Civara 39 15

48 | Kab. Kuningan Kecamatan Maleber 9 38

49 | Kab. Kuningan Kecamatan Ciniru 46 10

50 | Kab. Kuningan Kecamatan Kalimangpis 5 41
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‘No. |- ,Kahupatenfl(ntn “Nama Kecamatan - Indeks | Ranking
51 |Kab. Kuningan | Kecamatan Cilebak 3 36
52 | Kab. Kuningan Kecamatan Jalaksana 59 3
33 | Kab. Kuningan Kecamatan Garawangi 4l 13
54 | Kab. Kuningan Kecamatan Lebak Wangi 30 23
55 | Kab. Kuningan Kecamatan Japara 47 9
56 | Kab. Kuningan Kecamatan Hantara 26 26
57 | Kab. Kuningan Kecamatan Cigandamekar 32 21
58 | Kab. Kuningan Kecamatan Sindang Agung 40 14
59 | Kab. Kuningan K ecamatan Pasawahan 33 20
60 | Kab. Kuningan Kecamatan Kramatmulya 28 25
61 | Kab. Majalengka | ke Dawuan 16 34
62 | Kab. Majalengka | gec Palasah 12 37
63 | Kab. Majalengka | gee antarujeg 12 37
64 | Kab. Majalengka | Kec Sindangwangi 29 24
65 | Kab. Majalengka | gee Kadipaten 29 24
66 | Kab. Majalengka | Kec Leuwimunding 33 20
67 | Kab. Majalengka | gec Majalengka 40 14
68 | Kab. Majalengka Kec.Cigasong 30 23
69 | Kab. Majalengka | Kec. Lemahsugih 23 T2
70 | Kab. Majalengka | gec B‘m_]aran 37 5
71 | Kab. Majalengka Kee. Cmgﬂmhul ' 24 28
72 | Kab. Majalengka | K,_.,; Sukahaji 42 12
73 | Kab. Majalengka | Kcc. Kenajati 20 32

74 | Kab. Majalengka | Kec. Rajagaluh 35 18
75 | Kab. Majalengka | kec Jatitujuh 9 24
76 | Kab. Majalengka | Kee Maja 52 7
77 | Kab. Majalengka | Ko Argapura 7 39
78 | Kab. Majalengka | gec Talaga 23 29
79 | Kab. Indramayu Sukagumiwang 25 27
80 | Kab. Indramayu Kandanghaur 20 32
§1 | Kab. Indramayu | Karangampel 28 25
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No. | Kabupaten/Kota | . - «:NamaKecamatan . . |- Indeks | Ranking
82 | Kab. Indramayu | Bongas LS ) 35
83 | Kab. Indramayu Haurgeulis 46 10
84 | Kab. Indramayu | gykra 41 13
85 | Kab. Indramayu Widasari 18 33
86 | Kab. Indramayu Bangodua 39 15
87 | Kab. Indramayu Anjatan 43 11
88 | Kab. Indramayu Krangkeng 5 41
3. Wilayah Purwakarta
No. Kab/Kota Kecamatan Indeks | Ranking
1 Kab. Karawang Kecamatan Cibuaya 31 | 30
2 | Kab. Karawang Kecamatan Kutawaluya 30 : 31
1 Kab. Karawang Kecamatan Bamyjaya 50 17
4 | Kab. Karawang Kecamatan Ciampel 57 13
5 | Kab. Karawang Kecamatan Rengasdengklok 2 43
6 | Kab. Karawang Kecamatan Pangkalan 34 27
T | Kab. Karawang Kecamatan Telujambe Timur 68 6
% | kab. Karawang Kecamatan Cilamaya Kulon 29 32
9 | Kab. Karawang Kecamatan Banyusari 41 23
10 | Kab. Karawang Kecamatan Telagasari 59 11
11 | Kab. Karawang Kecamatan Tempuran 57 13
12 | Kab. Karawang Kecamatan Cilamaya Wetan 457 18
13 | Kab, Karawang Kecamatan Jatisan 30 | a
14 | Kab. Karawang Kecamatan Pakisjaya 9 41
15 | Kab. Karawang Kecamatan Cikampek 47 | 19
16 | Kab. Karawang Kecamatan Telukjambe Barat 241 35§
17 | Kab. Karawang Kecamatan Majalaya 16 39
18 | Kab, Karawang Kecamatan Cilebar 5 42
19 | Kab. Karawang Kecamatan Purwasari 39 25
20 | Kab. Karawang Kecamatan Kotabaru 43 22
21 | Kab. Karawang ‘Kecamatan Karawang Timur 43 a2
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Kab, Purwakarta

Kee, Bungursari

No. Kab/Kota Kecamatan Indeks | Ranking
22 | Kab. Karawang Kecamatan Karawang Barat i3 28
23 | Kab. Karawang Kecamatan Tirtamulya 51 16
24 | Kab. Karawang Kecamatan Rawameta 54 14
25 | Kab, Karawang Kecamatan Lemahabang 27 33
26 | Kab. Karawang Kecamatan Jayakerta 60 10
27 | Kab. Karawang Kecamatan Tegalwaru 25 34
28 | Kab. Karawang Kecamatan Pedes 38 26
| 29 | Kab. Purwakarta | Kec. Purwakarta 13 4
30 | Kab. Purwakarta | Kec. Cibatu 30 31

32 | Kab. Purwakarta Kec.Sukasan 43 22
33 | Kab. Purwakarta Kec. Pondoksalam 48 18
34 | Kab. Purwakarta Kec.Bojong 40 24
35 | Kab. Purwakarta | Kec. Kiarapedes 23] 36
36 | Kab. Purwakarta Kec. Pasawahan 60 10
37 | Kab. Purwakarta Kec. Tegalwaru 13 36
38 | Kab. Purwakarta kec. Campaka T4 3
39 | Kab. Purwakarta Kec. Babakancikao 41 23
40 | Kab. Purwakarta Kec. Wanayasa 15 40
41 | Kab. Purwakarta Kec. Darangdan 47 20
42 | Kab. Purwakarta Kec. Sukatani 33 28
43 | Kab. Purwakarta I Kec. Plered 63 7
44 [ Kab. Purwakana | Kec. Maniis 20 38
45 | Kab. Purwakana | Kec. Jatiluhur 8 12
46 | Kab. Subang Kec. Legankolon 22 37
47 | Kab. Subang Kec. Pagaden i0 il
48 | Kab. Subang [ 'Kee. Tanjungsiang 53 15
49 |Kab.Subang | Kec. Ciasem 61 9
50 | Kab. Subang Kec. Pamanukan 51 16
51 | Kab. Subang Kec. Comprang 73 4
52 | Kab. Subang kec. Patokbeusi 3l 30

106




No. Kab/Kota - Kecamatan: Indeks | Ranking
53 | Kab. Subang Kec. Cisalak 79 2
54 | Kab. Subang Kec. Sagalaherang 62 8
55 | Kab. Subang Kec. Pabuaran 0 44
56 | Kab. Subang Kec. Binong 32| 29 |
57 | Kah. Subang Kec. Cipeundeuy 29 32
58 | Kab. Subang Kec. Pusakanagara 68 6
59 | Kab. Subang Kec. Cibogo 48 18
60 | Kab. Subang Kec. Purwadadi 40 24
61 | Kab. Subang Kec. Cipunagara 46 21
62 | Kab. Subang Kec. Cijambe 41 23
63 | Kab. Subang Kee. Cikaum 16 39
64 | Kab. Subang Kec. Kalijati 72 5
65 | Kab. Subang Kec. Blanakan 48 18

4. Wilayah Priangan

No. Nama Kab/Kota Nama Kecamatan Indeks | Ranking

1 | Kota Banjar Kec. Purwaharja 35 24
2 | Kota Banjar Kec. Pataruman 28 31
3 | Kota Banjar Kec. Banjar 18 41
4 | Kota Banjar Kec. Langensari 6 Sl
5 | Kota Tasikmalaya Kec. Cipedes ¥ 2 36
6 | Kota Tasikmalaya Kec. Cihideung R 31
7 | Kota Tasikmalaya Kec. Indihiang 1 34 25
8 | Kota Tasikmalaya Kec. Tawang 57 10
9 | Kota Tasikmalaya Kec. Tamansan 25 34
10 | Kota Tasikmalaya Kec. Cibeurcum 13 44
11 | Kota Tasikmalaya Kec. Kawalu 29 30
12 | Kota Tasikmalaya - | Kec. Mangkubumi 27 32
13 | Kota Bandung Kec. Cidadap 64 6
14 | Kota Bandung Kec. Coblong 48 14
15 | Kota Bandung Kec. Bojongloa Kaler 30 29
16 | Kota Bandung Kec. Andir 29 30
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No. | * Nama Kab/Kota * Nama Kecamatan Indeks | Ranking
17 | Kota Bandung Kec. Cicendo 63 7
18 | Kota Bandung Kec. Babakan Ciparay 13 46
19 | Kota Bandung Kec. Cibeunying Kaler 48 14
20 | Kota Bandung Kee. Sukasari 85 2
21 | Kota Bandung Kec. Bojongloa Kidul 24 35 |
22 | Kota Bandung Kec. Bandung Kulon 16 43
23 | Kota Bandung Kec. Batununggal 23 36
24 | Kota Bandung Kec. Regol 57 10
25 | Kota Bandung Kec. Ujungberung 20 39
26 | Kota Bandung Kec. Arcamanik 12 47
_27 Kota Bandung Kee. Rancasari 33 26
28 | Kota Bandung Kec. Bandung Kidul 9 K
29 | Kota Cimahi Kec. Cimahi "l:engah 56 1
30 | Kota Cimahi Kee. Cimahi Selatan 17 42
31 | Kota Cimahi Kec. Cimahi Utara 31 28
32 | Kabupaten Bandung Kec. Cileunyi 16 43
33 | Kabupaten Bandung Kec. Cimenyan 20 39 |
34 | Kabupaten Bandung Kec. Cileng‘krang_ ) 24 35

Kabupaten Bandung

. Margahayu

36 | Kabupaten Bandung Kec. Margaasih 24
37 | Kabupaicn Bandung Kec. Cipatat “ 20 3
38 | Kabupaten Bandung Kec. Parongpong 38 21 ‘
39 _h.l::”p-mun !]ur.\du:-l.g 1[ Kf:-: Ngamprah 17 42
; 4_0 Kabupaten Bandung i Kee, Ciparay 7 50
41 | Kabupaten B;;dung i Kec. Cipeundeuy 23 36
42 | Kabupaten l-!;;adung " T i(-;ac. Pacet 212 37
43 F Kabupaten Bandung | Kee. Kertasari 12 47
44 | Kabupaten Bandung Kec. Bﬁieandah 13 46
45 | Kabupaten Bandung Kec. Majalaya 37 22
46 | Kabupaten Bandung Kec. Solokanjeruk 16 43
47 | Kabupaten Bandung | Kee. Rungéa 1 48
48 | Kabupaten Bandung Kec. Pangalengan 19 40
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49 | Kabupaten Bandung Kec. Banjaran 6 5t |
50 | Kabupaten Bandung Kec. Nagreg i3 26
51 | Kabupaten Bandung | Kec. Cihampelas 33 26
52 | Kabupaten Bandung Kec. Pameungpeuk 34 25
53 | Kabupaten Bandung Kec. Arjasari 29 30
54 | Kabupaten Bandung Kec. Cikancung 19 40
55 | Kabupaten Bandung Kec. Rancaekek 24 35
56 | Kabupaten Bandung Kec. Pasifjambu 36 23
57 | Kabupaten Bandung Kec. Soreang 0 33
58 | Kabupaten Bandung Kec. Paseh 27 32
59 | Kabupaten Bandung Kec, Ciwidey i 21 38

E .K-a-l:_lupamn Bandung Kec. Rancabali 47 15

61 | Kabupaten Bandung Kec. Lembang 20 o
62 | Kabupaten Bandung | Kec. Cisarua 26 33
63 | Kabupaten Bandung Kec. Cangkuang 26 33
64 | Kabupaten Bandung Kec. Cimaung 18 41
65 ”Kabupittr:n Bandung Kec. Cipongkor 66“ 3
66 | Kabupaten Bandung Kec. Katapang 14 45
67 | Kabupaten Bandung Kec. Padalarang 21 38
68 | Kabupaten Bandung Kec. Batujajar 19 40
69 | Kabupaten Bandung mK:ac;. Cililin 35 24
70 | Kabupaten Bandung Kec. Dayeuh Kolot 33 26
71 | Kabupaten Bandung Kec. Sindangkerta - [ 20 39
72 | Kab. Tasikmalaya Kee. Singaparna Y 32
73 Kab.l;l"asikmala}fa Kec. Cipatujah - 31 28
74 | Kab. Tasikmalaya Kec. Cikalong 21 38
75 | Kab. Tasikmalaya Kec. Manonjaya “I.? 42
76 | Kab. Tasikmalaya Kec. Pancatengah ’ is 34
77 | Kab. Tasikmalaya Kec. Salopa 22 37
78 | Kab. Tasikmalaya Kec. Karangnunggal 28 31
79 | Kab. Tasikmalaya Kec. Cikatomas 32 27
80 | Kab. Tasikmalaya Kec. Salawu 30 29
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No.| ‘Nama I{ahﬂ{uta-.,.‘ ; :' JNai’naKecafuatanmwh - Indeks - | Ran kilig
81 | Kab. Tasikmalaya Kec. Rajapolah 17 42
82 | Kab. Tasikmalaya Kec. Ciawi 62 8
83 | Kab. Tasikmalaya Kec. Taraju 21 38
84 | Kab. Tasikmalaya Kec. Parungponteng 30 29
85 | Kab. Tasikmalaya Kec. Bojonggambir 45 17
86 | Kab. Tasitkmalaya Kec. Cibalong 24 35
87 | Kab. Tasikmalaya Kec. Sukaraja il 28
88 | Kab. Tasikmalaya Kec. Sodong Hilir 15 44
89 | Kab. Tasikmalaya Kec. Pagerageung 26 33
90 | Kab. Tasikmalaya Kec. Gunungtanjung 14 45
91 | Kab. Tasikmalaya Kec. Tanjung jaya 24 35
92 | Kab. Tasil:rnala;fa Kec. Mangunreja 14 45
93 | Kab. Tasikmalaya Kec. Mangunreja 38 21
94 | Kab. Tasikmalaya Kec. Sukaratu 58 g
95 | Kab. Tasikmalaya Kec. Culamega 46 16
96 | Kab. Tasikmalaya Kec. Kadipaten 29 30
97 | Kab. TEl-S-iI!-\'.':[.I;Ellﬂ_‘p'.i-l 3 KE:T: Bojongasih 19 40
98 | Kab. Tasikmalaya Kec. Leuwisari 27 32
09 | Kab. Tasikmalaya Kec. Puspahiang 16 43
100 | Kab. Tasikmalaya Kec. Sukarame 29 30
101 | Kab. Tasikmalaya Kec. Jamanis _ 29 30
102 | Kab. Tasikmalaya | Kee. Sukaresik 1 21
103 | Kab. Taa:'kmalay; I Kec. Sanwangi 20 39
104 | Kab. Tasikmalaya Kee, Jatiwaras 16 43
105 | Kab. Tasikmalaya B Kec. Padakembang 15 44
106 | Kab. Tasikmalaya Kec. Sukahcni;&;, - 17 42
107 KEE.-}HEI-';:-&.‘M}’E Kec. Cineam 5] 13
108 | Kab. Tasikmalaya Kec. Bantarkalong 25 34
109 | Kab. Tasikmalaya Kec. Karangjaya 39 20
110 | Kab. Tasikmalaya Kec. Cisayong 21 38
111 | Kabupaten Garut Kec. Cisewu 30 29
112 | Kabupaten Garut Kec. Garut Kota 58 9
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No. Nama Kab/Kota | - 'Nama Kecamatan - | Indeks | Ranking
113 | Kabupaten Garut Kec. Cikajang 26 33
114 | Kabupaten Garut Kec. Cisurupan 25 34
115 | Kabupaten Garut Kec, Cilawu 14 4
116 | Kabupaten Garut Kec. Sukawening 58 9
117 | Kabupaten Garut Kec. Peundeuy 76 4
118 | Kabupaten Garut Kec. Bayongbong 29 30
119 | Kabupaten Garut Kec. Pamulihan 36 23
120 | Kabupaten Garut Kec. Singajaya 16 43
121 | Kabupaten Garut Kec. Banjarwangi 21 38
122 | Kabupaten Garut Kec. Malangbong 24 35
123 | Kabupaten Garut Kec Weru 9 49
124 | Kabupaten Garat | Kec.Ciwaringin 15 a4
125 | Kabupaten Garut Kec.Cirebon Utara 3 52
126 | Kabupaten Garut Kec.Pabuaran 54 11
127 | Kabupaten Garut Kec.Beber 12 47
128 | Kabupaten Garut Kec.Pabedilan 14 45
129 | Kabupaten Garut Kec.Kadungora 14 45
130 | Kabupaten Garut Kec.Leuwigoong 11 48
131 | Kabupaten Garut Kec.Cibatu 16 43
132 | Kabupaten Garut Kec.Samarang 20 39
133 | Kabupaten Garut Kec.Leles 21 38
134 | Kabupaten Garut KecTarogong Kaler 22 37
135 | Kabupaten Garut Kec Banyuresmi 17 42
136 | Kabupaten Garut Kec Wanaraja 22 37
137 | Kabupaten Garut Kec Karangpawitan 20 39
138 | Kabupaten Garut Kecamatan Talegong 19 40
139 | Kabupaten Garut Kecamatan Mekarmukt 52 12
140 | Kabupaten Garut Kecamatan Cigeduk 42 18
141 | Kabupaten Garut Kecamatan Caringin 25 34
142 | Kabupaten Garut Kecamatan Karangtengah 42 18
143 | Kabupaten Garut Kecamatan Kersamanah 24 35
144 | Kabupaten Garut Kecamatan Sukaresmi 57 10
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No.| NamaKab/Kota | = Nama Kecamatan | Indeks |Ranking
145 | Kabupaten Garut Kecamatan Tarogong 30 29
146 | Kabupaten Garut Kecamatan Pangatikan 30 29
147 | Kabupaten Garut Kecamatan Sucinaraja 30 29
148 | Kabupaten Garut Kecamatan Cihurip 37 22
149 | Kabupaten Garut Kecamatan Pasir Wangi 13 46
150 | Kabupaten Garut Kecamatan Cibiuk 29 30
151 | Kabupaten Garut Kecamatan Selawi 12 47
152 Kabupaién a;u'ut Kecamatan Limbangan 28 3
153 | Kab. Sumedang Kecamatan Tanjung Medar 41 19
154 | Kab. Sumedang Kecamatan Pamulihan 34 25
155 | Kab. Sumedang Kecamatan Cisarua 29 30
156 | Kab. Sumedang Kec. Surian 82 3
157 “[ab. Sumedang .K;:;amalan Tanjung Sari 45 17
158 | Kab. Sumedang Kecamatan Ujung Jaya 26 33
159 | Kab. Sumedang Kecamatan Buahdua 17 42
160 | Kab. Sumedang Kecamatan Cimalaka ¥ 38
161 | Kab. Sumedang Kecamatan Jatinangor 21 33
162 | Kab. Sumedang Kecamatan Jatigede 41 19
163 | Kab. Sumedang Kecamatan 7777777 33 26
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BAB VI "
PENUTUP

Sebagai kata akhir dari evaluasi ini, perlu ditegaskan kembali
bahwa kinerja suatu kecamatan tidak dibandingkan dengan standar yang
telah baku. Sebagai pembanding dalam hal ini adalah kinerja kecamatan
tertinggi dan terendah. Dengan demikian, jika suatu kecamatan
mendapatan indeks kinerja baik parsial (per aspek) ataupun total
(keseluruhan) sebesar O tidak berarti bahwa kinerja kecamatan tersebut
adalah nol, melainkan terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya
dalam wilayahnya (Bakorwil). Demikian juga, jika suatu kecamatan
mendapatkan nilai indeks 100, bukan berarti kinerja kecamatan tersebut
telah optimal, melainkan kinerja tertinggi diantara kecamatan lainnya di
wilayahnya (Bakorwil).

Nilai indeks suatu kecamatan yang dperoleh sangat tergantung
kepada keakuratan dan kelengkapan data yang diberikan dalam instrumen
yang telah disebarkan sebelumnya. Jika data tersebut tidak akurat dan
tidak lengkap, maka nilai indeksnya pun tidak akan tepat menggambarkan
kondisi riil kecamatan yang bersangkutan.

Seandainya, data-dan informasi yang disampaikan benar, maka
hasil evaluasi ini telah mengelompokkan seluruh kecamatan yang ada ke
dalam empat kategori dilihat dari kinerja totalnya, yaitu:

o Kategori pertama, Kecamatan yang mempnyai indeks kinerja total
antara 76-100 dinamakan kecamatan dengan kinerja baik;
o Kaitegori kedua, Kecamatan yang mempnyai indeks kinerja total

antara 51-75 dinamakan kecamatan dengan kinerja menuju baik;

o Kategori ketiga, Kecamatan yang mempnyai indeks kinerja total

antara 26-50 dinamakan kecamatan dengan kinerja sedang;
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o Kategori keempat, Kecamatan yang mempnyai indeks kinerja total

antara 0-25 dinamakan kecamatan dengan kinerja menuju sedang;

Selain itu, kategorisasi juga dilakukan dengan melihat keunggulan
setiap kecamatan pada masing-masing aspek. Pembandingan bukan
dilakukan antar kecamatan, melainkan antar antar aspek dalam satu
kecamatan, sehingga setiap kecamatan akan memperoleh satu predikat.
Atas dasar hal tersebut maka kecamatan-kecamatan yang ada dapat

dikategorikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

» Kategori pertama, Kecamatan yang unggul dalam aspek administratif
(inputs), dinamakan "Kecamatan Potensial";
o Kategori kedua, Kecamatan yang unggul dalam aspek pelayanan

(output), dinamana “Kecamatan Pengabdian™;

» Kategori ketiga, Kecamatan yang unggul dalam kinerja indikator

makro pembangunan, dinakanan “Kecamatan Menuju Kesejahteraan ",

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh kecamatan yang ada di
Jawa Barat, maka diperoleh hasil sebagaimana tercantum pada Bab V.
Diantara seluruh kecamatan yang ada, terdapat beberapa kecamatan yang

unggul dalam aspck-aspek tertentu sebagai berikut:
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Tabel 6.1

Kecamatan Yang Unggul Pada Setiap Wilayah

Wilayah Aspek Aspek Indikator Makro Kinerja
Administratif | Pelayanan Pembangunan Kecamatan
(IKA) (IKP) (IKMP) (IKK)
Bogor Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Cikole Kadudampit | Megamendung Cikole
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Bogor | Kabupaten
Sukabumi Sukabumi Sukabumi
Cirebon Kecamatan Kecamatan | Kecamatan Kecamatan
Majalengka Susukan Sukahaji Susukan
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Majalengka Cirebon Majalengka Cirebon
Purwakarta | Kecamatan Kecamatan Kecamatan | Kecamatan
Campakan Bungursari Cisalak Bungursari
Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
Purwakarta Purwakarta Subang Purwakarta
Priangan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan
Batujajar Margahayu Buahdua Margahayu
Kabupaten Kabupaten Kabupetan Kabupaten
Bandung Bandung Sumedang Bandung
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